
NOMOR I TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2022

PEDOMAN



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 merupakan dokumen

perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun
ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2O2O-2O24. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25l2OO4

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pen1rusunan

RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara

terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pada pidato pelantikan Presiden 17 Oktober tahun 2O19, Presiden Joko

Widodo menyampaikan bahwa birokrasi harus dapat menjamin q.gar manfaat

program benar-benar dirasakan oleh masyarakat (making program deliuereS.

Presiden mengamanatkan kepada Kementerian PPN/Bappenas agar dapat

menjadi Cleaing House untuk memastikan bahwa perencanaan

pembangunan hingga level proyek benar-benar dapat dilaksanakan dan

memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan amanat tersebut, Kementerian PPN/Bappenas

meiakukan penguatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2022. Pengs.atan dilakukan antara lain dengan mengintegrasikan mekanisme

Clearing llouse kedaiam rangkaian tahapan penJrusunan RKP Tahun 2022,

menambah fitur dan tahapan baru, serta melakukan penyempurnaan

terhadap tahapan reguler penyusunan RKP sesuai dengan peraturan

perundangan. Upaya tersebut juga ditujukan untuk memperkuat

implementasi dal moneg follow program melalui pendekatan Tematik,

Hoiistik, Integratif, Spasial (THIS). Sehingga RKP sebagai penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2O2O-2O24

dapat menjanin deliuery manfaat berbagai proyek pembangunan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberi acuan terhadap penguatan RKP Tahun 2022, perlu disusun

Pedoman Penyrrsunan RKP Tahun 2022. Pedoman ini menjadi acuan bagi

Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Pelaksana, Tim Penulis Narasi, Tim

Sinkronisasi, Tim Koordinasi Proses Perencanaan, Tim Koordinasi Penyusun
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Substansi dan Tim Dukungan Administrasi RKP Tahun 2022 rrraupun semua

Pihak yang Terlibat dalam penyusunan RKP Tahun 2022.

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, sedangkan proses

penyusunEm RKP Tahun 2022 yangtelah dilaksakan sebelum dikeluarkannya

Pedoman ini tetap berlaku dan mengikat sebagai bagian dari Penl'usunan

RKP Tahun 2022.

Diharapkan pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat

dalam penyusunan RKP Tahur. 2022. Kami mengucapkan terima kasih atas

dukungan semua pihak dalam penyrrsunan Pedoman RKP Tahun 2022.

Jakarta, 23 Februari 2O2l

Sekretaris Kementerian PPN/

Sekertaris Utama Bappenas,

Himawan Hariyoga

./v
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BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Mengacu kepada amanah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan darr Penganggaran Pembangunan Nasional,

pemerintah perlu menymsun RKP yang memuat arah kebljakan nasional secara

tahunan. RKP merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian

kebijakan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi,

serta keralgka evaluasi, dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan

nasional yang berkesinambungan. Berdasarka-n prosesnya, penyrrsunan RKP

dilaksanakan mela-lui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah

Itop-dou.tnl, dan bawah-atas (bottom-upl. Sementara itu berdasarkan

substansinya pen1rusunzrn RKP dilaksanakan melalui pendekatan tematik,

holistik, integratif, dan spasial (THIS).

Penyusunan RKP Tahun 2022 berpedornan pada RPJMN Tahur 2O2O-2O24

yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan

Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui

Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan

Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan

Kompetitif di Berbagai Wilayah yang Didukung oleh Sumber Daya Manusia

yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Penymsunan dokumen RKP merupakan proses iteratif yang terus mengalami

penguatan sehingga dapat menjawab tantangan dinamika pembangunan

tahunan dengan tetap menjamin keselarasan dengan RPJMN Tahun 2020-

2024. DaTam konteks ini, penyusunan RKP Tahun 2022 rnengdal;ni penguatan

melalui penambahan fitur baru, yakni penerapan mekanisme cleaing house

proyek dan penambahan Supiemen BUMN sebagai lampiran RKP. Selain itu
pula dilaksalalan tahapar-ta-hapan baru dan penyempurnaan terhadap

tahapan reguler dalam upaya: (i) memperkuat tahapan RKP; (ii) mewujudkan

pendanaan komprehensif; (iii) memperkuat sistem perenc€rnaan, penganggaran

serta pelaporan informasi kine{a (KRISNA); dan (iv) memperkuat sinkronisasi

program lintas sektor dengan arah pengembangan wilayah (Gambar I.1).

Kedudukan RKP Tahun 2O22 dalam pembangunan nasional digunakan sebagai

acuan pen5rusunan Renja K/L Tahun 2022, dan sebagai acuan pen5rusunan
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RKPD Tahun 2022, serta sebagai acuan BUMN dalam menyusun Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan Taht:,n 2022 (RKAP).

Gambar I. I
Fitur Baru dan Penguatan dalam RKP Tahun 2022
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Penyrrsunan RKP Tahun 2022 memer\tkan koherensi narasi antarbab dan

koherensi bab/subbab dengan matriks pembangunan, matriks major project,

dan Suplemen BUMN, serta memerlukan akurasi data dan informasi baik

mengenai capaian dan target pembangunan Indonesia. Untuk itu, penguatan

koordinasi dan kolaborasi antar unit di Kementerian PPN/Bappenas maupun

dengan instansi terkait dalam menciptakan kesempurnaan RKP Tahun 2O22

menjadi suatu keniscayaan. Pedoman perqrusunan RKP Tahun 2022 ir:1

diharapkan dapat menjadi koridor bagi para pihak untuk berkolaborasi da-lam

meningkatkan kua-litas RKP Tahun 2022.

1.2. Maksud darr Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan panduan secara

sistematis, jelas, benar dan pasti mengenai pelaksanaan penyrrsunal RKP

Tahor: 2022 demi tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas. Adapun

tujuan dari penJ rsunan Pedoman ini adalah:
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1. Memberikan panduan dalam proses penyusunan RKP Tahun 2022;

2. Menjamin kelancaran dan kemudahan dalam pengoordinasian setiap tahap

pen5rusunan RKP Tahun 2022;

3. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab tim penyrrsun RKP Tahun 2022;

4. Meningkatkan akuntabittas, efisiensi, dan efektivitas penyusunan RKP

Tahun2022.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penlrrsunan RKP Tahun 2022 meltputi deskripsi: (i)

rangkaian tahapan baru (mekanisrr,c Cleaing llouse proyek dan Suplemen

BUMN) maupun tahapan reguler yang dilakukan dalam penyusunan RKP

Tahtn 2022; d,an (i1) Outline, Kisi-Kisi, dan Standar Penulisan RKP Tahun 2022.

1.4. Struktur Pelaksana Penl'usunan RKP Tahun 2O22

Pengorganisasiaa pelaksaaaan pen)rusunzrn RKP Tahun 2022 terdii atas: (i)

Pengarah, (ii) Penalggung Jawab, dal (iii) Tim Pela-ksana yang terdiri atas: a)

Tim Penulis Narasi; b) Tim Sinkronisasi; c) Tim Koordinasi Proses Perencanaan;

d) Tim Koordinasi PenJrusun Substansi, e) Tim Dukungan Administrasi, serta 0

Tenaga Pendukung. Lebih lanjut struktur pelaksana dijelaskan pada Garnbar

t.2.
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Gambar I.2
Struktur Pelaksanaal Penyusunan RKP Tahun 2O22

1.5. Uraian Tugas Tim Penyusunan RKP Tahun 2022

1. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi,

membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas

permasalahan pelaksalaan kegiatan.

2. Penanggung Jawab Kegiatan bertugas:

a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan;

b. melaksanakan arahan dari Pengarah; dan

c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

3. Tim Pelaksana bertugas:

a. melakuka;r koordinasi dengan berbagai pihak dalam pennrsunan RKP

Tahttn2022;

b. memastikan pen)'usunan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan

Kegiatan Prioritas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik,

Integratif, dan Spasial, serta memantau kesinambungan data dan
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alokasi proyek prioritas pada RKP, Pagu Indikatif/Anggaran, KRISNA,

dan RKA-KL;

c, melakukan supervisi implementasi kesinambungan/sinkronisasi

indikator RPJMN 2O2O-2O24 dengan RKP Tahun 2022, P"go

Indikatif/Anggaran, KRISNA serta RKA-KL; dan

d. menyusun iaporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada

Penalggung Jawab Kegiatan.

4. Tim Sinkronisasi bertugas menjaga konsistensi substansi dal keselarasan

antar Bab dalam Rencana Ke{a Pemerintah Tahurr 2022 dan menyrrsun

rancang€rn pidato Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala

Badan Perencanaan Pembangunal Nasiona-l terkait Rencana Kerja

Pemerintah Tahrn 2022.

5. Tim Penulis Na-rasi bertugas:

a. melaksanakan penulisan substansi Bab (narasi dan matriks) dalam

Prioritas Nasiona-l, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas pada

Rencana Ke{a Pemerintah Tahun 2022; dat
b. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/tembaga dalam rangka

penulisan Rencana Kerja Pemerintah Tahur. 2022.

6. Tim Koordinasi Proses Perencanaan bertugas:

a. sebagai penanggung jawab Rapat Koordinasi dengan Gubemur yang

bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyrrsunan

materi koordinasi dengal Gubernur;

b. sebagai penanggung jawab Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan

Pembangunan yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan

kegiatan dan peny'usunan materi koordinasi teknis;

c. sebagai penanggung jawab Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang

bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan

materi koordinasi pembangunan pusat;

d. sebagai penalggung jawab Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Provinsi yalg bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

dan penyrrsunan materi Musrenbang Provinsi; dan

e. sebagai penalggung jawab Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Nasional yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

dan penyusunan materi Musrenbang Nasional.

7. Tim Koordinasi Penlrrsun Substansi bertugas:

a. menyiapkal dan mengoordinasikan bahan, format, dan mekanisme

penulisan substansi Rencana Kerja Pemerintah Tah:urr 2022;
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b. mela.ksanakan teknis finalisasi penulisan Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2022 (termasuk penajamal kualitas narasi dan penelaahan

ketepatan hierarki) ; darr

c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya.

8. Tim Dukungan Administrasi bertugas mengompilasi dan memformat bahan

Rencana Ke{a Pemerintah Tahun 2022, serta mengoordinasikan

penyelenggaraan rapat paripurna di Dewan Perkwakilan Rakyat

1.6. Tim Penulis Narasi Bab/Subbab RKP Tah:or: 2022

Penjelasan Tim Penulis Narasi RKP Ta}rtn 2022 sesuai dengan Bab/Subbab

dokumen RKP ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel I. 1

Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana dalam Bab/Subbab RKP Tahur 2022

Bab 1. Pendahuluan

Deputi Bidang
Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian
Pembangunan

Direktur Eva-luasi dan
Pengendalian
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan

Bab 2. Spektrum Perencanaan Pemba[gunan Nasional

2.1 Eva]uasi RKP 2020 Deputi Bidang
Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian
Pembangunal

Direktur Pemaltauan,
Evaluasi dan
Pengendalian
Pembangunal Sektoral

2.2 Kerangka Ekonomi
Makro

Deputi Bidang Ekonomi Direktur
Makro
Statistik

Perencanaan
dan Analisis

2.3 Strategi
Pengembalgan Wilayah

Deputi Bidang
Pengembangal Regional

Direktur Tata Ruang dan
Penangalal Bencana

2.4 Strategi Pendanaar
Pembangunan

Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan

Direktur
Pendanaan
Pembangunan

Alokasi

Bab 3. Tema dan Sasaran Pembangunan

3.1 RPJMN 2020-2024
dan Arahan Presiden

Deputi
PemantauaIr,

Bidang
Evaluasi,

Direktur Evaluasi dan
Pengendalian

Bab/Subbab Penanggung Jawab Ketua Pelaksana
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dan Pengendalian
Pembangunan

Penyu sunan Perencanaan
Pembangunan

3.2 Tema, Sasaran, Arah
Kebijalan, dan Strategi
Pembangunal

Deputi Bidang
Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian
Pembangunan

Direktur Evaluasi dan
Pengendalian
Penyr: sunan Perencanaal
Pembangunan

3.3 Prioritas Nasional Deputi Bidang
Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian
Pembangunan

Direktur Evaluasi dan
Pengendalian
Penyu sunan Perencanaan
Pembangunan

4. 1 Prioritas Nasional

4. 1. 1 PN 1 Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan
Berkeadilal

Deputi Bidang Ekonomi Direktur
Pariwisata
Kreatif

Industri,
da;r Ekonomi

4.7.2 PN 2
Mengembangkan Wilayah
untuk Mengu.rangi
Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan

Deputi Bidang
Pengembangan Regional

Direktur Tata Ruang dan
Penanganan Bencana

4.1.3 PN 3 M eningkatkan
SDM Berkualitas dan
Berdaya Saing

Deputi
Pembalgunan
Masyarakat
Kebudayaan

Bidang
Manusia,

dan

Direktur Kesehatan dan
Gizi Masyarakat

Deputi
Kependudukan
Ketenagakerjaan

Bidang
dan

4.t.4 PN 4
Mental
Pembangunan
Kebudayaal

Revolusi
dan

Deputi
Pembangunan
Masyarakat,
Kebudayaaa

Bidang
Manusia,

dal

Direktur
Pendidikan,
Kebudayaan

Agama,
dan

4. 1.5 PN 5 Memperkuat
Infrastruktur untuk
Mendukung
Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar

Deputi Bidang Sarana
dan Prasarana

Direktur Transportasi

Bab 4. Prioritas Nasional dan Pendanaannya

I

I

I

I
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4. L6 PN 6 Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan
Iklim

Deputi Bidang
Kemaritiman dan Sumber
Daya AIam

Direktur
Hidup

Lingkungan

4. 1.7 PN 7 Memperkuat
Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi
Pelayanan Publik

Deputi Bidang Politik,
Hukum, Pertahanaa, dan
Keamanarr

Direktur Hukum dan
Regulasi

4.2 Pendanaan Prioritas
Nasional

Deputi Bidaag Pendanaal
Pembangunan

Direktur
Pendanaan
Pembangunan

Alokasi

Bab 5. Kaidah Pelaksanaan

5.1
Kelembagaan

Keralgka StaJ Ahli Bidang
Hubungan Kelembagaan

Direktur Aparatur Negara

5.2 Kerangka Regulasi Staf AhU Bidang
Hubungan Kelembagaan

Direktur Aparatur Negara

5.3 Kerangka Evaluasi
dan Pengenda-lian

Deputi Bidang
Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian
Pembangunan

Direktur Pemantauan,
Evaluasi dan
Pengendalian
Pembangr:nan Sektoral

Bab 6. Penutup

Deputi Bidang
Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian
Pembangunan

Direktur Evaluasi dan
Pengendalian
Peny.rsunan Perencanaan
Pembangunan

Lampiran 1

Pembangunan
Nasional

Matriks
Prioritas

Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan

Direktur
Pendalaan
Pembangunan

Alokasi

Lampiran 2 Matriks Major
Project

Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan

Direktur
Pendanaan
Pembangunan

Alokasi

Lampiran 3 Suplemen
BUMN

Deputi Bidang Ekonomi Direktur Jasa Keuangan
dan BUMN

Lamplran

I

I
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1.7. Mekanisme Kerja

Proses penyusunan RKP Tahur^ 2022 dibagi ke dalam empat tahapan utama

sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini.

Gambar I.3
Tahapan Utama Penyusunan RKP Tahun 2022

A. Tahap penyiapan Rancangan Awal RKP Tahun 2022 dimulai dari proses

Forum Konsultasi Publik pada bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan

tahap Ral<orbanpus pada minggu keempat Maret hingga minggu pertama

April tahun 2021;

B. Tahap penyiapan dan penetapan Permen MPPN/Bappenas Tentang RKP

Tahulr 2022 dimulai dari proses Musrenbangprov pada minggu keempat

Maret hingga minggu ketiga April talun 2O21 sampai dengal proses

Penetapan Permen Rancangan RKP pada bulan Mei tahun 2O21.

C. Tahap Penyiapan dan Penetapan Perpres Tentang RKP Tahun 2020 dimulai

dari proses pertemuan pembicaraal penda.huluan dengan DPR pada minggu

kedua Mei hingga minggu keempat Juni tahun 2021, sanpe:. dengan

Penetapan Perpres RKP dan SB Pagu Anggaran pada Juni hingga Juli tahun

2021.

D. Selanjutnya tal.apan penetapan Perpres Tentang Pemutakhiran RKP Tahun

2022 dtrnt:Jat dari proses Pembahasan Nota keuangan, RUU APBN dan

peretapan UU APBN dan alokasi anggaran pada bulan Agustus hingga

Oktober tahun 2021 sampai dengan penetapan Keputusan MPPN/Bappenas

A. TABAPAIT PErIITPAX
RA.f,CAIT(IAIT AWIL R.BP

TAIIUIT 2O't2

B. TAEAPAIi PAIYIAPAT
DAT PETIETAP'T PMDI
rP?II/I(EPAIA BATlllAg

tlrTAro RArcelforr nxP
TABI'II 2O'I'!

C. TAHAPAT PDI{YIAFAI{
DAJC PtsIIEfAPAX PENPTES
TEN?A.IG RXP TAIISI| 2022

D. TIIIIAPAI{ PEITTIAPAT I'AI[
PEITEfAPAT PERPRE{I
TTAITC PEUI'TAI(EIRAI|

RXP TAIII'IT 2OiIiI
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Tentarrg Proyek Prioritas per Daerah Tahrn 2022 pada minggu keempat

Desember tahun 2021.

Timeline dan rincian tahapan ditampilkan pada Gambar 1.4.
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Gambar I.4
Talrapan darr Time Line Penlrrsunan RKP Tahun 2O22

o- T.hun 2020 -----.

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun ,ul Agu Sep Okt Nov Des

f(: ratacan Uru aahm P!,ryuruoan Rl(P 2022

6.pD.i-, M.nilrl ElrMil
&n cEO SUMN

PJP Bencmu &nt.n EuMt
&o Mltra l(1, Te*.lt

ir€d.n PPI &it i,Lnt ri
AI{N

P.rlrxnCr$ O.fE PrqFr
Prldil- Sarira .L.i P, Pl{

{lrdlt.3ll

rl'ri-
F.ny.mpd:. n(' supL.'ln

S|MN &t d. i/td{.ri EUMli
*Lfu hn'.gr.t s{m

Mollilateral /r..l,r9 tN

Keteran8an:
Lintas
Prose!

Rancangan awal
R(P Tahun 2022E il Permen Rancangan

R(P Tahun 2022
Perpres R(P
Tahun 2022

Perpres Pemutalhiran RKP

Tahun 2022
suplemen
BUMN

..t,
-,l..

Kcteratlganr

r keseluruhan tahapan dijabarkan lebih rinci dalam Bab 2;
r kecuali t3'hapan Cleairlg House Proyek dan PenJrusunan Suplemen BUMN yang masing-masing dijabarkan lebih rinci

pada Bab 3.

P.mb.h5.n ixP, itnJ
APL,l, X( d.n PelELC.n

P@t.p.n &m, S.i.r.n, Ar.h
rebiFl , d.n Pndita

P.r$anaun . oleh S.pg.n.3

co*odrq dan l.lo M.rno

Arah.n Prerde. kepada
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1.8. Sistematika Pedoman Peny'usunan RKP Tahun 2O22

l. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan: (i) Latar Belakang; (ii) Malsud dan Tlrjuan; (iii) Ruang

Lingkup; (iv) Struktur Pelaksana; (v) Uraian Tugas; (vi) Penanggung Jawab,

Pelaksana dan Tim Sinkronisasi dalam Bab/Subbab RKP Tahurt 2022; pn)

Mekanisme Kerja; serta (viii) Sistematika Pedoman Penyusunan RKP

Tahurt 2022.

2. Bab II Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2022

Menjelaskan rincian dari empat tahapan utama pen,'usunan RKP Tahun

2022 yar.g meliputi: (i) Tahapan Penyiapan Ranwal RKP Tahun 2022; $l
Tahapan Penyiapan dan Penetapan Permen MPPN/Kepala Bappenas

tentang Rancangan RKP Tahun 2022; (t:tl Tahapan Penyiapan dan

Penetapan Perpres tentang RKP Tahun 2022; serta (iv) Tahapan Penyiapan

dan Penetapan Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022.

3. Bab IIl CleairLg House Proyek dan Penyrrsunan Suplemen BUMN RKP

Tahtn 2022

Menjelaskan tahapan peiaksanaan Cleaing Hozse Proyek dalam

penJrusunan RKP 2022 dan tahapan perl/usunan Suplemen BUMN RKP

Tahtxr 2022.

4. Bab IV Standar Penulisan RKP Tahun 2O22

Menjelaskan outline dokrrr:en RKP Tahun 2O22, kisi-kisi Bab/Subbab RKP

Tahun 2022, serta standar penulisan dokumen RKP Tahun 2O22.

5. Bab V Penutup

6. Lampiran

Memuat contoh penulisan narasi Bab 4 Prioritas Nasional dan

Pendanaanya serta contoh penulisan narasi Bab 5 Kaidah Pelaksanaan.



BAB II

TAHAPAN PEIYYUSUNAN RKP TAHUN 2022

2. 1. Pendahuluan

Pada bagian ini disampaikan ta.l.apan pen5rusunan RKP Tahun 2022 yang

meliputi (a) Tahapan Penyiapan Rancangan Awal RKP Tahun 2022, (bl Tahapan

Penyiapar Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Rancangan RKP

Ta}::u.rr 2022, (c) Tahapan Penyiapan Peraturan Presiden Tentang RKP Tahun

2022 dan, (d) Tahapan Penyiapan Peraturan Presiden Tentang Pemutakhiran

RKP Tahun 2022. Keg1atan-kegiatan inti pada setiap tahapan penyrrsunan RKP

Ta}:rr. 2022 aka;t dijabarkan berdasarkan: (i) tujuan kegiatan; (ii) penanggung

jawab kegiatan; (iii) pihak yang terlibat; (iv) waldu pelaksanaan; serta (v) output,

sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini.

Gambar II. 1

Alur Pembahasan Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Penyusunan RKP
Ta}rurr2022

I
I

I

A. TAEIPAi PEIfiIAPAII
RATCATGAI Ag,IiL PBP

TAfrrr z)22 TUJUAN
KEC1ATAN

PENAI{GGUI{G
JAWAB

KTCIATAI{

PI}IAK YANG
TERL1BAT

l. Pcrtcouan
pcmbicarsan
pcadahuluan dengan
DPR;

2. DBt.

WAKTU
PEIAKSANAAN

TAIIAPAN PENYIAPAIT
.-DAII PEXETA.PAI{ PERPRSA

TEI|TAI{G Pr,f,UTAXEIR.AIT
NXP TIHI'II U'E

t. PeEbsh.san RKP,
Rlru APBN, Nl( dsn
Fenctaparl UU APBN
dln Alokasi anggarsn

2. Dst.

OWWT

Lebih lanjut uraian masing-masing tahapan dijabarkan pada Subbab 2.2

hingga Subbab 2.5 berikut ini.

TAEAPAT PEIIIIAP/II l. lturrcnbangnov;
2. FcnrErua! tiga

pibak
3. MuBEnbqrgnas;
4. Mnltilatcral lreairlg
5. Dat.

2.
3.
4.

l,Yaltlaat
Fadrbargunan;
ICEM;
FKP;
Dst.

C. TAIII.PAJI PEITNAP'IT
DAI{ P3IIETAPAI{ PERPBEA
lEt'TAJf(} RI(P TIEI'tr 2{'I2
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2.2. Tahapar, Penyiapan Rancangan AwaI RKP Tahun 2022

Input
Rakor
Menko

M3 - M4 F6b

Ouqrut

OuEut

,.4.,

l
Kunjungan Keda MPPN/

Dialog Pra Rakorgub

M4 rGb
r.b - X.r

M4

H/l trirlr - lll Apr

1 lYov - ll4 Dn.

FKP
Rakortek
Renbang!

Rapat
Koordinasi

dengan
Gubernur

Ul l{oY - U,l DG.

KEM
3 - U4 !f,er

Kick off
Meeting

RKP

RaDat

!l Kooriinasi
Pembangunan

Pusat
Jrn - Jul

Tema, sasaran,
kebijakan

dan prioritas
pembangunan
Oleh Bappenas

netapan

lEvah.rasi*--1/
Multilateral
Meettng PN

U4 Dc3 - Jar
U4Jr[-X3

Rarcangan
r awal danu a"*

Indikatif
Presiden

kepada MPPN
tentang Tema

Penetapan
tema oleh
Presiden

i[4 F.b - .rult

Ul r.b - ll4 f.r
Penulisan Narasi

,.4.2
Perpres RKP
dan SB Pagu

Anggaran
M2 E.b

Rakor
MPPN dengan

Menkeu tentang Tema

Catatan: Mekanisme lebih inci untuk mo.sing-ma.sing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggurLg jauab

Gambar II.2
Alur Tahapan Penyu sunan Rancangan AwaI RKP Tahun 2022

Dct
a.z,L6

2,4.2
2.2.t!a.r.t

a.a,ta

22.5 aa,a

Pen)rusunan
Suplemen BUMN

Rancangan Awal RKP 2022

.t$a - .IuI

2.a,7
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2.2.1.

2.2.2.

Penyelenggaraarr Forum Konsultasi Publik

Sebagai wujud dari penerapan prinsip perencanaan partisipatif,

diselenggarakan forum konsultasi publik dalam penyusunal RKP.

Pelaku pembangunan yartg terlibat dalam kegiatan ini antara lain (i)

pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupat en /kota; (ii) BUMN;

(iii) dunia usaha; dan (iv) unsur masyarakat yang terdiri dari asosiasi

profesi, perguman tinggi, lembaga swadaya masyarakat; dal pemuka

adat serta pemuka ag€rma.

Tujuaa Kegiatan : Menjaring aspirasi publik untuk
pen5 rsunan tema, sasaran dan arah

kebijakan serta prioritas pembalgunal.

Koordinator Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan

Kelembagaan.

Pihak yang terlibat Pemerintah Pu sat (K /L), Pemerintah

Daerah (Prov/ Kab/Kota), BUMN,

Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat dan

Stakeholder pembangu nan lainnya.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Oktober Tahun 2O20.

Output Usulan tema, sasaran dan arah kebijakan

serta prioritas pembangunan berdasarkan

aspirasi publik.

Penyusunal dan Pembahasal Kerangka Ekonomi Makro

Keraagka Ekonomi Makro (KEM) adalah gambaran dan perkiraan

perekonomian secara menyeluruh termasuk Arah Kebijakar Fiskal.

Dalam konteks RKP, hasil penJmsunan KEM digunakan sebagai salah

satu bahan pen1 rsunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas

pembangunan.

Tujuan Kegiatan : Mengetahui kerangka ekonomi makro

hingga Tahun 2022 sebagai bahan

pen5rusunan tema, sasaran dan arah

kebijalan serta prioritas pembangunan.
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Koordinator

Pihak yang terlibat

Waktu Pelaksanaan

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian

PPN/Bappenas.

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian

Keuangan.

Minggu Pertama November sampai dengan

Minggu Keempat Desember Tahun 2O2O.

Usulan tema, sasaran, arah kebijakan dan

prioritas pembangunal berdasarkan

Kerangka Ekonomi Makro.

2.2.3.

Output

Evaluasi Pembangunan

Pembangunan adalah sebuah siklus yang diawali dari perenc.rna€rn,

pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Hasil evaluasi menjadi

bahal bagi pen5rusunan perencanaan periode selanjutnya. Pada tahap

penyusunan RKP Tahun 2022, hasil dari proses evaluasi secara

konkret menjadi sa-lah satu bahan peny'usunan tema, sasaran, arah

kebijakan, dan prioritas pembangunan.

Tujuan Kegiatan : Mengetahui kinerja pembangunarr (sektor

dan daerah) sebagai bahan penyusunan

tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas

pembangunan.

Koordinator : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Kementerian PPN/Bappenas.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama November sampai dengan

minggu keempat Desember Tahun 2O2O.

Output : Usulan tema, sasara.n, arah kebijakan dan

prioritas pembangunan berdasarkan hasil

evaluasi.
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Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas dal Dialog Pra

Rakorgub

Kunjungan kerja MPPN/Kepala Bappenas diselenggarakan

secara offline, selanjutnya untuk memperluas pengamatan hasil

tinjauan Kunker offline, rnaka diselenggarakan Dialog Pra

Rakorgub secara online. Dialog online tersebut merupakan bagian

dari rangkaian Kunker MPPN yang telah dilakukan sejak

November 2O2O. Dialog Pra Rakorgub dilakukan secara online

sebagai solusi adaptif dalam situasi Pandemi Covid-l9. Kedua

tahapan tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi yang

dilakukan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan

pembangunan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Melalui

tahap ini dapat diketahui permasalahan-permasalahan riil yang

menghambat pencapaian target pembangunan, selain itu pula

dapat diketahui aspirasi terkait faktor-faktor penentu

keberhasilan yang dapat mengakselerasi pencapaian target

pembangunan. Hasil Kunjungan Kerja MPPN digunakan sebagai

salah satu bahan penyusunan tema, sasaran, dan arah

kebijakan serta prioritas pembangunan, sementara itu tahapan

Dialog Pra Rakorgub ditujukan untuk menjaring isu

pembangunan daerah serta inisiasi usulan proyek prioritas dari

daerah.

T\rjuan Kegiatan : Melakukan evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah dan menjaring

aspirasi daerah dalam proses perenc.rnaan

pembangunan.

Koordinator : Sekretaris Menteri PPN / Sekretaris Utama

Bappenas.

Pihak yang terlibat : Kementerian PPN/Bappenas dan

Pemerintah Daerah (Prov/ Kab/ Kota).

Waktu Pelaksanaan : Oktober Tahun 2O20 sampai Februari

Tahun 202 1.

2.2.4.
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2.2.5.

Output Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

dan aspirasi daerah.

Penetapan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas

Pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas

Penyusunal tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas

pembangunan dila-ksanakan dengan mengacu pada hasil Evaluasi

Pembangunan, KEM, FKP, serta Kunjungan MPPN/Kepala Bappenas,

selain itu juga mempertimbangkan (i) direktif Presiden; (ii) kebijakan

pengembangan wilayah dan rencana tata ruang; (iii) arah kebijakan

dan sasaran RPJMN; (vi) urgensi penang€rnan masalah seca-ra cepat;

serta (v) kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis dan

komitmen global. Penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan

prioritas pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian rapat

pimpinan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan Kegiatan : Menentukan Tema, Sasaran, Arah

IillIfr;i* 
Prioritas Pembangunan RKP

Koordinator : Deputi Bidang Pemaltauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Menteri, para Pejabat Eselon I dan Sta-{

Khusus di lingkungan Kementerian

PPN/Bappenas.

Waktu Pelaksanaal : Desember Ta*run 2O2O.

Output Kesepakatan Tema, Sasaran, Arah

Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP

Tahrn2022.



2.2.7.

-20-

Arahan Presiden kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tema,

Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Setelah tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembalgunan

ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas pada dalam rapat

pimpinan di Kementerian PPN/Bappenas, kemudian Menteri

PPN/Kepala Bappenas menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan

dan prioritas pembangunan kepada Presiden untuk mendapatka-n

arahan.

Tujuan Kegiatan : Memperoleh aralan Presiden terkait tema,

sasaran, arah kebijakan dan prioritas

pembangunan yang telah ditetapkan oleh

Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

Koordinator Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Waktu Pelaksanaan Minggu keempat Desember Tahun 202O

sampai Jaluari Tahun 202 1.

Output Tema, Sasaran, Arah Kebijal<an, dan

Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022

yang telah diberi arahan oleh Presiden.

Rapat Koordinasi Menteri PPN/KepaIa Bappenas dengan Menteri

Keuangan terkait Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas

Pembangunan

Sebagai langkah awa-l da-lam menciptakan konvergensi perencanaan

pembangunan dan penganggaran, dilakukan konsolidasi antara

Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan untuk
menyelaraskan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas

Pembangnnan RKP Tahun 2022 dengat Tema, Sasaran, dan Arah

Kebijakan Fiskal Tahun 2O22.

2.2.6.
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Tujuan Kegiatan

Koordinator

Pihak yarrg terlibat

Waktu Pelaksanaan

Menyepakati Tema, Sasaran, Arah

Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP

"fahun 2022 dengan Tema, Sasaran dan,

Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2022.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/ Bappenas.

Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri

Keualgan.

Minggu Kedua Februari Tahun 2O21.

Kesepakatan Tema, Sasaraa, dan Arah

Kebijaka:l RKP Tahun 2022 dengan Tema,

Sasaran, dan Arah Kebijakan Fiskal Tahun

2022.

Output

Penetapan Tema RKP Tahw 2022 oleh Presiden

Setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas men5 rsun tema, sasaral, arah

kebijakan, dan prioritas pembalgunan dan membahasnya dengan

Menteri Keuangan, langkah selaljutnya adalah Menteri PPN/Kepala

Bappenas menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas

pembalgunan kepada Presiden paling lambat bulan Februari untuk

dibahas dan disetujui dalam rapat kabinet. Tema yang telah disetujui

Presiden akarr digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan awal

RKP Tahun 2022.

T\rjuan Kegiatan : Menetapkan Tema, Sasaran, Arah

Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP

Tahrn 2022 melalui rapat kabinet yang

dipimpin oleh Presiden.

Deputi Bidalg Pemantauan, Eva-luasi Dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/ Bappenas.

Koordinator

2.2.8.



Pihak yang terlibat Sekretaris Menteri

Sekretaris Kabinet.

Bappenas, dan

Waktu Pelaksanaal Minggu keempat Januari sampai dengan

minggu ketiga Februari Tahun 2021.

Persetujuan Presiden terhadap Tema,

Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas

Pembangunan RKP Tahun 2022

Output

Rapat Koordinasi dengar Kementerian Koordinator

Setelah disetujui Presiden, tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas

pembangunan dibahas melalui rapat koordinasi bersama Menteri

Koordinator (Menko) untuk mengkonsolidasikal penguatan kaidah

pelaksanaaa RKP Tahun 2022. DaJarn hal ini, peran Menko sebagai

debottlenecking dapat memberi masukan terkait dengan proyek

strategis nasiona-l dan proyek-proyek yang berpotensi darr/ atau yang

mengalami kendala, sehingga diketahui hat-hal yang perlu menjadi

perhatian untuk pelaksanaan RKP Tahur 2022.

Tujuan Kegiatan : 1. Membahas Proyek Strategis Nasional

berdasarkan tema, sasaran, arah

kebijakaa dal prioritas pembangunan

nasional RKP Tahun 2022;

2. Menjaring isu dari Menko terkait Proyek

Strategis Nasional;

3. Menyepakati peran Menko dalam

menjamin kelancaran pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional.

Koordinator : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunal, Kementerial

PPN/ Bappenas.

Pihak yang terlibat : Seluruh Kementerian Koordinator.

Minggu ketiga s.d minggu keempat Februari

Tahun2O2L.

Waktu Pelaksanaal

2.2.9.
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2.2.10.

2.2.t1

Output 1. Hasil pembahasan arah kebijakan

Proyek Strategis Nasional berdasarkan

tema, sasaran, arah kebijalan dan

prioritas pembangunan nasional RKP

Tahun20221'

2. Memperoleh isu dari Menko;

3. Kesepakatan peran Menko dalam

menjamin kelalcaraa pelaksanaan

Proyek Strate gis Nasional.

Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2022

Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2022 mulai

dilaksana-kan pada saat SK Tim Penyusun RKP Tahun 2022 ditetapkart

oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

Tujuan Kegiatan : Melakukan penulisan Narasi Rancangarr

Awal RKP Tahun 2022

Koordinator : Deputi Bidang Pemaltauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Seluruh PJ PN

Wal<tu Pelaksanaan : Minggu pertama Pebruari s.d minggu

keempat Maret Tahun 202 1.

Output : Rancangan Awal RKP Tahun 2O22

Kick Off Meeting Peny'usunan RKP Tahun 2022

Pelaksanaan Kick Off Meeting merupakan tahap awal sosialisasi

peny.rsunan RKP Tahun 2022 kepada K/L dat Pemda (Prov), sehingga

para pihak secara paralel dapat turut mempersiapkan hal-hal yang

diperlukan da-1am mendukung rangkaian tahapan penyT,rsunan hingga

pelaksanaan RKP Tahun 2022.



Tujuan Kegiatan

Koordinator

Pihak yang tertbat

Waktu Pelaksanaan
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Menyampaikan Tema, Sasaran, Arah

Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP

Tahtn 2022 kepada K/L d,an Pemda (Prov).

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Kementerian/kmbaga, Pemerintah Daerah

(Prov).

Minggu ketiga Februari Tahun 2O21.

Tersosialisasikannya Tema, Sasaran, Arah

Kebijalan, dan Prioritas Pembangunan RKP

Tahtn2022.

Output

2.2.12. Multilateral Meeting Horitas Nasional

Tahap Multilateral Meeting PN merupakan rangkaian kegiatan yang

dilatsanakan sebagai upaya menjembatani peran dan kontribusi K/L
terhadap pencapaian target PN, dalam hal ini juga turut dilakukan

pemetaan cascading kinerja K/L yang mendukung sasaran PN.

T\rjuan Kegiatan : 1. Membahas dukungan Renja K/L
terhadap arah kebijakan pelaksanaan

PN, PP, KP ProP, dan Major Projecti

2. Identifikasi proyek-proyek

K/L/BUMN/DAK yang mendukung PN,

PP, KP ProP, dar^ Major Project;

3. Membahas cascading proyek K/L yang

mendukung PN.

Koordinator : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : PJ PN, PP, KP, Direktorat Alokasi

Pendanaan Pembangunan, dan K/L.
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Waktu Pelaksanaan Januari s.d Juli 2021 (sepanjang

penJ^rsunan RKP Tahun 2022 jika

dibutuhkan hingga Perpres).

1. Terinformasikannya arah kebijakan

pelaksanaan PN, PP, KP ProP, Major

Project;

2. Daitar proyek-proyek K/L/DAK yang

mendukung PN, PP, KP ProP, dat Major

Project;

3. Cascading proyek K/L yang mendukung

PN.

Output

PenJrusunan Suplemen BUMN

Pen5rusunan Suplemen BUMN terdiri dari serangkaian kegiatan yang

inJine dengan tahapan penJ rsunan RKP Tahun 2022. Peny,usunan

Suplemen BUMN, persiapannya dimulai sejak bulan Desember tahun

2O2O der:gar. tahap identifrkasi proyek BUMN yang mendukung PN,

hingga penyampaian Suplemen BUMN dalam RKP Tah:ur: 2022 kepada

Menteri BUMN pada bulan JuIi tahun 2021 (tahapan lebih rinci

disampaikan pada Sub Bab 3.2).

T\.rjuan Kegiatan : Memetakan kegiatan/proyek BUMN yang

mendukung prioritas nasional.

Koordinator : Deputi Bidang Ekonomi Kementerian

PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : BUMN terkait prioritas nasional, PJ PN, PP,

Waktu Pelaksanaan Minggu Keempat Pebruari sampai Juli

Tahun 202 1.

Suplemen BUMN sebagai lampiran Perpres

RKP Tahun 2022.

Output
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Rapat Koordinasi dengan Gubernur

Rapat koordinasi dengan Gubernur (Rakorgub) diselenggarakan dalam

rangka membahas usulan proyek prioritas dari daerah yang

mendukung PN, berdasarkan: (i) hasil kunjungan kerja MPPN/Dialog

Pra Rakorgub; (ii) usulan Gubernur periode lalu yang belum

terakomodir; dan (iii) usulan baru. Hasil dari Rakorgub menjadi bahan

pembahasan pada tahap Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan

Pembangunan (Rakortekrenbang) yang melibat]an Pemda

(Prov/ Kab/ Kota) dan K/L.

r\rjuanKegiatan 
H'il::""::"TJT:1il;r:::x
nasional.

Koordinator

Pihak yang terlibat

Waktu Pelaksanaan

Output

Deputi Bidang Pengembangan Regional,

Kementerian PPN / Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas dan Gubemur

Minggu keempat Februari Tahun 2021.

Usulal Proyek Prioritas dari daerah dalam

mendukung prioritas nasional.

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembanguna-n antara

Kementerian/kmbaga dan Pemerintah Daerah

Pada tahap Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

(Rakortek Renbang) dilakukan pembahasan lanjutan dari hasil

Rakorgub, dan juga membahas usulan Kab/Kota yang mendukung PN

dan selaras dengan usulan Provinsi. Jika usulan Prov/Kab/Kota

disetujui, maka langsung masuk ke dalam indikasi proyek prioritas

dari daerah. Namun, jika belum disetujui, maka akan dibahas lebih

lanjut pada tahap Musrenbangprov dan/atau Musrenbangnas.

Tahapan ini akan difasilitasi oleh KRISNA selaras.

Trrjuan Kegiatan : Membahas lebih lanjut usulan proyek

prioritas hasil Ralorgub, dan menjaring

usulan tambahan dari Kab/Kota yang
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Koordinator

Pihak yang terlibat

Waktu Pelaksalaal

mendukung proyek prioritas hasil

Rakorgub.

Deputi Bidang Pengembangan Regional,

Kementerian PPN/ Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas, K/L dan

Kemendagri, Bappeda (Prov/Kab/ Kota).

Februari s.d Maret Tahut 2O2l.

Daftar kesepalatal proyek prioritas usulan

daerah yang akar didanai oleh K/L dan

proyek pendukung yang akan didanai oleh

DAK.

Output

2.2.16. Penetapan Rancangan Awal RKP Tahur 2022 dan SB Pagu Indikatif

Tahapan Penulisan Narasi Rancangan Awa-l RKP Tahun 2O22

menghasilkan drafi ratcangan awal RKP Tah:urr 2022 yang ditetapkan

bersamaan dengan rancangan pagu indikatif. Pagu indikatif ditetapkan

melalui Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dengan Menteri

Keuangan tentang Pagu Indikatif.

Tujuan Kegiatan : Menetapkan dokumen ranc€rngan awal RKP

Tahrur: 2022 dan SB pagu indikatif.

Koordinator : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Deputi Bidang Pendartaarr Pembangunan,

PJ PN dan PJ Bab RKP, dar Kementerian

Keualgan.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga s.d minggu keempat bulan

Maret tahun 202 1 .

Output : Dokumen Rancangan awal RKP Tahun 2O22

dan SB pagu indikatif.
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2.2.77 . Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat

Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbanpus) adalah forum

untuk menyampaikan Ranwal RKP Tahun 2O22 dan Pagu Indikatif

kepada KlL, Pernda, dan instansi terkait.

Tujuan Kegiatan : Menyampaikan Rancangan awal RKP Tahun

2022 beserla pagu indikatif.

Koordinator : Deputi Bidang Pemantaual, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunal, Kementerian

PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Kementerian PPN/Bappenas, K/L, Pemda

(Prov), BUMN.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Maret s.d. Minggu pertama

April Tahun 202 1.

Output : Terinformasikannya Rancalgan awal RKP

Tahun 2022 beserta pagu indikatif.
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2.3. Tahapan Penyiapan dan Penetapan Permen MPPN/Kepala Bappenas Tentang Rancangal RKP Tahun 2O22

Gambar II.3
Alur Tahapan Penyiapan dan Penetapan Permen MPPN/Kepala Bappenas Tentang Rancangan RKP Tahun 2O22
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Musyawarah Perencanaan Pembangunal Provinsi

Musyawarah Perencanaaa Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov)

dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dalam rangka penyusunan RKPD

Provinsi. Da-lam tahap ini Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi

dengan Bappeda Provinsi untuk sinkronisasi Rancangan RKP Tahun

2022 dengan Rancangan RKPD Provinsi. Selanjutnya dalam tahap ini
usulan daerah hasil Rakortekrenbang yang perlu dibahas lebih lanjut,

dilakukan pembahasan untuk mendapat persetujua-n. Jika disetujui

maka usulan tersebut akan dibahas di Musrenbangnas, jika tidak

disetujui maka usulan tersebut di drop.

TUjuan Kegiatan : 1. Menyepakati usulan kegiatan

pemerintah daerah untuk pencapaian

sasaran prioritas nasional dan prioritas

daerah;

2. Menjaring usulan dari Kab/Kota untuk
disampaikan ke Musrenbangnas.

Koordinator Deputi Bidang Pengembangan Regional

Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat

Waktu Pelaksanaan

Output

Menteri/ Eselon 1.

Maret s.d April tahun 2021.

Usulan kegiatan pemerintah daerah untuk
pencapaian sasaran prioritas nasional da.rr

prioritas daerah, serta usulan Pemda untuk
disampaikan ke Mu srenbangnas.

Musyawarah Perencalaan Pembangunan Nasional

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)

dilaksanakan sebagai bahan penyusunan Rancalgan RKP Tahun

2O22. Musrenbalgnas membahas tindak ialjut usulan daerah dari

tahapan Rakorgub, Rakortekrenbang, dan Musrenbangprov.

Selanjutnya usulan daerah yang telah disetujui, disampaikan ke K/L

untuk dimasukan kedalam Renja K/L. Tahapan ini akan difasilitasi

oleh KRISNA selaras.
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Tujuan Kegiatan

Koordinator

Pihak yang terlibat

Wa-ktu Pela-ksanaan

Membahas proyek usulan daerah yang

mendukung PN dan usulan proyek yang

masih dispute.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Presiden zu, Wakil Presiden RI, Kementerian

PPN/Bappenas, K/L, dal Pemerintah

Daerah (Prov/ Kab/ Kota).

Minggu keempat April sampai minggu

pertama Mei Tahun 2O2 1.

Kesepakatan proyek usulan daerah yang

mendukung PN.

Output

Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetingl Pembahasan Pagu Indikatif

Rancangan Renja K/L ditelaah dalam pertemuan tiga pihak oleh

Kementerian PPN/Bappenas, Kementeriaa Keuangan, dan K/L.

Penelaahan dilakukan meliputi ketepatan sasaran rancangan Renja

K/L dengan RKP, dan kesesuaian rancangan Renja K/L dengan

kebijal<an efrsiensi dan efektivitas belartja negara. Hasil pertemuan tiga

pihak digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKP

Tahun2022.

T\rjuan Kegiatan : Membahas rancangzrn Renja K/L dan

Rancangan RKP Tahun 2022

(menelaah/ meninjau ulaag usulan

program / kegiat an / output berdasarkan

pagu indikatif).

Koordinator : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,

Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Deputi Sektor, Kementerial Keuangan dan

K/L.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga April s.d minggu pertama Mei

tahun 2021 (hingga penetapan Permen
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Output

MPPN tentang Rancangan RKP Tahun

2022).

Catatan kesepakatan pertemuan tiga pihak

perihal Renja K/L.

Penetapan Permen Rancangan RKP Tahun 2022

Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan Permen Rancangan RKP

Ta}run 2022 berdasarkaa koordinasi yang telah dilakukan a-ntar

instansi pusat, antara pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan

lainnya pada tahapan-tahapan sebelumnya. Permen Ralcangan RKP

Tahun 2022 digunakan sebagai bahan Pembicaraal Pendahuluan

dengan DPR tentang Rancangan APBN.

Tujuan Kegiatan : Menetapkal Permen Rancangan RKP Tahun

2022 berdasarkan Ranwal RKP Tahun 2O22

yarlg telah dimutakhirkan melalui

Musrenbangprov, Musrenbalgnas,

pertemuan tiga pihak, dan Multilateral

MeetingPN.

Koordinator Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat PJ PN, PP, KP, dan PJ Bab, Deputi Bidang

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

Pembangunan, dan Sesmen PPN/ Sestama

Bappenas.

Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua Mei Tahun 2027.

Output Permen Ralcangan RKP Tahun 2022.
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2.4. Tahapan Penyiapan Dan Penetapan Perpres Tentang RKP Tahun 2O22

Gambar II.4
Alur Tahapan Penyiapan dan Penetapan Perpres Tentang RKP Tahun 2022

Catatan: Mekanisme Iebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab.
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Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR tentang R€rnc€rngan

APBN Tahun 2022 d,an RKP Tahun 2O22

Dalam pertemuan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022,

dilakukan pembahasan Permen Rancangan RKP Tahun 2022, d,an

Prioritas Anggaran RAPBN Ta-hun 2022. Kener:terian PPN/KepaIa

Bappenas mengoordinasikan pembahasar:. Permen MPPN tentang

Rancangan RKP Tahun 2022 dengan Badan Anggaran DPR RI melalui

Rapat Panitia Ke{a (PANJA) RKP Tahun 2022. Hastl pembicaraan

pendahuluan menjadi dasar penJrusunurn Perpres RKP Tahun 2022 darr

SB Pagu Anggaran.

T\rjuan Kegiatan : Menyampaikan Permen rancangan RKP

Tahun 2022 untuk dibahas dengan DPR.

Koordinator Deputi Bidang Pemaltauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat Badan Anggaran DPR, Kementerian

Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas,

dan K/L.

Waktu Pelaksanaan Minggu kedua Mei s.d minggu keempat Juni
Tahun 202 1.

Output Laporan hasil pembahasan RKP Tahun

2022.

Penetapan Peraturan Presiden Tentang RKP dan SB Pagu Anggaran

Berdasarkan pembicaraan pendahuluan dengan DPR tentang

rancangan APBN, Menteri PPN/KepaJa Bappenas melakukan

penyesuaian Permen Rancangan RKP Tahun 2022 nerrjadi rancangan

akhir RKP Tahun 2022. Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri

Keuangan bersama sarna menyampaikal kepada Presiden

pemuta-khian KEM, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, ketersediaan

anggaran, rancangan akhir RKP, dan rancangan pagu angga-ran K/L
setelah berkoordinasi dengan Menko Bidang Perekonomian. Kemudian

rancang€rn akhir RKP tahlul: 2022 yang telah disetujui oleh Presiden
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ditetapkan menjadi Perpres RKP Tahun 2022. Sejalan dengan itu,

rancangan pagu anggaran K/L yang disetujui oleh Presiden

disampaikan kepada K/L melalui Surat Bersama Menteri Keuangan

da.rl Menteri PPN/Kepala Bappenas. Perpres tentang RKP Tahun 2022

digunakan sebagai pedoman penyusun€rn RUU APBN dan Nota

Keuangan.

Tujuan Kegiatan : 1. Menetapkan Perpres RKP Tahun 2022;

2. Menetapkan Pagu anggaran K/L melalui

Surat Bersama Menteri Keuangan

dengan Menteri PPN/Bappenas tentang

Pagu Anggaran K/L;

3. Menentukan Daftar Indikasi Proyek

Prioritas.

Koordinator : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pemba.ngunan dan Deputi

Bidang Pendanaal Pembalgunan

Kementerian PPN / Bappenas.

Pihak yang terlibat : PJ PN, PP, KP dan PJ Bab, dan Sesmen

PPN/ Sestama Bappenas.

Waktu Pelaksanaan : Juni s.d Juli tahun 2021.

Output l. Perpres RKP Tahun 2O22;

2. Pagu anggaran K/L mela-lui Surat

Bersama Menteri Keuangan dengan

Menteri PPN/ Bappenas tentang Pagu

Angga-ran K/L;

3. Daftar Indikasi Proyek Frioritas atau

Daftar Indikasi Proyek Prioritas dalam

Matrik Pembangunan / matrik MP.
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2.5. Tahapan Penetapan Perpres Tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2O22

Gambar II.5
Alur Tal.apan Penetapan Perpres Tentang Pemutalhiran RKP Tahun 2022

Output

Catatan: Mekanisme lebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab
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M4 DCB

Permen
Proyek Prioritas per

daerah

Proses
Pemutakhiran

RKP

Penetapan
Perpres
utakhiran
RKP

Pembahasal RKP,
NK, RUU APBN
an Penetapan UU

APBN dan Alokasi
Anggaran

2.1.4a.a.a 2.E.32.4,1
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2.5.7

2.5.2.

Pembahasan RKP, RUU APBN, Nota Keuangan dan Penetapan UU

APBN dan Alokasi Anggaran

Pada tahap ini Menteri Keuangan menJ rsun dan menyampaikan

kepada Presiden RUU APBN dan Nota Keuangan beserta lampirannya

dengan berpedoman pada Perpres RKP Tahun 2022. Selanjutnya

Presiden menyampaikan RUU APBN darr Nota Keuangan beserta

lampirannya kepada DPR untuk kemudian dilakukan serangkaian

pembahasan oleh K/L dengan DPR terkait kesepakatan RUU APBN.

Tlrjuan Kegiatan : Membahas RUU APBN dan Nota Keuangan

di DPR dengan berpedoman pada Perpres

RKP Tahun 2O22.

Koordinator : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Kementerian PPN/ Bappenas.

Pihak yang terlibat : Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian

Keuangan, Banggar DPR.

Waktu Pelaksanaan : Agustus sampai dengan Oktober Tahun

202t.

Output UU APBN dan Alokasi Anggaran digunakan

setlagai landasan pemutakhiral RKP Tahun

2022.

Proses Pemuta-khiran RKP

Menteri PPN/KepaJa Bappenas melakukan pemutakhiran RKP Tahun

2022 berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (UU APBN) untuk kemudian dilaporkan kepada

Presiden. Proses pemutakhiran RKP terdiri dari: (i) Pemuta-khiran

Narasi Dokumen RKP; (ii) Pemutakhiran Matriks Pembangunan; dan

(iii) Pemutakhiran Matriks Major Project RKP.

Tujuan Kegiatan : Melakukan Pemutakhiran RKP Tahun 2O22

berdasarkan Undang-Undang tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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Koordinator Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

PJ PN, PP, KP, darr PJ Bab, serta Deputi

Bidang Pendanaan Pembangunan.

November sampai Desember Tahun 2O2 1.

DraJt Pemutakhiran RKP Tahuo 2022.

Pihak yang terlibat

Output

Penetapan Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2022
Hasil pemutakhiran RKP Tahun 2022 kemudian disampaikan kepada

Presiden untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Perpres

Pemutakhiran RKP Tahun 2O22.

T\rjuan Kegiatan : Menetapkan Perpres Tentang Pemutakhiran

RKP Tahun 2O22.

Koordinator : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan

Pengendalian Pembangunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Sesmen PPN/Sastama Bappenas, Setneg.

Waltu Pelaksanaan : Minggu ketiga Desember Tahun 202 1.

Output : Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun

2022.

Penetapan Keputusan Menteri PPN/Bappenas tentang Daftar Proyek

Prioritas per Daerah

Menteri PPN/KepaJa Bappenas menetapkan daftar proyek prioritas

beserta keluaran (outputl, dal lokasi s.d Kabupaten/Kota disertai peta

lokasi Proyek Prioritas. Daftar proyek tersebut ditetapkan secara

terpisah dari RKP oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

Tujual Kegiatan : Menetapkan Keputusan Menteri

PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar

Proyek Prioritas per Daerah berdasarkan

2.5.3.

2.5.4.



Koordinator

Pihak yang terlibat

Waktu Pelaksanaal

Output
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Perpres Tentang Pemutakhiran RKP Tahun

2022.

Deputi Bidalg Pendanaan Pembangunan

Kementarian PPN/Bappenas.

Sesmen, Deputi Bidang Pengembangan

Regional, Deputi Bidang Pemantauan,

Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan,

Kementerian PPN/ Bappenas.

Minggu keempat Desember Tahun 2021.

Keputusan Menteri PPN/Bappenas tentang

Proyek Prioritas per Daerah.



BAB III

CLEARING HOUSE PROYEK DAN PENYUSUNAN SUPLEMEN BUMN RKP

TAHUN 2022

3.7. Cleaing House Proyek

3.1.1. Pendahulua;r

Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 terrtar:Lg

Sinkronisasi Proses Perencanaal dan Penganggaran Pembangunan

Nasional memberikan kewenangan kepada "Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasiona-l untuk menetapkan Daftar Proyek Prioritas

beserta Keluaran (Output), dan lokasi s.d kabupaten/kota". Untuk
menjalankan kewenangan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas

melakukan Cleaing House Proyek, yakni mekanisme penentuan dan

penilaian Major Project sebagai proyek prioritas, untuk menjamin agar

manfaat proyek benar-benar dirasakan oleh masyarakat (making

program deliuered).

Clearing House proyek akan berfokus pad,a Major Project. Ddatn
Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24, tertulis

bahwa:

"Di dalam peiaksanaanny a Major Project dan indikasi pendanaannya

dapat dimutathirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan

kesiapan pelalsanaan, pemutakhiran besaran dan sumber

pendanaan serta Dtektif Presiden. Hal ini untuk memastikan Major

Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan elisien sesuai dengan

perkembangan pembangunan"

Oleh karena itu, Major Project yang akan melalui proses Cleaing House

dapat dimutakhirkan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai

koordinator peny'usunan RKP.

Terdapat dua (2) tahapan utama dari penerapan Cleaing.Flozse Proyek

pada penyrrsunan RKP Tahtn 2022, yaitu tahap Penelaahan Usulan

Proyek dan tahap Qualitg Assurance Proyek. Adapun tujuan dari kedua

tahapan utama tersebut adalah:



-4t-

l. Tujuan Penelaahan Usulan Proyek adalah untuk menghasilkan

daftar proyek sebagai masukan proses Clearing House yang

jumlahnya terbatas sehingga dapat difokuskar untuk penajaman

substansi. Penelaahan dilakukan terhadap dokumen Project

Exeantiue Summary untuk tiap-tiap usulan proyek dalam proses

Cleaing Hozse. Proyek yang diusuikan dalam proses Cleaing

House difokuskan pada Major Project terpilih dan dapat terkait

dengarr (i) Direktif Presiden; (ii) Pemulihan Ekonomi dan

Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN); (iii) Proyek Strategis

Nasiona1 (PSN); (iv) Araharr Kabinet; dan (v) Usulan Gubernur.

Berdasarkan ukurannya, terdapat 2 (dua) karakteristik ukuran

Major Project, pertama adalah Major Project yang dapat langsung

dirinci menjadi output prioritas, kedua adafah Major Project yar,g

terdiri dari beberapa proyek. Urfittk Major Project yatg terdiri dari

dari beberapa proyek, perlu dikelompokkan terlebih dahulu

sebelum dapat melalui proses Cleaing House;

2. Tujuan tahapan Qualitg Assurance Proyek adalah untuk
meningkatkan kualitas rencana proyek melalui pengecekan

terhadap substansi dari aspek-aspek dalam rencana tersebut.

Tabap Qualifu Assurance Proyek dilakukan terhadap dokumen

Project Info Memo.

Lebih lanjut ilustrasi terkait penerapan Cleaing House Proyek dapat

dilihat pada Gambar 3. 1.
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Gambar III. I
Skema Penerapan Cleaing House Froyek
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Catatan: Mekanisme tata cara penrysunan Project Dxeantiue $tmmary, Cascading, Project
Info Memo, dan Form Checklist dijabarkan dalam Pehnjuk klulsus gang terpisah
dai Pedoman Pengusunan RKP Tahun 2022.

3.7.2. Alur Proses Penerapan Clearing House ProgekPada RKP Tahun 2022

Penerapan Clearing House Proyek dimulai dari Desember tahun 2O2O

dan berakhir pada Mei tahun 2021. Penerapan Cleaing llouse Proyek

merupal<an proses internal yang beq'alan di Kementerian

PPN/Bappenas dalam masa pen)rusunan RKP Tahun 2022. I.e.bih

lanjut, alur proses penerapan Clearing House Proyek disampaikan pada

gambar di bawah ini.
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Gambar III.2
Alur Proses Cleaing House Proyek Pada RKP Tahun 2022

3.1.2.1. Alur Proses Penelaahan Usulan Ptoyek Cleaing House

Tahapan penelaahan usulan proyek untuk proses Cleaing

House terdiri dari:

1. Penyusunan Daftai Usulan Proyek untuk proses
Clearing House;

2. Penyusunan Project Executive Summary;

3. Penyusunan Kerangka Cascading;

4. Diskusi Intemal PJ PN dan Diskusi antar PJ PN;

5.a. Penyelesai an Dtspute;

5.b. Pengambilan Keputusan akhir atas Dispute;

6.a. Penelaahan;

6.b. Penetapan Daftar Proyek Terpilih hasil Penelaahan.

Uraian lebih lanjut disampaikan pada Gambar III.3.
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Gambar III.3
Alur Proses Penelaahan Usulan Proyek untuk Proses Cleaing House

t er.r$ Orlr, aroFr ldrl,h H.rrrr6d..n..
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Lebih lanjut, penjelasan rincian tahapan-tahapan

penelaahan usulan proyek untuk proses cleaing

disampaikan berikut ini :

utama

lause

qr-laitrar Or-

1. Penyusunan Daftar Usulan Proyek Cleaing House Proyek

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan, Kerangka

Ekonomi Makro, Forum Konsultasi Publik, dan Kunjungan

Keq'a Menteri PPN/Kepala Bappenas, masing-masing PJ PN

men)rusun usulan daftar Major Project untuk proses Cleaing

Houseyatg dapat memutakhirkan Major Project RPJMN 2020-

2O24 mempertimbangkan proyek PATEN (Pemulihan Ekonomi

dan Transformasi Ekonomi Nasional), PSN (Proyek Strategis

Nasional), Ara.l.an Presiden Pada Rapat Terbatas, dan Usulan

Gubernur. Dalam penyusunan ini, PJ PN perlu berkonsultasi

dengan Kedeputian Bidang Pengembalgan Regional untuk

mengetahui isu strategis wilayah.

Tujuan Kegiatan : Menyusun usulan daftar MaTbr

Projecl untuk proses Cleanng

House.

Koordinator : Penanggung Jawab Prioritas

Nasional.
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Pihak yang Terlibat Kedeputian Bidang

Pengembangan Regional.

Minggu kedua Desember s.d

Minggu keempat Desember

Tahun 2020.

Daftar Usulan Major Project tntotk
Proses Cleaing House.

Waktu Pelaksanaal

Output

2. Penyusunan Project Executiue Summary

PJ PN kemudian melakukan penunjukan PIC (Person in

Charge) untuk masing-masing Major Project yang diusulkan.

PIC dapat berasal dari PJ PP dan PJ KP. Setiap PIC

bertanggung jawab dalam penJ rsunan Project Exeqiiue

Summary. Project Executiue Summary merupakan dokumen

yang berisikan rangkuman informasi penting d,ai, Major

Project danf ata.u Sub Major Project, yang mencakup

penjelasan terkait dengan Latar Bela-kang, Deskripsi dan

Status Proyek, Dampak Proyek, serta Proyek Roadmap.

Penyusunan Project Executiue Summary dilakukan secara

iteratif. Dalam masa penJ lsunat Project Executiue Summary,

PJ PP dan PJ KP dapat berkoordinasi dengan Direktorat Mitra

K/L maupun dengan Direktorat Regional untuk
mengumpulkan berbagai informasi dan data yang diperlukan.

Hastl Project Executiue Summary disampaikan kepada PJ PN.

Dalam hal menilai kelengkapan dan kedalaman Project

Executiue Summary, dapat pula menggunakan form ctecklist

untuk penilaian Project Executiue Summary.

T\rjuan Kegiataa : Menyusun Project Executiue

Stmmary Major Project I Sub Major

Proj e ct y ang diusulkan.

Koordinator : PIC masing-masing usulan

proyek Cleaing House (PJ PP dan

PJ KP).

Pihak yang Terlibat : Direktorat Mitra K/L dan

: Direktorat Regional I, II, dan III.
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Waktu Pelaksanaan Minggu pertama s.d minggu

keempat bulan Januari tahun

2021.

Project Executiue Summary

sebagai bahan diskusi internal PJ

PN, lintas PJ PN, dan bahan

penyelesaian dispute.

Output

3. Penyusunan Kerangka Cascading

Sebagai bagian dari pengusulan proyek untuk proses Cleaing

House, disusun kerangka Co.scoding oleh PJ PN yang terus

berkembang hingga ditetapkannya proyek untuk proses

Cleaing House oleh Menteri PPN/Bappenas.

Tujuan Kegiatan

Koordinator

Pihak yang Terlibat

Waktu Pela.ksaaaan

Menyu sun kerangka C o.s cading.

PJ PN.

PJ PP dan PJ KP.

Minggu pertama s.d minggu

keempat bulan Jaluari Tahun

202r.

Kerangka Cascading Mojor Project

yang kemudian menjadi basis

da-lam menghimpun usulan

Rincian Output yang relevan.

Output

4. Diskusi Intemal PJ PN dan Diskusi antar PJ PN

Paralel dengan proses men1ru stur: project executiue summary

oleh PJ PPIPJ KP, dilakukan diskusi internal PJ PN dan

diskusi afltar PJ PN. Tujuan diskusi yang dimaksud adalah

untuk menjaga keselarasan aatar usulan Major Project/ Sub

Major Project dan memastikan implementasi THIS dilakukan

d,elarn Cleaing House.

Trrjuan Kegiatan : Diskusi ditujukan untuk

memastikan keselarasan antar

usulan Major Project/ Sub Major

Project.
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Koordinator

Pihak yang Terlibat

Waktu Pela.ksanaan

PJ PN.

PJ PP dan PJ KP.

Mi.rggu kedua s.d minggu

keempat bulan Jaluari Tahun

202r.

Major Projed tusulan untuk proses

Cleaing House yang sudah

dilakukan penyelarasan antar PJ

PN.

Output

5. Penyelesaian Dispute antar Usulan Ptoyek Clearing House

Apabila terdapat dispute antar PJ PN, maka al<a-n dilakukan

penyelesaian dispute oleh Quadrumuirate (Sekretaris Menteri

PPN / Sekretaris Utama Bappenas; Deputi Bidang

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;

Deputi Bidaig Pendanaan Pembangunal; serta Staf Ahli

Hubungan Kelembagaan). Apabila dispute yang terjadi masih

belum mencapai kesepakatan, maka dilakukan penyelesaian

melalui mekaaisme Rapat Pimpinan.

Tujuan Kegiatan : Menyelesaikan di,spute antar PJ

PN fiika ada).

Koordinator '. Quadrumuirate (Sekretaris

Menteri PPN/Sekretaris Utarna

Bappenas; Deputi Bidang

Pemantauan, Evaluasi, dan

Pengendalian Pembangunan;

Deputi Bidang Pendanaan

Pembangunan serta Staf Ahli

Hubungan Kelembagaan).

Pihak yang Terlibat : PJ PN.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga s.d minggu

keempat bulan Januari Tahun

202r.
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Output Proyek usulan untuk proses

Cleaing House yang sudah

dilakukan penyelesaian dispute.

6. Rapat Pimpinan Penetapan Daftar Proyek untuk Proses

Cleaing House lebih lanjut

Project Executiue Summary Major Project/ Sub Major Project

ditelaah menggunakal kriteria tertentu untuk ditetapkan

sebagai Mojor Project yang akan diperdalam pada proses

Cleoing House lebih lanjut (ProTect Info Memo). Penetapan

dilakukan mela-lui mekanisme rapat pimpinan.

Tujuan Kegiatan Menetapkan Major Project yang

akarr diperda-lam nenjadi Project

Info Memo.

Quadntmuirote (Sekretaris

Menteri PPN/Sekretaris Utama

Bappenas; Deputi Bidang

Pemantauan, Evaluasi, dan

Pengendalian Pembangunan;

Deputi Bidang Pendanaan

Pembangrnan; Staf Ahli Bidang

Hubungan Kelembagaan); dal PJ

PN.

Koordinator

Pihak yang Terlibat

Waktu Pelaksanaan Minggu keempat bulan Januari

Tahun 2021.

Da,ftar Major Project Cleaing

House yar.g akan disosialisasikan

pada Kick-Olf MeetingRKP 2022.

Output

3.1.2.2. Alur Tahapan Qualitg Assurance Mojor Project untuk Proses

Cleaing House

Tahapan proses Qualitg Assurance Mojor Project rntuk Proses

Cleaing House terdiri dari:

1. Sosialisasi Dafta-r Proyek untuk Proses Cleaing House;



-49-

2.a. Penghimpunan usulal Rincian Output;

2.b. Pengisian Rincian Output pada kerangka Cascading;

3.a. Penyrrsunan .koject Info Memo;

3.b. Penyempu rrraat Project Info Memo;

4. Qualitg Assurance Cleclg

5. Pemanfaatan Project Info Memo sebagai bahan RKP

T}raun2022.

Uraian lebih lanjut disampaikan pada Gambar III.4.

Gambar III.4
Alur Proses Quality Assurance dalam Proses Cleaing House Proyek

(hl.dflrhre.i. cr.".r,t,
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l,ebih lanjut, penjelasan rincian tahapan-tahapan utana Qualitg

Assurance Major Project dalarn proses Cleaing House

disampaikan berikut ini:

1. Sosialisasi Daftar Proyek Cleaing House

Daftar proyek Cleaing House yatg sudah ditetapkan,

disosialisasikan dalan Kick-Off Meeting RKP Tahun 2022.

Tujuan Kegiatan : Melakukan sosialisasi daftar

pr oy ek (Maj or Proje ctl.

Koordinator : Deputi Bidang Pemantauan,

Evaluasi, dan Pengendalian
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Pihak yang Terhbat

Wa.ktu Pelaksanaan

Pembalgunan; Seluruh Deputi

Sektor dan Deputi

Pengembaagan Regional.

Kementerian/Irmbaga,

Pemerintah Daerah (Provinsi),

dan BUMN.

Minggu ketiga bulan Februari

tahun2O2l.
Dafiar Major Project untuk proses

Clearing House Aang telah

di,sosialisa.sikan.

Output

2. Penghimpunan Usulal Rincian Attput dan Pengisian Rincian

Output pada Kerangka Cascading

Pada tahap ini, melalui serangkaian forum seperti rapat

koordinasi dal musyawarah pembangunan, dilakukarr

penghimpunal usulan Rincian Output yang relevan

berdasarkan kerangka Co.scoding yartg telah disusun oleh PJ

PN, beserta penajaman lokasi Rincian Output. Penghimpunan

dilakukan sebelum penerbitan SB Pagu Indikatif.

Tujuan Kegiatan : Menghimpun usulan Rincian

Output dalam kerangka

Cascading yang mendukung

Major Project.

Koordinator : PJ PP/ PJ KP.

Pihak yang Terlibat : Kementerian /I*rlrbaga,
Pemerintah Daerah, dan BUMN.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga bulan Februari s.d

minggu kedua bulan Maret

Tahun 2O21.

Output : Ca.scading rnasing-masing proyek

untuk proses Cleaing House

yang kemudian dimasukkan ke

dalarn Project Info Memo.
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3. Penyusunar dan Penyempurnaall Project Info Memo

Project Executiue Summary kemudian dikembangkan lebih

rinci ke ddalr, Project Info Memo dengan menambahkan

pembahasan analisis risiko. Dalam prosesnya, penJrusunzrn

serta penyempurnaan Project k;fo Memo memerlukan

berbagai data dari stakeholders pembangunan.

Tujuan Kegiatan Menyrrsun Project lnfo Memo

Major Project dan

menyempurnalan kelengkapan

dan kedalaman dari Project Info

Merro Major Project.

PIC Major Project (PJ PP dan PJ

KP).

Stakehold.ers pembangunan.

Minggu pertama bulan Februari

s.d minggu keempat Mei Tahun

2021.

Project Info Memo yang sudah

melalui qualitA assurance.

Koordinator

Output

4. Qualitg Assurance Check

Quality Assurance Check akan dilakukal sebanyak dua ka1i,

yang meliputi penilaian terhadap kelengkapan dan

kedalamal Project Info Memo. Penilaian kelengkapan

dilakukale oleh Quadrumuirate, sedangkan penilaian

kedalaman dilakukan oleh PJ PN dan PJ MP.

Trrjua-n Kegiatan Melakukan QuaIitA Assurance

Check untuk menilai

kelengkapan dan kedalaman dari

ProTecf Info Memo.

Quadrumuirate (Sekretaris

Menteri PPN/Sekretaris Utama

Bappenas; Deputi Bidang

Pemantauan, Evaluasi, dan

Pengendalian Pembangunan;

Pihak yang Terlibat

Waktu Pela-ksalaan

Koordinator
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Pihak yang Terlibat

Waktu Pelaksanaan

Deputi Bidang Pendanaan

Pembangunan; Staf Ahli

Hubungan Kelembagaan); PJ PN.

PJ PN, PJ MP, PJ PP, dan PJ KP.

Minggu pertama April s.d minggu

keempat Mei Tahun 2O21.

Catatan hastl Qualitg Assurance.Output

5. Pemanfaatan Project Ilrfo Memo sebagai Bahan RKP Tahun

2022

Projed kfio Memo yang telah melewati proses Quality
Assurance rr:enjadi bahan penyusun€rn RKP Tahun 2022.

T\rjuan Kegiatan : Mengintegrasikan Project Info

Memo menjadi bahan

pen5 rsunan Rancangan RKP

Tahw2022.
Koordinator : Sekretaris Kementerian

PPN/ Sekretaris Utama Bappenas;

Deputi Bidang Pemantauan,

Evaluasi, dan Pengendalian

Pembangunan.

Pihak yang Terlibat : PJ Bab/ Subbab RKP Tahun

2022.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat bulan Mei

Tahun 2O2 1.

Output : DaJtar proyek untuk proses

Cleaing House yatg menjadi

input dale::: Peraturan Menteri

PPN/Kepala Bappenas tentang

Rancangan RKP Tahun 2022.
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3.2. Pen5msunen Suplemen BUMN

3.2.1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan dengan maksud dan

tujuan antara lain untuk: (i) memberikan kontribusi posidl bagi

perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada

khususnya; (ii) mendukung pencapaian Prioritas Nasional; serta (iii)

menyelenggarakan pelayanan umum dan menjadi perintis kegiatan-

kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta

dan koperasi. Sebagai salah satu agen pembang:r:ar: (agent of
deuelopment), posisi BUMN adalah sebagai garda terdepan dalam

mendukung inisiatif-inisiatif strategis pemerintah guna mencapai

sasaran pembangunan nasio[al dengan tetap memperhatikan asas

penyelenggaraan negara yang bersih, sehat, dan sesuai dengaa

ketentuan perunda-ngan yang berlaku.

Gambar III.5

Posisi BUMN sebagai Entitas Bisnis yang Menguntungkan, Berkelanjutan dan Agen
Pembangunan

H[

Proliloble
Susiness

Agen, of
DeYeropmenl

Sumber: Renrana Strategi,s Kemeftteian BUMN 2O2O-2O24

Sustoinobre
Eusiress Gools
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Besarnya skala dan cakupal pembangunan tahunan nasional

membutuhkan adanya koordinasi, kerjasama dan pembagian ke{a di

antara para pemangku kepentingan. Untuk itu, perlu dilakukan

identifikasi yang jelas darr tepat mengenai pembagran tugas,

kewenangan, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan

tersebut, termasuk pula daiam hal ini ada-lah BUMN. Hal ini
dimaksudkan juga untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan

efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pelaksanaan

kegiatan dan proyek pembangunan. Dalam rangka menjaga dan

mengawal konsistensi serta memastikan terlaksanalya amanah

RPJMN 2O2O-2O24 yang dijabarkan secara ta-hunan dalam RKP, ma-ka

pada RKP Tahrn 2022 perlu disusun Suplemen BUMN yang memuat

penjabaran lebih rinci daftar proyek BUMN yang mendukung

pembangunan nasiona-l dan Prioritas Nasional (Major Project) pada

Tahrn 2022.

Suplemen BUMN adalah dokumen yarrg tidak terpisahkan dari

Rencana Ke{a Pemerintah (RKP), yang di dalamnya memuat arah

kebijakan umum BUMN dan pemetaan kegiatan/proyek pemerintah

(Major Project), khususnya da-1am ha-l ini adalah yang dilakukan oleh

BUMN. Suplemen BUMN tidak hanya memuat lest kegiatan/proyek

yang dilakukan BUMN namun juga berisi info memo untuk
menggambarkan data dal informasi terkait kesiapannya dalam

mendukung proyek prioritas nasiona-l.

Mengingat bahwa Suplemen BUMN sebagai lagian integral dokumen

RKP, maka proses pen5rusunan Suplemen BUMN ini juga mengikuti

tahapan yalg selaras dengan proses penJrusunan RKP. Secara umum,

penJrusunan Suplemen BUMN dimulai dari Bulan Februari 2O21

(Kickoff Meeting RKP), utamanya setela.h Tema RKP 2022 ditetapkan

oleh Presiden, hingga bulan Jult 2O2l (Penerbitan Perpres RKP 2022)'.

Secara garis besar terdapat empat belas tahapan dalam

pen)rusunan Suplemen BUMN. Sebagai suatu pedoman, tahapan

tahapan pen5rusunan Suplemen BUMN dalam alur pen5rusunan

RKP Tahun 2022 akan dijabarkan secara rinci berdasarkan (i)

deskripsi pada masing-masing tahapan; (ii) waktu pelaksanaan;
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(iii) koordinator; (iv) pihak yang terlibat; (v) hasii dan tindak

lanjut. Secara skematik disampaikan pada Gambar III.6.
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Gambar III.5

Tahapan dan Time Line PenJrusunan Suplemen BUMN RKP Tahun 2022
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3.2.2

aaa

Pertemuan Deputi Ekonomi dengan Para Penanggung Jawab Prioritas
Nasional

Langkah awal dari proses pen5rusunan suplemen BUMN 'fahlun 2022

dimulai dengan agenda pertemuan internal Kementerian

PPN/Bappenas antara Deputi Bidang Ekonorni dengan para PJ PN

sebagai tindak lanjut dari Raker Internal Bappenas tentang

Penyusunan RKP Tahun 2O22.

Tr.rjuan Kegiatan Bertujuan untuk membangun

kesepahaman terkait rencana penJrusunan

Suplemen BUMN di internal Kementerian

PPN/Bappenas serta mendiskusikan

rencana, konsep peny'usunal Suplemen

BUMN, dan persiapan pertemuan antara PJ

PN dengan BUMN dan Direldorat terkait

Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian

PPN/Bappenas.

Deputi PJ PN, Direktorat Sektor Bappenas

(terkait PJ PN).

Desember Tahun 2O2O (setelah Raker

Internal Bappenas).

Hasil diskusi dalam pertemuan tersebut

digunakan sebagai dasar persiapan

pelaksanaan pertemuan antara PJ PN

dengan BUMN dan Direktorat terkait.

Koordinator

Pihak yang terlibat

waktu Pelal<sanaan

Output

Pertemuan Bilateral antara Menteri PPN/Bappenas dan Menteri BUMN

Merupal<an langkah av/a,l untuk membangun konsolidasi dengan pihak

eksternal terutama Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham

yang berLindak sebagai wakil Pemerintah, pembina, dal pengelola

BUMN.

Tujuan Kegiatan : Melakukan konsolidasi dengan Kementerian

BUMN. Poin-poin pembahasan nantinya

akan difokuskan kepada penyampaian



3.2.4.

-58-

secara khusus Tema, Sasaran, fuah
Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP

Ta}l'xt 2022 serta proyek prioritas dan juga

rencana pen,,usunan Suplemen BUMN

dalam RKP Talur. 2022.

Koordinator Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian

PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat Menteri PPN/KepaJa Bappenas dan Menteri

BUMN.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Januari Tahun 202 1.

Output Hasil pertemuan ini digunalan sebagai

landasan pertemuan antara (1) PJ PN,

BUMN, dan Direktorat terkait dan (2) Raker

Menteri PPN/Bappenas dengan Menteri

BUMN, dart Para CEO/Direksi BUMN.

PJ PN Bertemu dengan BUMN dan Direktorat Sektor

Pertemuan ini diinisiasi oleh masing-masing Deputi Sektora.l PJ PN

dengan Direktorat terkait dan BUMN yang terkait.

Tujuan Kegiatan : Membahas detail rencala kegiatan-kegiatan

BUMN yang mendukung proyek prioritas

yang terdapat di dalam Major Project untuk
mewujudkan keselarasan pencapaian

sasaran pembangunan nasional.

Koordinator Masing-masing Deputi Sektoral PJ PN.

Pihak yang terlibat

Waktu Pelaksa-naan

BUMN, Unit Keq'a Kementerian

PPN/Bappenas serta Direktorat terkait

dengan proyek prioritas.

Minggu pertama Februari Tahun 202 1.

Hasil dari pertemuan ini adalah rencana

peran BUMN (info memo) dalam masing-

Output
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masing Prioritas Nasional sebagai input

penJrusunan Suplemen BUMN.

Persiapan Rapat koordinasi BUMN

Koordinasi teknis dalam mengawal kesiapan rencana Rakor yang akan

dilakukan antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri

BUMN dan Para CEO/Direksi BUMN.

Tujuan Kegiatan Melakukan koordinasi teknis untuk
mempersiapkan Rapat Koordinasi BUMN.

Deputi Bidang Ekonomi, Direktorat Jasa

Keuangan, dan BUMN Kementerian

PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas:

Koordinator

Pihak yang terlibat

Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan; Biro

Renortala; Biro Umum; Pusdatinrenbang.

Kementerial BUMN:

Biro Perencanaan, Organisasi, dan

Kepegawaian, Biro Humas dan Fasilitas

Dukungan Strategis.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertarna Februari Tahurr 2027.

Output Hasil dari pertemuan ini adalah rencana

peran BUMN (info memo) dalam masing-

masing Prioritas Nasional sebagai input

pen5 rsunan Suplemen BUMN.

Penyampaian Daftar Proyek Prioritas BUMN dari PJ PN (Indikasi Awal)

Dalam proses pen),usunan Suplemen BUMN Tahun 2022, sebaga:

indikasi awal dalam penyampaian tersebut, pada Minggu ke-2 bulan

Februari 2O2l para Penanggung Jawab Prioritas Nasional Kementerial

PPN/Bappenas menyampaikan rzrnc€rnga.n awal daftar Proyek Prioritas

BUMN kepada Deputi Bidang Ekonomi.
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Tujuan Kegiatan Tujuan penyampaian ini adalah untuk
mengetahui Proyek Prioritas BUMN yang

akan dijadikan sebagai Suplemen BUMN

dalam RKP Tahun 2022.

Koordinator Kedeputian Bidalg Ekonomi Kementerian

PPN/Bappenas.

Penanggung Jawab Prioritas Nasional dan

Direktorat Sektora-l Kementerian

PPN/Bappenas.

Minggu Kedua Februari Tahun 2O21.

Tersampaikannya ranc€rngan awal daftar

Proyek Prioritas BUMN yang mendukung

Prioritas Nasional. Daftar tersebut akan

digunakan untuk penyusunan suplemen

BUMN serta persiapan rapat bersama

Menteri BUMN dan CEO/Direksi BUMN.

Pihak yang terlibat

Waktu Pelaksanaan

Output

Kick Off Perryttsunan RKP Tahun 2022

Penyusunan suplemen BUMN Tahun 2022 dirn:ulat dengan pertemuan

astal (Kick Off Meeting) pen)^rsun€rn RKP Tahun 2022 yang diadakan

oleh Kementerian PPN / Bappenas pada Minggu ke-3 bulan Februari

2021.

Tujuan Kegiatan : Untuk membahas dan menyampaikan tema,

sasaran, arah kebijakan, dan prioritas

pembangunan RKP serta Proyek Prioritas

Strategis (Major Project atau proyek tertentu

lainnya).

Koordinator : Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Kementerian /Inmbaga, Pemerintah Daerah

(Prov/Kab/Kota), BUMN, dan Swasta.

Waktu Pelaksanaan : Minggu Kedua Februari Tahun 202 1.
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At@ut Hasil diskusi dalam Kick Off Meeting

digunakan sebagai dasar pela-ksanaan

Rakorgub, Rakortekrenbang, dan persiapan

untuk pertemuan rapat koordinasi

Kementerian PPN/Bappenas, K/L, dan

BUMN.

Rapat Koordinasi Menteri PPN/Bappenas, Menteri BUMN dan

CEO/Direksi BUMN

Tahapan berikutnya dalam penyusunan Suplemen BUMN adalah

Kementerian PPN/Bappenas dalam hal ini dikoordinasikan oleh

Kedeputian Bidang Ekonomi menyelenggarakan Rapat Koordinasi

antara Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Menteri BUMN dan

CEO/Direksi BUMN pada Minggu ke-4 bulan Februari 2O21.

Tujuan Kegiatan : Untuk membahas mengenai konsep

rencana pen5 rsun€rn Suplemen BUMN

sebagai lampiran RKP Tahun 2022 serta

masukan untuk Daftar Proyek Prioritas

BUMN.

Koordinator Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian

PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian

BUMN, dan BUMN.

Mi.gg, Keempat Februari Tahun 2O21.

Hasil diskusi pada rapat koordinasi ini

adalah adanya kesepahamal antara Menteri

PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, dan

CEO/Direksi BUMN dalam konsep rencana

penlrusunan Suplemen BUMN.

Pihak yang terlibat

Wal<tu Pelaksarraan

Output
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Konsolidasi Internal BUMN: Penyiapan dan Pemutakhiran Daftar

Proyek Prioritas BUMN Pendukung PN (diluar proses penyusunan RKP)

BUMN melakukan konsolidasi internal untuk memperdalam

rancangan awal Da.ftar Proyek Prioritas BUMN yang telah disusun dan

dirapatkan arrtara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri BUMN.

Tujua,n Kegiatan Memperdalam rancangan awal Da-ftar

Proyek Prioritas BUMN.

Masing-masing BUMN terkait Prioritas

Nasional.

Pihak yang terlibat 1. BUMN Terkait;

2. Direktorat Sektor Bappenas

(Penanggung Jawab Prioritas Nasional).

waktu Pelaksanaan Minggu keempat Februari s.d Minggu

keempat Maret tahun 2O2 1.

Output Hasil dalam konsolidasi tersebut adalah

masukan terhadap rzrncangan awa-1 daftar

proyek prioritas BUMN yang akan

digunakan dalam peny'usunan Suplemen

BUMN Tahun 2O22.

Penyampaian Pemutakhiral Rencana Awal Daftar Proyek Prioritas

BUMN (Sebelum Pertemuan Tiga Pihak)

Tahap ini merupakan penyampaian pemutakhiran rencana awal

Proyek Prioritas BUMN dari Deputi Sektor kepada Deputi Bldang

Ekonomi.

Tujuan Kegiatan Untuk mengakomodir dan mengantisipasi

kemungkinan terjadinya pemutakhiran dari

rencana awal daftar Proyek Prioritas BUMN

yang mendukung Prioritas Nasional /Major

Projed).

Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian

PPN/Bappenas.

Koordinator
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Pihak yang terlibat

Waktu Peiaksanaan

Deputi Sektoral PJ PN dan Direktorat Sektor

Kementerian PPN/Bappenas (Penanggung

Jawab Prioritas Nasional).

Minggu pertama April tahun 202 1.

Hasil dalam pemutakhiran ini adalah Da-ftar

Proyek Prioritas BUMN.

Prioritas

Sektoral

Nasional

Output

3.2.11. Penyampaian Konfrrmasi Proyek Prioritas BUMN dari Deputi Sektor

kepada Deputi Bidang Ekonomi (Setelah Pertemuan Tiga Pihak)

Setelah serangftaian proses koordinasi dan diskusi dengan pihak

terkait, Deputi Sektor Penanggung Jawab Prioritas Nasional

menyampaikan konfirmasi proyek prioritas BUMN yang mendukung

Prioritas Nasional kepada Deputi Bidang Ekonomi untuk disusun

menjadi Suplemen BUMN RKP Tahw 2022.

Tujuan Kegiatan : Menyampaikan konfirmasi proyek prioritas

BUMN yang mendukung PN untuk
pen1rusunan Suplemen BUMN RKP Tahun

2022.

Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian

PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Deputi Sektoral Penanggung Jawab

Prioritas Nasional.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat April s.d Mioggo pertarna

Mei Tahun 2021.

Output Tersampaikalnya Daftar Proyek

yang terkonfirmasi dari Deputi

Penanggung Jawab Prioritas

kepada Kedeputian Ekonomi.

3.2. 12. Penyusunan Rancalgan Suplemen BUMN

Tahapan ini merupakan tahapaa teknis penulisan d.rafi Suplemen

BUMN sesuai dengan kerangka penulisan (outlinel yang telah
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ditetapkan. Tahapan tersebut dilaksanakan dalam rentang waktu dari

bulan Februari s.d bulan Juli 202 1. Tahapan teknis penulisan

Suplemen BUMN secara umum dibagi ke da-lam dua tahapan yaitu: (i)

tahapan rancalgal awal Suplemen BUMN; dan (ii) tahapan

pemutakhiran Suplemen BUMN sebelum ditetapkan melalui Peraturan

Presiden. Untuk mengawali tahapal penulisan, Direktorat Jasa

Keuangan dan BUMN melakukan Kick Off Meeting secara internal

dengan Direktorat Sektoral para Penanggung Jawab Prioritas Nasiona-l

untuk persiapan penJrusunan Suplemen BUMN RKP 2022. DaJatn

proses penulisan, suplemen BUMN akan terus dimutakhirkan baik

untuk versi rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

maupun versi Peraturan Presiden Rencana Kerja Pemerintah ?ahun

2022. PemttaT<hiran diperlukan untuk mengakomodir terjadinya
perubahan dari dukungan BUMN yang terlibat dalam Rencana Kerja

Pemerintah Tehwt 2022.

Tujuan Kegiatan Melakukan pen)rusunan narasi Suplemen

BUMN sebagai bagian dari RKP Tahun 2O22.

Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian

PPN/Bappenas.

Deputi Sektoral PJ PN dan Direktorat Sektor

Kementerian PPN/Bappenas (terutama PJ

PN).

Februari s.d Juli tahun 2O21.

Deputi Sektoral PJ PN dan Direktorat Sektor

Bappenas menuliskan pendetailan peran

BUMN dalam mendukung pencapaian

sasaran pembangunan dalam RKP 2O22

yaIlg menjadi kewenangannya dan

menyampaikan detail tersebut kepada

Kedeputian Ekonomi. Detail penulisan dari

peran BUMN tersebut harus dirinci sesua.i

dengan detatT format yang telah ditetapkan.

Koordinator

Pihak yang terlibat

Waktu Pelaksanaal

Output
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3.2.13. Penyampaian RKP Suplemen BUMN dari Menteri PPN/Kepala

Bappenas Kepada Menteri BUMN sebagai Perwakilan Pemerintah

selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham Mayoritas

Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Menteri yang bertanggung j awab

terhadap proses Perencanaan Pembangunan Nasional menyerahkaa

Suplemen BUMN sebagai bagian dari Rencana Ke{a Pemerinta-h

kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku perwakilan

pemerintah sebagai pemilik modal dan pemegang saham mayoritas dari

Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya digunakan sebagai

masukan/acuan dalam penyusunan Rencala Ke4'a dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) BUMN dalam mendukung pencapaian sasaran

pembangunan nasional.

Tujuan Kegiatan

Koordinator

Waktu Pelaksarraal

Menyampaikan Suplemen BUMN sebagai

bagian dari Rencana Kerja Pemerintah

kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian

PPN/Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas:

Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan; Biro

Ortala; Biro Umum; Direktorat Jasa

Keuangarr dan BUMN;

Kementerian BUMN:

Biro Perencanaan, Organisasi, dan

Kepegawaian; Biro Humas dan Fasilitas

Dukungan Strategis.

Juli 2021.

Output Tersampaikalnya Suplemen BUMN RKP

Tahun 2022 kepada Kementerian BUMN.

3.2.14. Pembahasan dan Penyusunan RKAP BUMN (diluar proses penyusunan

RKP)

Setelah disampaikannya Suplemen BUMN dari Menteri PPN/Kepala

Bappenas kepada Menteri BUMN, maka suplemen tersebut digunakan

sebagai masukan dalam penyrrsunan RI(AP BUMN. Sesuai Undang-

Pihak yang terlibat
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Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, proses ini merupal<an

bagian dari kewenangan BUMN dan dilakukan di luar proses

penlrusunan RKP Tahun 2O22.

Tujuan Kegiatan : Memanfaatkan Suplemen BUMN sebagai

masukan dalam penyusunan RKAP BUMN.

Koordinator : Kementerian BUMN.

Pihak yang terlibat : BUMN terkait.

Waktu Pelaksanaan : Juni s.d Desember tahun 2021.

Output : Tersusunnya RKAP BUMN terkait untuk
mendukung proses pembangunan nasional.

3.2.15. Proses Pemutakhiran dan Feedback

Dilal<sanakannya proses pemutal<hiraa Suplemen BUMN setelah

adarrya umpan balik lfeedbackl dari proses penJrusunan RKAP BUMN.

Tujuan Kegiatan Mengalomodir umpan balik (feedbaclQ dari

BUMN untuk digunakan sebagai

p emutakhiran Suplemen BUMN.

Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian

PPN/Bappenas.

Kedeputian Sektoral PJ PN dan Direktorat

Sektoral terkait, Kementerian BUMN, BUMN

terkait.

Koordinator

Pihak yang terlibat

Waktu Peiaksanaan : Minggu kedua Desember Tahun 2021.
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BAB IV

STANDAR PENULISAN RKP TAHUN 2022

4.1. Outline dan Kisi-Kisi Penulisan RKP Tahun 2O22

4.1.1. Outline RKP Tahur, 2022

BAB 1: Pendahuluan

BAB 2: Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional

2. 1. Evaluasi RKP Tahun 2O20

2.2. Kerangla Ekonomi Makro

2.3. Strategi Pengembangan Wilayah

2.4. Strategi Pendanaan Pembangunan

BAB 3: Tema dan Sasaran Pembangunan

3.1. RPJMN 2O2O-2O24 dan Ara.t.an Presiden

3.2. Tema, Sasaran dan Sinergi Pembangunan

3.3. Prioritas Nasional

BAE} 4: Prioritas Nasional dan Pendanaannya

4.1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk

;:li*HJ,ffi',erkuaritas 
dan Berkead,an

4.1.2. Sasaran PN

4. 1.3. Program Prioritas

4.1.4. Project Prioritas Strategis / Majo r Project

4. 1.5. Kerangka Regulasi

^., f,,i,u,fff;Jfff*1il",* untuk Mengurangi

l# ;:Hil lenj 
amin Pemerataan

4.2.2. Sasaran PN

4.2.3. Frogram Prioritas

4.2.4. Proyek Prioritas Strategis / Majo r Project

4.2.5. Kerangka Regulasi

-. ff: J:#ffffi"T11*#r"r" Manusia Berkualitas

dan Berdaya Saing

4.3. 1. Pendahuluan

4.3-2. Sasaran PN
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4.3.3. Program Prioritas

4.3.4. Proyek Prioritas Strategis / Majo r Project

4.3.5. Kerangka Regulasi

4.3.6. Kerangka Kelembagaan

4.4. PN 4 Revolusi Menta1 dan Pembangunan Kebudayaan

4.4.1. Pendahuluan

4.4.2. Sasaran PN

4.4.3. Program Prioritas

4.4.4. Proyek Prioritas Strategis / Ma.7b r Project

4.4.5. Kerangka Regulasi

4.4.6. Kerangla Kelembagaan

4.5. PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

Pembangunan Ekonomi dal Pelayanal Dasar

4.5. 1. Pendahuluan

4.5.2. Sasaraa PN

4.5.3. Frogram Prioritas

4.5.4. Proyek Prioritas Strategis/ Major Project

4.5.5. Kerangka Regulasi

4.5.6. Kerangka Kelembagaan

4.6. PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan

Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

4.6.1. Pendahuluan

4.6.2. Sasaran PN

4.6.3. Program Prioritas

4.6.4. Proyek Prioritas Strategis/ Major Project

4.6.5. Kerangka Regulasi

4.6.6. Kerangka Kelembagaan

4.7. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan

Trart sformasi Pelayanan Publik

4.7.1. Pendahuluan

4.7.2. Sasaran PN

4.7.3. Program Prioritas

4.7.4. Proyek Prioritas Strategis/ Majo r Project

4.7.5. Kerangka Regulasi

4.7 .6. Kerang)<a Kelembagaan

BAB 5: Kaidah Pelaksanaan

5. I Kerangka Kelembagaan
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5.2 Kerangka Regulasi

5.3 Kerangka Evaluasi dal Pengendalian

BAB 6: Penutup

I,AMPIRAN

Lampiran l. Matriks Pembangunan PN

Lampiran 2. Matriks Major Project

Lampiran 3. Suplemen BUMN

Kisi-Kisi Bab dan Subbab

BAB 1: Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, tujuan, dan sistematika penulisan RKP

Tahrn 2022.

2. BAB 2: Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional

a. Evaluasi RKP Tahun 2020 berisi hasil evaluasi Prioritas Nasional

RKP Tahun 2O20;

b. Kerangka Ekonomi Makro terdiri atas perkembangan ekonomi

terkini, perkiraan ekonomi tahuLl: 2022, serta kebutuhan

investasi dan sumber pembiayaan;

c. Strategi Pengembangan Wilayah Tahrn 2022 terdiri atas tujuan

dan sasaran pengembangan wilayah per pulau besar yaitu pulau

Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,

Maluku, dan Papua;

d. Strategi Pendanaan Pembangunan terdiri atas pemanfaatan

belanja, dana transfer ke daerah dan dana desa (dana

perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan

dana keistimewaan D.l Yograkarta, dana desa), serta sumber

pendanaan dan pembiayaal lainnya (KPBU).

3. BAB 3: Tema dan Sasaran Pembanguaan

a. RPJMN Tahun 2O2O-2O24 berisi tema, sasaran jangka

menengah, dan Arahan Presiden;

b. Tema, Sasaral, Arah Kebijalan dan Strategi Pembangunan

berisi tema RKP Tahun 2022, sasaran dan indikator

pembalgunan, sasaran terpilih terkait tema pembangunan,

serta arah kebijakan dal strategi pembangunan berupa proyek

prioritas strategis terkait tema pembangunan RKP Tahun 2022;

i
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C Prioritas Nasiona.l berisi uraian tujuh Prioritas Nasional yang

sesuai dengan Agenda Pembangunal dalam RPJMN Tahun

2020-2024.

4. BAB 4: Prioritas Nasional dan Pendanaaanya

a. Prioritas Nasional, berisi penjabaral 7 (tujuh) PN yang meliputi:

1) Pendahuluan berisi arah kebijakan dan isu strategis di tahun

2022;

2) Sasaran Prioritas Nasional berisi rincian sasaran dzrn

indikator pada level PN beserta realisasi tahun 2020, target

tahrrn 2022 dan 2024 (dengan baseline talrun 2OL9\;

3) Program Prioritas berisi narasi singkat Program Prioritas

yang diperlukan da-lam mendukung pelaksanaan PN serta

dilengkapi dengan gambar struktur PN-PP (untuk KP dan

Pro-P ditampung di dalam Matriks Pembangunan). Selain itu
disampaikan narasi fokus/penekanan RKP Tahun 2O22 pada

PN disertai dengan gambar keterkaitan tema, PN, Fokus, PP

dan MP;

4) Proyek Prioritas Strategis/ Major Project beisi Major Project

d,at highlight proyek yang akan dilaksanakan pada tahun

2022;

5) Kerangka Regulasi berisi regulasi dan deregulasi yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan PN;

6) Kerangka Kelembagaaa berisi dukungan kelembagaan yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan PN.

b. Pendanaan pada Prioritas Nasiona-l berisi alokasi pendanaan

per-PN dan Major Project.

Contoh penulisan narasi untuk Bab 4 sebagaimana terlampir dalam

Lampiran yalg merupak4l fuagran tidak terpisahkan dari Pedoman

1nI

5. BAB 5: Kaidah Pelalsanaan

a. Kerangka Kelembagaan berisi urgensi kerangka kelembagaa-n

dalam dokumen perenc€rnaan, prinsip-prinsip, sasaran dan arah

kebijakan serta dukungan kelembagaal yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan PN;
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b. Kerangka Regulasi berisi urgensi, alur pikir sinergi kebijakan

dan regulasi, prinsip-prinsip, pengusulan, dan kebutuhan

kerangka regulasi RKP Tahun 2022, serta kerangka Regulasi

berisi regulasi dan deregulasi ya:lg dibutuhkan dalam

pelaksanaan setiap PN;

c. Kerangka Eva.luasi dan Pengendalian berisi tujual, waktu
pelal<sanaan, dan mekanisme evaluasi dan pengendalian RKP

Ta}:ln2022.
Contoh penulisan narasi untuk Bab 5 sebagaimana terlampir dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman

tnt.

6. BAEI 6: Penutup

Berisi garis besar RKP Tehun 2022 dan harapan tentang

pelaksanaan RKP Tahun 2022 dalellr mendukung pencapaian

pembangunan pada RPJMN Tahun 2O2O-2O24.

7. LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Pembangunan Prioritas Nasional, berisi tabel

penjabaran target, alokasi pendanaan, dat K/L
pelaksana PN, PP, KP, Pro-P, hingga Proyek.

Matriks Major Project, berisi tabel perrjabarelr Major

Project, rtatfaat, indikasi pendanaan, dalr K/L
pelaksana.

Suplemen BUMN, berisi penjabaran lokasi, target,

indikasi pendanaan serta manfaat dari kegiatan

BUMN yang mendukung PN, PP, KP, Pro-P dan Major

Project.

Lampiran 2

Lampiran 3

4.2. Standar Penulisan RKP Tahun 2022

Dalam upaya menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penulisan RKP

Tahun 2022, disampaikan standar penulisan sebagai berikut ini:

1. Ukuran Kertas: A4

Marein

Atas : 1,8 cm

Bawah :2,O cm

Kiri :2,54 cm
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2

Kanan

Narasi

: 2,54 cm

Font : Bookman Old ftyle
Ukuran : 1O

Spasi : 1,0

Antar spasi : Before 6pt, Afier 6pt

Penulisan Bab / Subbab / Subsubbab

a. Judul Bab : Bab menggunakan nomor/angka dan Judul Bab

ditulis dengan lr,uruf kapital, Center.

Contoh:

BAB 4

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

b. Subbab : Subbab menggunakan nomor/angka dan Judul

Subbab ditulis dengan awal huruf kapital.

Contoh :

4.1 Prioritas Nasiona-l Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

c. Subsubbab: Subsubbab menggunakan nomor/angka dan

Judul Subsubbab ditulis dengan awal huruf
kapital.

Contoh:

4. 1. 1 Program Prioritas

Penulisan Narasi

Narasi ditulis dengan bahasa yang singkat dengan menggunakan bahasa

yang lugas dan jelas dengan ketentuan:

a. Penggunaan Huruf Kapital

1) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jenis atau

satuan ukuran.

Contoh: ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, 10 sekolah.

2) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan

dan pangkat yang diikuti nama orurng atau yang dipakai sebagai

penggalti n€rma or€rng tertentu, nama instansi, atau nama tempat.

Contoh: Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Suharso Monoarfa,

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatal, Gubernur Jawa

Tengah.

J
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3) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku

bangsa, dan bahasa.

Contoh: bangsa Indonesia, suku Asmat, bahasa Sunda.

4) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi.

Contoh: Jawa Barat, Gunung Semeru, Pulau Kalimantan, Jalarr

Mahakam, Selat Lombok, Sungai Musi, Teluk Bay'ur.

5) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk

semua unsur bentuk ulang sempurna) dalam nama negara, lembaga,

badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke,

dari, dan, yang, dan untuk.

Contoh: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

b. Penulisan Kata

1) Kata Berimbuhan

a) Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya

(antar-, kontra, manca-, multi-, non-, pasca-, pra-, pro-, sub-,

trans-). Apabila diikuti dengan kata yang diawali dengan huruf
kapital atau singkatan, maka menggunakan tanda hubung (-).

Contoh: antarwilayah, kontraindikasi, mancanegara.

multilateral, nonp€rngan, pascasarjana, prasekolah, proaktif,

subbagian, transmigrasi, ar:tar-K / L, non- BUMN, pro-Indonesia,

anti-PKI.

b) Kata atau gabungan yang mendapat awalan dan akhiran ditulis

serangkai.

Contoh: pertanggungiawaban, menyebarluaskan,

penyalahgunaan.

c) Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah

jika mendapat awalan atau akhiran saja.

Contoh: bekerja sama, bertepuk tangan, sebar luaskan, garis

bawahi.

2l Kata dalam bahasa asing ditulis miring.

Contoh: Jumlah pusat pengembangan keahlian / shrll deuelopment

center yangterbentuk sebanyak 20 lokasi.
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3) Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contoh: apalagt,

barangkali, beasiswa, bilamana, dukacita, kacamata, kilometer,

olahraga, radioaktif, saputangan, sukarela, wiraswasta.

4) Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk

istilah khusus, ditulis terpisah.

Contoh: duta besar, orang tua, kerja sama, budi daya.

5) Singkatan dan Akronim

a) Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga

pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan

atau orgalisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf
kapital tanpa tanda titik.
Contoh: NKRI= Negara Kesatuan Republik Indonesia, PBB:

Perserikatan Bangsa-Bangsa, PGRI: Persatuan Guru Republik

Indonesia.

b) Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan

nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.
Contoh: MAN= madrasah aliyah negeri, SD: sekolah dasar, KTP:

kartu tanda penduduk, NIP= nomor induk pegawai.

c) Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis

dengan huruf kapital tanpa tanda titik.
Contoh: BIG: Badan Informasi Geospasial, LIPI= Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia, LAN: Lembaga Administrasi Negara.

d) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau

gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan

huruf awa.l kapital.

Contoh: Bulog= Badan Urusan Logistik, Bappenas: Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Kalteng= Kalirnantan

Tengah.

e) Akronim bukal nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan

suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil.

Contoh: iptek: ilmu pengetahuan dan teknologi, pemiis =

pemilihan umum, puskesmas = pusat kesehatan masyarakat,

rapim = rapat pimpinan.

6) Angka dan Bilangan

a) Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau

dua kata ditulis dengal huruf, kecuali jika dipakai secara

berurutan seperti dalam perincian.
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c

Contoh:

i. Membangun sembilan desa; atau

ii. Hasil pembangunan meliputi 5 gedung sekolah, 4

laboratorium, dan 10 perpustakaan.

b) Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf.

Contoh: Lima belas gedung sekolah baru telah terbangun hingga

triwulan ke-I.

c) Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian

dengan huruf supaya lebih mudah dibaca.

Contoh: Proyek prioritas pembangunan jalan tol memerlukan

biaya RplO triliun.

d) Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas,

isi, dan waktu serta nilai uang.

Contoh: 4 hektare, 1 tahun 6 bulan, RpS.OOO,OO, US$3,50.

e) Penulisan angka desimal menggunakan 2 digit di belakang koma.

Contoh: Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,32 persen.

f) Penulisan bilangan tingkat.

Contoh: abad XX, abad ke-20, Perang Dunia II, Perang Dunia Ke-

2.

g) Penulisan angka yang mendapat akhiran -an. Contoh: tahun

1950-an, uang 5.OO0-an.

7) Penulisan Perundang-Undangan

Contoh: PP No. 17/20f7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan

dan Penganggaran Pemba-ngunan Nasional, Perpres No. 18/2020

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024.

Pemakaian Tanda Baca

1) Tanda Titik Koma (;)

Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian berupa kalimat yang

sudah menggunakan tanda koma.

Contoh:

Arah kebijalan dalam rangka pembangunan kesehatan tahun 2019

yaitu:

a) akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak,

remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;

b) mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
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c) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan; dan

d) meningkatlan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

2) Tanda Persen (%)

Penulisan tand,a o/o dalam teks ditulis 'persen', seda-ngkan

penggunaan pada tabel atau gambar menggunakaa simbol.

Contoh: Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41

persen.

4. Tabel

Jika dalam suatu pembahasan ada format dalam bentuk tabel, cara

penulisan tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Font judul tabel yaitu Bookman Old Stgle 10 dengan cetak tebal dan

spasi tunggal;

b. Font isi tabel Bookman Old Stgle 9 spasi tunggal;

c. Penomoran tabel: Tabel x.y dengan x: nomor bab/subbab setiap ganti

bab/subbab y dimulai dari 1;

d. Judul: singkat dan jelas, bold, kata diawali dengan huruf kapital;

e. Isi tabel harus menjadi acuan di dalam narasi;

f. Angka desima-l 2 digit di belakang koma;

g. Tabel memuat data 2O19 (baselinel,2O2O,2022, dan 2024;

h. Font sumber tabel Bookman Old Style 8.

Tabel x.y

Sasaran dan Indikator ......

Tahun 2021, 2O22, dan 2024

Sasaral/ Indikator
Baseline Rea-lisasi Target

20t9 2020 2022 2024

I Meningkatnya kesej ahteraan di daerah terdepan, terluar, tertinggal

Rata-rata persentase

penduduk miskin di

daerah tertinggal (%)

2 Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, tertinggal

Rata-rata

pertumbuhan

ekonomi di daerah

tertinggal (%)

No.

| 2o2t
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Sumber : BPS,2027

5. Gambar

a. Font judul gambar BookmanOld Stgle 1O dengan cetak tebal dan spasi

tunggal;

b. Font dalam gambar Bookman OId Stgle 9 spasi tunggal;

c. Penomoral gambar: Gambar x.y dengan x: nomor bab/subbab setiap

ganti bab/subbab y dirnulai dari 1;

d. Judul: singkat dan jelas, bold, kata diawali dengan huruf kapital;

e. Isi gambar harus menjadi acuan di dalam narasi;

f. Angka desimal, 2 digit di belakang koma;

g. Font sumber gambar Bookman Old Stgb a.

Gambar x.y

Kerangka Prioritas Nasiona-l

Tah:r2022

Sumber: Kementeian PPN/ Bappenas (diolah| 2022

o
o

PRIORITAS

NAS!ONAL
Mrraperk et r ranrottur ufiu* M€ndulmf Pen8emtang.n
alolldni dan Pelar.nan D6at

Memp€rluat Slabilitas Polhulhankam d.n Trdnsformasi

,vk6p.rlu.t lctah.nan llo{omi }ra* tertuft b{rhen
yal4 oe.ll.alitis &n Bedeadilin

irergefiband(3n lYllirya} unluk t erEurantl Xeienhlr3fi
dan Menhmln Pem€rafea'l

MenirEl(,lkan 5{r,r&r OaI' *l',t tle A.,,,,ten]ds
den 8.rd:ya Saing

Revolrrl l,tldt3l dan Pembangua, {ebudaFin

lr€lrrb.lrgun Liqtl,'iS.. ttdr.lg, r/'aair}'}3,3erl
Xclaharan Seucana, dan Perubahan lllim



BAB V

PENUTUP

Pedoman ini merupakan parrduan lrgi seluruh penyelenggara peny'usunan RKP

Tahun 2022 di Kementerian Perencanaan Pembangunal Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan disusunnya Pedoman ini, diharapkan
proses pen)rusunan RKP Tahun 2022 dapat terlaksana secara efektif, efrsien dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dlsclalmer: Format, substansi, mekanisme dal wa-ktu pelaksanaal raagkaian

tahapan penJ rsunan RKP Tahun 2022 dapat menyesuaikan dengan

arahan dan kesepakatan pimpinan.
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LAMPIRAN

PEDOMANNOMOR 1 TAHUN2O2I

TENTANG

PEI{YUSUNAN RENCANA KER.IA

PEMERINTAH TAHUN 2022

Sistematika penulisan untuk Bab I, 2, 3, dan Bab 6 disesuaikan dengan

uraian kisi-kisi RKP Tahun 2022 yang tertera pada Subbab 4.1.2.

1. Contoh Penulisan Narasi Bab 4

. Contoh penulisan narasi bersumber dari Perpres No. l22l2O2O tentang
Pemutakhiran RKP Tahun 202 1;

. Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing (Subbab 4.1.3) digunakan sebagai contoh penulisan narasi
Bab 4 RKP Tahun 2022.

. Sistematika penulisan narasi Prioritas Nasional 3 juga berlaku sama bagi
sistematika penulisan narasi Subbab Prioritas Nasional 1,2,4,5,6, dan 7.

BAB 4. PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

4.1. Prtorttas llaslonal
o Memuat pengantar secara ingkas disertai uisuaftisasi

skematik/ infografis yang menjelaskan Kerangka 7 Prioitas Nasional
RKP Tafun 2022 - maksimal /z halaman.
Contoh:

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,
pada tahun 2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan
pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN),

seperti pada Gambar ..... Penjelasan tiap PN akan mencakup
pendahuluan yang memuat tantangan atau permasalahan
pembangunan yang melatarbelakangi penentuan sasaran PN. Dst ...
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Gambar 4.1

Kerangka Prioritas RKP Tahun 2O22

Sumber:....

4.1.3 Prioritas llasional 3 Menlngkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Salng

. Memuat h@hl@ht folats/ isu pioitas pada PN 3 di tahun 2022 -
maksimal 1 paragraf.
Contoh:

Reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem
perlindungan sosial merupakan penekanan dalam percepatan
pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-l9 dalam upaya
mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

4.1.1.1. Pendehuluan
o Memuat pengantar bentpa penjabaran fokts/ isu gang menonjol di tahun

2022 -maksimal 2 halaman.
Contoh:
Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan
ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat dan
pandemi Covid-19. Pemerintah menetapkan PN Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan, yang dilaksanakan untuk mendorong transformasi
ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA)

menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern, yang
mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial bagi seluruh ra\rat Indonesia. Dst ...

o
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Dalam mencapai sasaran tersebut, tatlun 2022 memiliki tantangan
yang cukup besar. Dari sisi eksternal, proyeksi pertumbuhan global
yang melambat sebesar xxx dan pemulihan pascapandemi Covid-19,
berdampak pada lambatnya pemulihan perdagangan global yang
mempengaruhi aktivitas industri, Dst ... (diupo:go,ko:n lsu gong
konkret bukan lsu jangka menengo,h)

4.1.1.2. Sasaran Prioritas l[asional
. Berisi tabel sasaran, indikator dan target PN terpilih sesuai denqan

teruq"/isu. uglq dthadapi/ uang meniadi uhran keberhasilan Maior
Prokct. Mencalatp sasaran dan target gang dicapai baik oleh
Kementeian/ Lembaga maupun instansi pelaksana lainnga Pemeintah
Daerah,/ BUMN/ Swasta - maksimal 1,5 halaman.
Catatan: untuk indikator keseluruhan RPJMN dapat ditampilkan di
Matriks Pembangunan.
Contoh:

(Pengantar) Untuk mendukung proses pemulihan dampak COVID-19,
peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing akan difokuskan pada
peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan pelaksanaan
perlindungan sosial melalui reformasi sistem kesehatan nasional dan
reformasi sistem perlindungan sosial. Reformasi sistem kesehatan di
antaranya akan dilaksanakan melalui penguatan health seanrity dan
sumber daya kesehatan. Dst ... .

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19, sasaran yang
akan dicapai dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan
berdaya saing pada tah:un 2021dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13.

Sasaran, Indikator dan Target

PN 3 MeningkatAan Sumber Daya Manusla Berlualltas

dan Berdaya Saing

1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan penguatnya tata
Kelola kependudukan

1.1 Angka Kelahiran
Total (Total Fertility
Rate/TPR) (per
wanita usia subur
usia 15-49 tahun)

l{o Sasaran/lndikator
Ba.sellne

20L9

Realisasi

20.20

Target

2021 2022 2024
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1.2 Persentase

cakupan
kepemilikan Nomor
Induk
Kependudukan
(NrK)(%)

0 0 0 0 0

2 Meningkatnya perlindungan sosial bagl seluruh penduduk

2.t Proporsi penduduk
yang tercakup
dalam program
perlindungan
sosial (%):

2.t.t. Proporsi Penduduk
yang tercakup
dalam program
jaminan sosial (%)

2.r.2. Proporsi rumah
tangga miskin dan
rentan yang
memperoleh
bantuan sosial
pemerintah (%)

3. Terpenuhinya layanan dasar bldaag kesehatan dan pendidikan

3.1. Angka Kematian
Ibu (AKI) (per
100.000 kelahiran
hidup)

3.2. Prevalensi stunting
(pendek dan sangat
pendek) pada balita
%t

J. J. Insidensi
tuberculosis
100.000
penduduk)

(per

3.4. Prevalensi obesitas
pada penduduk

lIo Sasaran/Iadikator
Baseline

20L9

Reallsasi

2020

Target

2ol21 20/22 2024



umur > 18 tahun
(%)

o0 0 0 0 0 0

3.5. Persentase
merokok penduduk
usia 10-18 tahun
(%l

3.6. Nilai rata-rata hasil
PISA:

3.6.1. Membaca (nilai)

3.6.2. Matematika (nilai)

3.6.3. Sains (nilai)

3.7. Rata-rata lama
sekolah penduduk
usia 15 tahun ke
atas (tahun)

Harapan lama
sekolah (tahun)

4. Meningkatnya kualltas anak, perenpuan dan pemuda

4.r. Indeks
Perlindungan Anak
(lPA)(nilai)

4.2. Indeks
Pembangunan
Gender (lPG)(nilai)

Indeks
Pembangunan
Pemuda (lPP)(nilai)

c Meningkatnya asset profuktlf bagl rumah tangga miskin dan
rcntan

5.1. Persentase rumah
tangga miskin dan
rentan yang
memiliki aset
produktif (%)

6 Meningkatnya produktivitas dan daya saing

No Sasaran/Indikator
Baseline

20L9

Realisasi

2020

Target

2o.2L 20/22 2024
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6.1. Persentase
Angkatan kerja
berpendidikan
menengah ke atas

f)
6.2. Jumlah PT yang

masuk ke dalam
world class
uniuersity (Yll

6.2.1 Top 200

6.2.2 Top 30O

6.2.3 Top 50O

6.3. Proporsi pekerja
yang bekerja pada
bidang keahlian
menengah dan
tinggi (%)

6.4. Peringkat Global
Innouation Index

lYo Sasaraa/Iadikator
Basellne

2019

Realisasl

20/20

Target

2o2t 2022 2oi24
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Sumber:.......

Keterangan: t)Survi Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015; 2)Survei

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019; s)psv/.n Jaminan Sosial
Nasional, 2019; a)$urvsi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), 2019;
sl Global Tuberanlosis Report,2017; o)pi5.1 Kesehatan Dasar (Riskesdas),
2Ol8; 7) PTsgTsmme for International Student Assessment (PISA), 2Ol8
dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2O2L, dan 2024;
8)BPS, 2019; e)KPPPA, 2018; tolBp5, 2019; tttplo1"h dari Susenas dan
Sakernas, 2O 18; tz)5r".nas (Maret, 20 19); tstSrt ei Angkatan Kerja
Nasional (Sakernas), 2019; t+tq5 World Uniuersitg Rankings, 2019,
Ls) IN SEAD-WPO Global Innouation Index Report, 20 19.

Catata[:

Sasaran dan Indikator PN dapat diambil dari Sasaran Agenda
Pembangunan dalam Narasi RPJMN 2O2O-2O24 dan Pemutakhiran
RKP 2021;
Narasi Indikator sasaran serta target harus sama dengan yang
tertera pada KRISNA.

a

a

tI
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4. 1. 1.3. Program Prioritas
o Berisi narasi singkat penjelasan pencapaian sasaran Prioritas Nasional

melalui Program Prioritas - maksimal t halaman.
Contoh:
Pencapaian sasaran PN Meningkatakan SDM Berkualitas dan Berdaya
Saing untuk mendukung pemulihan dampak COVID-19 akan
dilakukan melalui tujuh PP, yaitu: (1) Pengendalian Penduduk dan
Penguatan Tata Kelola Kependudukan; (2) Penguatan Pelaksanaan
Perlindungan Sosiaf; (3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan; (4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas; (5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda;
(6) Pengentasan Kemiskinan; serta (7) Peningkatan Produktivitas dan
Daya Saing, seperti pada Gambar 4.26. Sasaran, indikator, dan target
PP pada PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dapat
dilihat pada Tabel 4.14.

Gambar 4.26

Kerangka PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing

Sumber:.......
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Tabel 4.14

Sasaran, Indikator dan Target Prog:am Prioritas dari PN 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya

Saing

PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Menlngkatnya cakupan pendaftaran pcrrduduk dan pencatatan sipil dan
menguatnya sisten pemutakhlran data kependudukan

1.1 Persentase daerah
yang menyelenggarkan
layanan terpadu
penanggulana
kemiskinan (%)

t.2 Persentase
provinsi/ kabupaten f
kota yang
memanfaatkan sistem
perencanaan,
penganggaran dan
monitoring evaluasi
unit terpadu dalam
proses penyusunan
program-program
penanggulangan
kemiskinan (%)

1.3 Persentase daerah
yang aktif melakukan
pemutakhiran data
terpadu
penanggulangan
kemiskinan (%)

1.4 Persentase
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0- 17 tahun
f^l

PP 2. Penguatan Pel,aksanaan Perlinduagan Soslal

No Sasaran/Indikator
Basellne

2019

Realisasi

20.20

Target

2021 20/22 20/24

-87 -
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Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk
aiskin dan kelompok rentan

2.t Persentase
kepesertaan
Kesehatan
(JKN)(%)

cakupan
Jaminan
Nasional

2.2 Tingkat kemiskinan
penduduk
penyandang
disabilitas (%)

2.3 Tingkat kemiskinan
penduduk lanjut usia
e/.)

2.4 Pemerintah daerah
yang menerapkan
prinsip-prinsip
kabupaten/kota
inklusif (%)

2.5 Persentase cakupan
kepesertaan Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan

2.5.r

2.5.2

PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Angka kematian bayi
(AKB) (pe. 1.000
kelahiran hidup)

3.2 Angka kematian
neonatal (per 1.000
kelahiran hidup)

Angka prevalensi
kontrasepsi

J.J

IlIo Sasaraa/Indikator
Brl.seline

2019

Realisasi

20/20

Target

2021 20/22 20/24

Pekerja formal (%)

Pekerja informal (%)

Meningkatnya pelayanan kesehatan menuJu cakupan kesehatan semesta
deagaa melakukan reformasi sistem kesehatan

3.1
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modeml modem
Contraceptiue
Preuelance
(mCPR)(%)

Rate

3.4 Persentase kebutuhan
ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmet need)

%t
Angka kelahiran
remaja umur 15- 19

tahttnlAge Specific
Fertilitg Rate (ASFR
15- 19) (kelahiran
hidup per 1000
perempuan)

Prevalensi uasting
(kurus dan sangat
kurus) pada balita (%)

3.7 Insidensi HIV (pe.
1.000 penduduk yang
tidak terinfeksi HIV)

3.8 Jumlah
kabupaten/kota yang
mencapai eliminasi
malaria
(kabupaten/ kota)

3.9 Jumlah
kabupaten/ kota sehat
(kabupaten/ kota)

3.10 Persentase imunisasi
dasar lengkap pada
anak usia 12-23 bulan
('/.1

3.11 Persentase fasilitas
kesehatan tingkat
pertama terakreditasi
('/"\

I[o Sasaran/Indikator
Basellne

2019

Realisasi

20.20

Target

2021 2022 2024

3.5

3.6



-90-

3.t2 Persentase rumah
sakit terakreditasi (%)

3.13 Persentase puskesmas
dengan jenis tenaga
kesehatan sesuai
standar (%)

3.L4 Persentase obat
memenuhi syarat (%)

3.15 Persentase makanan
memenuhi syarat (%)

PP 4. Penlngkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkudltag

Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas

4.1 Rasio Angka
Partisipasi Kasar (APK)

20 persen termiskin
dan 20 persen terkaya
(nilai)

4.1.t SMA/SMK/MA
Sederajat

4.1.2 Pendidikan Tinggi

4.2 Proporsi anak di atas
batas kompe- tensi
minimai dalam tes
PrsA (%)

4.2.1 Membaca

4.2.2 Matematika

4.2.3 Sains

4.3 Proporsi anak di atas
batas kompetensi
minimal dalam
asesmen kompetensi
e/"\

4.3.1 Literasi

4.3.2 Numerasi

No Sasaran/Inditator
Besellne

2019

Reallsasi

2oi20

Target

2021 2022 20/24
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4.4 Tingkat penyelesaian
pendidikan (%)

4.4.t SD/MI/sederajat

4.4.2 SMP/ MTs/ sederajat

4.4.3 SMA/SMK/MA/sedera
jat

4.5 Persentase anak kelas
1 SD/MI/ SDLB yang
pernah mengikuti
Pendidikan Anak Usia
Dini (%)

4.6 Angka Partisipasi
Kasar (APK)

Pendidikan Tinggi (Pf)
(%)

PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak
kekeraean, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam
keglatan soslal kcmasyarakatan, organisasi, dan bervirausaha

5.1 Persentase perempuan
umur 20- 24 tahun
yang menikah sebelum
18 tahun (%)

5.2 Prevalensi anak usia
13- 17 tahun yang
pernah mengalami
kekerasan sepanjang
hidupnya (%)

5.3 Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) (nilai)

5.4 Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK)

Perempuan (7o)

5.5 Prevalensi
terhadap

kekerasan
perempuan

No Saearaa/Iadikator
Bo.seline

20t9
Redisasi

2o/2(J

Target

2$:2t 2022 20.24
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usia 15-64 tahun di 12

bulan terakhir (%)

5.6 Persentase pemuda
(16-30 tahun) yang
bekerja dengan status
berusaha sendiri dan
dibantu buruh (tetap
dan tidak tetap) dalam
jenis jabatan white
collar (%)

PP 6. Pengentasan Kemiskinan

Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan

6.1 Persentase rumah
tangga miskin dan
rentan yang
mengakses pendanaan
usaha (%)

6.2 Jumlah rumah tangga
miskin dan rentan
yang memperoleh
akses kepemilikan
tanah (rumah tangga)

PP 7. Pentngkatan Produkivitas &n Daya Saing

Meningkatnya produktivitas dan daya saing

7.7 Persentase lulusan
pendidikan vokasi
yang mendapatkan
pekerjaan dalam 1

tahun setelah
kelulusan (%)

7.2

No Sasaran/Indlkator
Basellne

20L9

Realisasi

20.20

Target

2021 2022 2024

Persentase lulusan PT
yang langsung bekerja
dalam jangka waktu 1

tahun setelah
kelulusan (%)
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7.3 Jumlah prototipe dari
perguruan tinggi
(prototipe)

7.4 Jumlah produk
inovasi dari tenant
Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi
(PPBT) yang dibina
(produk)

7.5 Jumlah inovasi yang
dimanfaatkan
industri/ badan usaha
(inovasi)

7.6 Jumlah permohonan
paten yang memenuhi
syarat administrasi
formalitas KI domestik
(paten)

7.7 Jumlah paten granted
(domestik) (paten)

7.8 Persentase sumber
daya manusia Iptek
(dosen, peneliti,
perekayasa)
berkualifikasi S3 (%)

7.9 Jumlah Pusat
Unggulan Iptek yang
ditetapkan (PUI)

7.10 Jumlah pranata
litbang yang
terakreditasi (aktif)
(lembaga/ unit kerja)

7.tl Jumlah infrastruktur
Iptek strategis yang
dikembangkan
(infrastruktur)

Baseltne

2019

Reallsasi

2V20

Target

202L 20/22 20|P.4
No Sasaran/Indikator
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7.t2 Jumlah Science Tectuto
Park yang ada yang
dikembangkan (unit):

Berbasis
tinggi

perguruan

7.I2.2 Berbasis
perguruan tinggi

non

7.13 Jumlah produk
inovasi dan produk
riset Prioritas Riset
Nasional yang
dihasilkan (produk)

7.14 Jumlah penerapan
teknologi untuk
mendukung
pembangunan yang
berkelanjutan
(teknologi):

7.t4.r Penerapan teknologi
untuk keberlanjutan
pemanfaatan sumber
daya alam

7.I4.2 Penerapan teknologi
untuk pencegahan
dan mitigasi
pascabencana

7.r5 Budaya dan Prestasi
Olahraga:

7.15.1 Jumlah Perolehan
Medali Emas Olgmpic
Games (medali)

7.t5.2 Jumlah
Medali
Paralgmpic
(medali)

Perolehan
Emas

Games

Ifo Sacaran/Indikator
Bo,sellne

20t9
Rc.lisasl

2C20

Target

2022 20242o21

Sumber: ...

Keterangan:

7.t2.1



*) perhitungan menggunakan data pembilang jumlah peserta pekerja
formal dan informal di BPJS Ketenagakerjaan dan data penyebut
proyeksi total jumlah penduduk bekerja, belum terdapat proyeksi
jumlah pekerja formal dan informal; **) data prevalensi kekerasan baru
tersedia satu waktu sehingga belum dapat diproyeksikan targetnya
secara kuantitatif; ***) angka kumulatif; ****) euent ditunda menjadi
tahun 2021.

Catatan:

a Sasaran dan Indikator PN dapat diambil dari Sasaran dan Indikator
PP terpenting yang terdapat dalam Narasi RPJMN 2O2O-2O24 dan
Pemutakhiran RKP 2021;

o Narasi Indikator sasaran serta target harus sama dengan yang tertera
pada KRISNA;

o Sasaran menggunakaa kalimat sasaran, seperti: "Meningkatnya..."
"Menurunnya..." "Menguatnya...'

o Jika terdapat informasi penting yang perlu keterangan tambahan,
maka diberi 5is1$6l {1/ta)/{c), ... dan diberi deskripsi keterangan di
bawah tabel.
Contoh:

Keterangan: Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan
indikator SDGs;*) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator
global untuk Sustainable Deuelopment Goals (SDGs); a) Indikator
baru pada tahun 2O2O; b) Realisasi Tahun 2019; c) Capaian Tahun
2018; d) Capaian tahun 2017; e) Sakernas Agustus tahun 2019, f)

Penyesuaian dampak pandemi Covid-19; g) Dst.....

4.1.1.4. Proyek Prioritas Strategis/,ll{ajor ProJect
. Beri,si pengantar ingkas - maksimal /z halaman.

Contoh:
Dalam PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing telah
disusun lima MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran
yang dirinci berdasarkan aspek urgensi, relevansi, dampak, estimasi
kebutuhan pendanaan, kelembagaan, dan lokasi yang jelas. Lebih
lanjut Major Project tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

-95-
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Tabel 4.3 MoJor ProJect PIY 3 Meningkatkan SDM
Berkualltas dan Berdaya Salng

1 MP Percepatan Penuruaar Kenatlan lbu dal Stnntlng
Urgead:
Aagle Keaattan Ibu (AXII na.th ttrggt:
o Sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015)
o Penurunan selama 5 tahun terakhir (2010-2015) }ranya 2,4Yo per

tahun
o Dibutuhkan penurunan 9,5% /tahun untuk mencapai target

penurunan AKI SDGs global dan 57o untuk mencapai target
RPJMN 2020-2024

hena,lensl Stuatlng maslh tlaggl:
o SSGB, 2Ol9: sebesar 27,7o/o, termasuk dalam kategori tinggi

berdasarkan WHO
. Diperlukan percepatan hingga dua kali 12,7o/o rata-rata

penurunan per tahun) untuk mencapai target RPJMN
. Diwrlukon itieruersi linlas-sekor

Relevanal:
o Arahan Bapak Presiden RI;
. Mojor projectRPJMN 2O2O-2O24 dan RKP 2021;
. Proyek Prioritas dalam RPJMN 2O2O-2O24;
o Meu,ujudkan Target SDGS.

Eltl"'aal Kebutuh.n Pctrdan an (Rp Utlts?l:
Kematian Ibu: 1 00.266,3
Stunting: 94.356,7

o Menurunkan angka
kematian ibu sesuai target
RPJMN sebesar 183 per
100.000 kelahiran hidup

. Mencapai target
percepatan penurunan
stunting 14 7o di tahun
2024

Penanggung Jawab Proyek:
. Kementerian Kesehatan

(AKI)
o BKKBN (Stunting)

Lil.t*KlLlDz
. Kementerian Dikbud
. Kementerian Dalam Negeri
. Kementerian Agama
. Kementerian Kominfo
o Kementerian PU
o Badan POM
. BKKBN
. 14 Lintas K/L lainnya
o TNI dan POLRI
o Pemda

. Pelaksanaan untuk
stunting di seluruh
wilayah Indonesia
(514 kab/kota);

. Untuk penurunan
kematian ibu, pada
2022 diprioritaskan
di 320 Kab/ Kota.

l{o ldlor Project

rlj:b IrEL

tf
0
a

Danpak Kelenbagaaa Lokasi
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#8
MP Peadldlla- dar Pelatlhaa VoLasl untuk Indurtrl 4.O

UrgGa.l:
. Proporsi peke{a pada bidang keahlian menengah dan tinggi di

Indonesia hanya s€kitar 40,60 persen (Sakernas fuustus, 2019).
Pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (57,54 persen
ata:u 72,79 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPl) lulusan pendidikan menengah dan tinggi mencapai
8,01 persen;

. Target pelatihan vokasi dalam RPJMN 2020-2024 2-2,A jllta
orang/ tahun, sementa.ra Kapasitas p€latihan vokasi di seluruh
K/L sekitar 650 ribu orang dan separuhnya dilaksanakan oleh
Kementerian Ketenqgakerjaan. Status BLK mayoritas tidak
berstatus baik;

o Penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi belum
optimal dalam menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan
pasar kerja.

Relevaasl:
o Arahan Bapak Presiden RI;
. Major project RPJMN 2O2O-2O24 dan RKP 2021.

2

o Meningkatnya tenaga kerja
berkeahlial yang
mendukung
pengembangan industri
4.0 dan/ atau sesuai
kebutuhan pasar keta;

. Pada tahun 2024,
meningkatnya lulusan
Pendidikan vokasi yang
mendapatkan pekerjaan
dalam I tahun setelah
kelulusan menjadi 52,6"/o;

o Pada tahun 2024,
meningkatnya proporsi
pekerja yang bekerja pada
bidang keahlian menengah
dan tinggi menjadi 43, 17o;

. Pada ta}rruIr 2024,
terbangunnya BLK
Berstatus Baik di 31
provinsi.

Llataa l<lLlD
. Kementerian

Perindustrian;
o BPS;
. Industri/ swasta dan

KADIN;
. Pemerintah Daerah

(Pemprov dan
Pemkab/ Pemkot).

. SMK yang dapat
mendukung sektor
makanan dan
minuman, tekstil dan
pakaian, otomotif,
kimia, dan elektonik.

o 43 Politeknik Negeri
yang tersebar di
wilayah Jawa dan
Luar Jawa.

o BLK: 5 ibu kota
provinsi (2022: Kep.
Riau, Sumbar,
Kalbar, Kalteng, dan
Sulteng).

Dst.3

LotasiKelembagaan

Sumber: Project Executiue Summary
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l

Darnpak

Pclarggung Jawab Proyek
o Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan
. Kementerian

Ketenagakedaan
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4.1.1.5. KerangLa Regulasi lJika diperlukan)
o Uraian Regulasi dan Deregulasi gang dibutuhkan untuk mencapai

sasaran PN - maksimal % halaman
Contoh:
Revisi Perpres No. ... tahun ... tentang percepatan ekonomi....Dst. ..

4. L.3.6. Kerangka Kelembagaaa (Jika diperlukan)
o Uraian dulatngan kelembagaan dalam pelaksanaan PN - maksimal

lz halaman
Contoh:
Pembentukan Badan Otorita. Dst. ..

4.2. Pendanaan lrada Prioritas Nasional
c Dawali dengan highlight pinsip pendanaan dan pendekatan

perencanaan THIS untuk talrun 2O22 - maksimal 1 paragraf.
Contoh:

Pendanaan tujuh Prioritas Nasional dalam RKP Tah,un 2022
mengacu pada prinsip moneg follow program dan pendekatan
perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
(THIS) dengan penekanan lebih terhadap Major Project yang terkait
dengan pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca pandemi Covid-
19.

Dilanjutkan dengan narasi singkat 1 paragraf sebagai pengantar
pendaLaiuan alokasi pada PN Tahun 2022.
Contoh:
Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 mengacu pada agenda
pembangunan RPJMN 2O2O-2O24. Dalam penyusunan pendanaan
tujuh PN, prinsip moneg follotu program tetap menjadi acuan. Hal
ini berarti, pendanaan akan diarahkan pada program-program
pembangunan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran
prioritas dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik,
Integratif, dan Spasial (THIS). Berikut pada Tabel 4.4 adalah alokasi
PN tahun 2022.

a
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Tabel 4.4 Alokasi pada PN Tahalo 2o.22

Sumber:.......

Dilanjutkan dengan narasi yang menjelaskan tabel secara umum
dikaitkan dengan tema RKP TaLun 2O22, kemudian dilengkapi
penjelasan informasi tentang sumber-sumber pendanaan, serta
orientasi pendanaan gang memiliki daga ungkit terhadap
pencapaian target-target PN Tahun 2O22.
Contoh:

Pelaksanaan MP tidak hanya meiibatkan K/L, namun juga
Pemerintah Daerah, Badan Usaha (BUMN/Swasta), dan
Masyarakat. Selain itu, inovasi skema pembiayaan juga diupayakan
baik melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),
blended financq green finance serta skema pembiayaan inovasi
lainnya, Dst...

1 Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan
Yang Berkualitas dan
Berkeadilan

xxx

2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan

xxx

.) Meningkatkan Sumber
Manusia Berkualitas
Berdaya Saing

Daya
dan

xxx

4 Revolusi Mental
Pembangunan Kebudayaan

dan xxx

5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

xxx

6 Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim

xxx

7 Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Tran sformasi Pelayanan Publik

xxx

Total
xxx

No Prioritqs Nasioaal
Alokaei

{Rp Miliar}
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Total belanja KIL pada Pagu Anggaran KL tahun 2022 ditetapkan
Rp xxx triliun. Sesuai dengan tema RKP Tahwn 2022, pemerintah
mengalokasikan anggaran tersebut untuk mendanai kegiatan-
kegiatan yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada
penyerapan tenaga kerja, pemulihan ekonomi serta sosial. Langkah
ini tercermin dari dukungan pendanaan untuk pengembangan
kawasan industri seperti Bintuni, Batang, dan Subang, kawasan
prioritas pariwisata, Dst...

Contoh Penulisan Narasi Bab 5

BAB 5. KAIDAII PELAKSANAAN

Memuat highlight pengantar Bab 5 - maksimal 1 paragraf.

Contoh:

a

Kaidah pelaksanaan diperlukan untuk memastikan percepatan
pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-
19 terukur, efektif, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Dst....

5. 1. Kerangka Kelembagaan
. Memuat urgensi kerangka kelembagaan dalam perencanaan

pembangunan, pinsip-pinsip, sasaran dan orah kebijakan kerangka
kelembagaan - maksimal 2 /z halaman.

Contoh:

Kerangka kelembagaan (KK) berperan untuk mendorong efektivitas
pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat
ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks mekanisme
pelaksanaan (deliuery mechani.sml, kelembagaan difokuskan pada
penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik
yang bersifat inter maupun antarorganisasi, yang berfungsi untuk
melaksanakan program-program pembangunan. Dst...
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Geoobar 5.1

Kcdudulen Konaglr Kclcmbagern dalem Perabanguaea

Sumber: ....
Pembentukan organrsasl/lembaga pemerintah berdampak pada
beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif
penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip KK, Dst ...

Grnber 5.2
Hartp Xcnlgla Kclcabegara

I I

I I
I

I

Sumber: ...

Untuk memastikan kesesuaian dukungan KK dengan pelaksanaan RKP
Tahur: 2022, perlu dilakukan beberapa tahapan penilaian kelayakan. Adapun
ta.l.apan penilaian meliputi (1) Aspek Kesesuaian, (2) Aspek Urgensi, dan (3)

Aspek Kelayakan. Adapun penjabaran ketiga aspek tersebut diturunkan
dalam beberapa subkriteria, Dst ...

Presiden

Visi & Misi

Program
Pambangunan

lcr.ngI! Rcgul'3l

(UU, Pq Perpres, Permen)

l(crengka Pcndanren

APBN dan Non-APBN

-l

Xcrangkr lblombrgDn
Fungsi dan struktur lembaga tata

kerja inter dan antarlembaga

s€ralan deng.n
kebijakan
naiional

Mendukung Out(olr|e
Memperhatikan evisienia
dan efektivita5 anggaran

S€ral.n dengBn
peraturan perundangEn

Seialan dengEn
pe.kembangan
linglungBn rtrategii

Dilakukan dengo.
t.anrparan, partisipatif,
dan iluntab€l

pemb.gian
ke$/enangan/uru5an antar

Meng€depankan
kerF .ma multi pihak
yang kolaborati{
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Gambar 5.3
TahaDaa Penilaias Kelayakan

Sumber: ....

. Apakah usulan kerangka kelembagaan tidak tumpangtindih dengan kelenbagaanyang ada?

. Apakah usulan keraqgka kelembagaan bedampakpada efisiensi p€lalsanaan pembangunan?

. Apakah usubn kerangka kelembagaan memperpendek rantai biroknsi ddam pelaksanoan
kebiFkan?

. Apakah usulan kerangka kelembagnan berdampak langsung dan positifterfiadap masyarakat?

. Apakah usulan kerangka kehmbagnan reallstir untuk diselesaikan (makimal3 tahun pertama
RPJMN 2020 - 20241?

. Apakah usulan kerangka kelembagaan didukung dengan kelengkapan dd<umen pendukung hasil
kajian dan analisis biaya dan manfaA (cost&onolyi CB l?

Aspek Kesesuaian

. Apakah usulan kerangka kelembagaan
sesuai dengan TujuarVSasaran
Pembangunan nasional?

. Apakah usulan kerangka kelembagaan
sesuai dengan kebijakan kerangka
kelembagaan?

Aspek Urgensi

. Apakah usulan kerangka kelembagaan
berdampak pada pencapaian target
pembangunan?

. Apakah usulan kerangka kelembagaan
merupakan amanat peraturan
perundangan?

Aspek Kclayakan
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Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan
'nasional, prioritas penataan kelembagaan pemerintah yang sejalan
dengan prinsip-prinsip KK diarahkan guna mendukung pencapaian
agenda prioritas nasional, Dst...

Gambar 5.4

Horltar PcDetaaa Kclcmbegeaa pada Prlorltas Nasional RI(P 2(x21

Sumber: ....

5.1.1. Kebutuhan Kerangka Kelembagaan RKP Tahun 2o22 dalam
Pelaksanaan PN

Merrutat dulatrryan Kerangka Kelembagaan gang dibutuhkan dalam
pelaksanaan PN - disampaikan dalam format tabel - maksimal 2
halaman.

Contoh:

Tabel 5.1

Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dalam Pelaksanaan PN

Pil I rilAHAt{Al{ fl(oiloMt(0 rfl(l

Pr{ 2 ?[r{GlMEAr{GAr{ HL{yAH (3

Pil 3 SDM BrRroArrrAS {0 rfil

I(EtEMEAGAAN

Pr{ 7 SIAEIIIAS POU{Uru{Ar{rAM (0 [R

1. Tata kelola kelembagaan Bank Tanah

PN1,PN2,PN52. Tata kelola kelembagaan dalam rangka
pengelolaan Kawasan Strategis Nasionai

I

PN Terkait
Kerangka Kelembagaan

Keleabagaan

PN2,PN5

P[ 5 P[tUI{6Ur{Ail r{rf,Asrnumn {6 n}
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(KSN) Perkotaan / Wilayah Metropolitan
wM);

3. Tata kelola pembentukan badan layanan
umum perumahan (BLU) dan badan
layanan umum perumahan daerah (BLUD);

PN5

4. .....

Sumber: ...

5.2 Kerangka Regulaat

o Kerangka Regulasi memuat urgensi, alur pikir sinergi kebijakan dan

regulasi, pinsip-prinsip, pengusulan, dan kebutuhan Kerangka

Regulasi RKP Talwn 2022 - maksimal 3 halaman.

Contoh:

Peran Kerangka Regulasi (KR) dalam mendukung RKP semakin
signifikan. Hal ini ditandai dengan usulan KR dari berbagai sektor
pembangunan yang sudah mulai sinergis dengan kebijakan yang
direncanakan. Dst...

Tujuan utama dari pelaksanaan KR adalah untuk memastikan
terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan
kebutuhan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Proyek
Prioritas Strategis/ Major Project (MP), Dst. ..

Grnbar 5.5

Pcrra KcrangLa Rcguhrt dahB PcEbrtrgunrD

Sumber: ....

Alur pikir ini menekankan pada pentingnya proses evaluasi yang secara
tidak langsung dapat melihat efektivitas suatu regulasi, sehingga hasil
evaluasi suatu kebijakan dan regulasi tidak hanya fokus pada aspek
legal formai, tetapi juga dapat menyentuh aspek substansi (ekonomi,
sosial, lingkungan, dan sebagainya), Dst...

Memberikan kemudahan bagiaktivitas masyarakat dan mengurangi beban masyarakat

Mendorong potensi kreatifwarga negara lebih mudah dilaksanakan

Mendorong eft ktivitas dan efi siensi penyelenggaraan negara dan pembangunan

Memilikinilaitambah atau insentifbagi p€laku usaha untuk mendukung sasaran
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Gaabar 5.6
Alur Pikir Shcrgi KebijaLau dan Regulaci

xfcu^(ara sllt,rsl

8f,t ,t^t( ,Mr66 lrfrfort^Dllf Jv 9aar rurctl/
,[l/ut rxrarBlr lr
,- kd,,tur,,'tt?6.,Ub. Pabi'dl
,. An ta., r.C**r. afirr naArualruigsnaig

eoF**frio.fi',

Pergta.iisn

Panalitl.r aAnalirtr Bi.ya
d.n tarnta.t {<84)

utft@tuo,.t tNPf lr$
,[V6tqtl,6t'{nrArtP€t CNm

m

PENGxArlAtt meliputi kegiatan { | ) menemulendi p€rmasalahan mendasa.; (2) penetapan tuiran/saJ.ra0 dan
(3) identifikasi regulaBi yang sudah ada darvalau terkait

PENIUTIAN meliputikegiatan a(disis terhadap hasilpengka.lian termasulhaiilanalisis biara dan rnar aat (CBA)

darratau analisis terhadap ,egul,asi ya.rg ada.
3a. Hasil pcnelitian bis. m€rekornendasikan revisi,/p€.nbentukarvp€nc$utan pada tingl(at UU
3b. Hasil penelitian tida& selalu merekomendasikan revisi/pemb€ntukarvpe.Kabutan UU namun bisa pada

lirElat pe(atu.an pelabaman
l<. Noa-rcgulotory porrcy (kebiidon diluar peraturan): apabila hasil analisir rnerekomerda5ikar lindakan yang

lidak beGifat peqBluran, misalnya letidakterredaaanangga{an pelaksanaan regulasi, SDM p€lalsan an, dl.

Sumber:

Gambar 5.7

Urgenal Integraei Kcrangka Regulasi dalam RXP 2O21

Sumber: ....

Urgensi integrasi KR dimaksudkan untuk mendukung kebijakan yang
sejalan dengan tema RKP Ta}lun 2022, yaitu "Mempercepat Pemulihan
Ekonomi dan Reformasi Sosial". Selain itu, untuk memastikan
pengintegrasian KR dalam RKP Tahun 2022 serta kepastian

RUU

URGENSI
INTEGRASI
KERANGKA
REGULASI

Meningkatkan efi siensi pengalokasian anggaran
untuk keperluan pembentukan peraturan
perundang - undangan.

EVAIUAg UU

k
Akrdemil

Mengarahkan proses peren(anaan pembentukar
peraturan perundang - undangan sesuai
kebutuhan pembanqunan:

Meningkatkan kulitas peraturan perundang -
undangan dalam rangka mendukung pencapaian
prioritas p€mbangunan



-106-

penyusunan KR di tahun pelaksanaan, Kementerian PPN/Bappenas
akan melakukan penajaman dan pemantauan terhadap setiap KR yang
dicantumkan dalam RKP Tahun 2022, Dst...

Geobar 5.8

Prlartp-Hutp Kcnngtr Rcguterl

Proses pengusulan KR dalam RKP Tahur 2022, perlu didukung dengan kajian
yang didasarkan pada beberapa batu uji yang terdiri dari aspek legalitas,
aspek kebutuhan, dan aspek beban yang ditimbulkan, Dst...

M.mp.nlmbrrrg-
krn rspck

blrya
drrl manfaat

(CBA}

M.mt Cllte3l
dln mengetul

p.rll.ku
mr'yarakrt
danapa,rtur

W
X.hnuh.n

ltgul.3l daLm
RXPd.n ntnh

untuk
rhandslung
klblr.k n

Frbangumo
nslonal d.n visi

rnlsl Pr.rldan

Pcllb.tan
pcmangku

kcpcndngrn

Mcmpo:h*ikan
a3a3-ala5

pcmbcntuk.n
rcauled

7

Sumber: ....
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Gaaber 5.9
Betu UJI Pcagurulea Xcnnglre Rcgulert

Sumber: ....

5.2.1 Kebutuhan Kerangka Regulasi RKP Tahun 2O22

Kerangka regulasi memuat kebutuhan kerangka regulasi RKP Tahun
2022, regulasi dan deregulasi gang dibuhthkan dalam pelaksanaan
setiap PN. - maksimal 3 twlaman.
Contoh:

Dalam rangka mewujudkan pencapaian PN, berikut adalah
kebutuhan prioritas KR yang akan dibentuk pada tahun 2022,
meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan
Peraturan Presiden (Perpres), Dst...

Tabel 5.2

Kebutuhan Kerangka Regulasi dalam Pelaksanaan PN

)

cBA

ECnO SAnm
XEAUIUHA

l. ApaLh i.iul.sl
rnafirpel€n emantt
re$lali di .ta$ya
dan/psa rcauled laln

2. Apetah retula'.
b€nentarBrn &nga
reaulasi yarf lain?

3, Aprtah regulssl
rE{limbultan
dathannoni dao
inlo.l3istcn dcr[an
r.lulaei VirB lain?

{. Agakah rGlulari
rrenlmbultan
multitafsir
(rnenimbult n

,emehanBn b€rtedr

1. Apakah reSul.si
mend$et untsk
ditetaptan?

2. Apakah regulrsr'
rnemberikan manfaat
bati m.sfarakat?

3. Apakai regulasi
membcdlan
lemudehan bagi
mary"rakat?

4. Apakah regulasi
berpoteosi
rn€nghambat
pencapaien sasaran
dan tarS€l
pembangunan
nasional?

,,. Apat h rctulasi *an
membehni APB
dany'atau APBD?

2. Apeloh rpgulasi akan
mamberltan manFait

ta,E Luh bet r
daripade biaya yang

atan dil€lurrtan?
(Analisie Bin . dan
t r.raetl

Kerangka Regulasi
Plt terlalt Kerangta

Regulast

Kerangka Regulasi dalam bentuk
Undaug - Undang:

ASP€l( LE6ALfiAS
BC8^N YAI{G
Dmf,BULt(^t{



1. UU tentang Perkotaan PN2,PN5,PN6

Kerangka Regulasi dalam bentuk
Peraturan PeEerintah:

1 . PP tentang Sumber Air PN5,PN6

2

Kerangka Regulasi dalam bentuk
Peraturan Presiden:

1. Rancangan Perpres tentang Rencana
Induk Destinasi Pariwisata Prioritas
(RTDPP)

PN1,PN5,PN6

2. .....
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Sumber: ...

5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

Memuat pengantar Kerangka Eualuasi dan Pengendalian - maksimal %
halaman.

Contoh:

Kerangka evaluasi dan pengendalian RKP disusun untuk memperkuat
fungsi evaluasi dan pengendalian, sekaligus mendorong penerapan
pendekatan moneg follout program dan pendekatan tematik, holistik,
integratif, dan spasial (THIS). Dst...

5.3. I Kerangka Evaluasi

Menjelaskan butir-butir penting dalam kerangka Eualuasi RKP
maksimal 3 (tiga) sampai 5 (lima) tralaman.

Contoh:

a

1. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi, (a) secara umum mengetahui hasil
capaian kinerja pembangunan dan secara khusus terkait
pencapaian PN, Dst ...

2. Cakupan Evaluasi, adalah pada kinerja pencapaian PN berdasarkan
kinerja pencapaian sasaran (sasaran PN sebagai outcome, sasaran
PP sebagai intennediate outcome, sasaran KP sebagai output), Dst ...

3. Pelaksana dan Penerima Hasil Evaluasi, Menteri PPN/Bappenas
melakukan evaluasi berdasarkan data dan informasi dari PJ PN, PP,

KP dan MP serta K/L pelaksana. Dst ...

2. .....
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4. Mekanisme Evaluasi,. Berdasarkal tahapan pelaksanaan dalam
proses pen5rusunan RKP, secara garis besar evaluasi RKP terbagi
menjadi dua, Dst ... (Penjelasan bagian ini dilengkapi dengan
bagan/ skema/ infografis). Contoh:

Gember 5.10

Alur Eveluert RI(P

I -l

I
I

Sumber: ...

5. Metode evaluasi, sesuai cakupan evaluasi RKP, maka dilakukan
analisis Gap terhadap sasaran PN, PP, KP, Dst.... (Penjelasan bagian
ini dilengkapi dengan tabel penjelasan).

Contoh:

I

I
!
I
It-

TAHAP I

O

c

TAllAP II

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
!
!
I

ffi
I

@
rss]

t rr.tvdu.rl ,
Iolt dxr

2

i..r. E d!..1 lL
lol9 hkrrg. IW lll

3

e_QlItelrrl

I
ffil
E

lliPlolt.l99.
rwflt

5

w
XontlrrE rrhr.lk .l D.r.

tt ng.n PJ Pii-PP-XP
B.pp.n . d.n X,/L

Pal,abana

7

@
P.ngoLh.r D.t d.n

P.null$n L.poar EY.lu.d
RXP20r9

8

6\
E,El

P.mut lhlr.n l(.n r 1..1.
Ev.lu.ri nXP 2Ol9 hlngg.

nY lV oLfi PJ Pi!PP-XP
8.pFa.r e XrL LLt!.n .

6

t {br ?.a.

dr t'rao.lt .
,a.tl.c.l tIP

2C2t

}l.rttl IIP 2O2i

($bb.t lu.ll.rd
rrP 2ottl



T.bcl 5.1

Uctodologl Evaluerl RXP: XlacrJa Pencapaien PN

I. Evalur3i Pencrpehn Saarratr

1. Metode Evaluasi Metode Analisis Gap

2. Sumber Data Data capaian sasaran PN, PP, dan KP dari PJ PN-PP-KP (setr
assessment pencapaian sasaran PN-PP-KP Bappenas)

3. Mekanisme
Penghitungan

Pencapaian PN ditentukan dari kinerja PN berdasarkan:
(1) pencapaian sasaran PN sebagai capaian oubom.e,

(2) pencapalan sasaran PP sebagai capaien immedicb outc,m.e, da,r
(3) pencapaian sasaran KP sebagai capajf,n outpuL

a. Pencapaian
Sasaran PN

Penghitungan persentase pencapaian sasaran PN dengan
membandingkan angka capaian terhadap target PN

b. Pencapaian
Sasaran PP

c. Pencapaian
Sasaran KP

Penghitungan persentase pencapaian sasaran KP dengan
membandingkan angka capaian terhadap target KP

U. Evrlur3i Dutrurgrlr ol.LE,tr',r<lL

1. Metode Evaluasi Metode Rata-Rata Tertimbang

Data e-Monev Bappenas dan sefassessment dukungan ou@ut KIL
Pencapaian PN ditentukan dari dukungan output R/L berdasarksn
rata-rata tertimbanS terhadap pagu anggarannya.

m. Ka.tEpuhr Khctjr
Kesimpulan kinerja PN diidentifikasi dengan menghitung nilai
rataan hasil evaluasi pencapaian sasaran dan hasil evaluasi
dukungan ou@ut KlL.
Kesimpulan kinerja terdiri atas tiga kategori:
(1) Baik, notifikasi hijau, capaian >9O persen;
(2) Cukup Baik, notifikasi kuninS, capaian 60-90 persen; dan
(3) Kurang Baik, notifikasi merah, capaian <60 persen.

ATPGL

2. Sumber Data

3. Mekanisme
Perhitungan

Mekanisme
Perhitungan

Sumber:

Tebcl 5.2
fctodologl Ewrlurd RXP: Klac Pelaklaaaatr MP

Pencapaian MP ditentukan dari rata-rata tertimbang proyek K/L
terhadap pagu anggarannya.

I. Evalu.d KlncrJa Pchlramea fP

l. Metode Evaluasi Metode Rata-Rata Tertimbang

2. Sumber Data Data pelaksanaan MP (sefassessment PJ MP dan K/L Pelaksana)

3. Mekanisme
Penghitungan

ArpcL

Sumber: ...
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UraL!

Penghitungan persentase pencapaian sasaran PP dengan
membandingkan angka capaian terhadap target PP

Unha
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a

5.3.2 Kerangka Pengendalian

Menjelaskan butir-butir penting dalam kerangka Pengendalian RKP -
maksimal 2 (dua) halaman.

Contoh:

1. Tujuan Pelaksanaan Pengendalian, untuk menjamin dan
memastikan agar pelaskanaan PP/KP sesuai dengan rencana, Dst...

2. Cakupan Pengendalian, berupa tindakan korektif dari pelaksanaan
PP/ KP/ MP strategis, Dst . . . . (Penjelasan bagian ini dilengkapi
dengan bagan/ skema/infografi s) Contoh:

Gambar 5.11
Celupaa Pcagcadr llo 1 Pcnbalguaarr

2020,2024

I

sumber: .... 
:t,.h"Jd''.F'g.'tddLn P!'L'.,..'o nte

3. Pelaksana dan Penerima Hasil Pengendalian, Pengendalian RKP
dilakukan oleh Menteri PPN/Bappenas berkoordinasi dengan K/L
terkait maupun pemerintah daerah, Dst ...

4. Mekanisme Pengendalian, proses verifikasi hasil penilaian dilakukan
melalui (a) identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam
pelaksanaan PP/KP/MP, (b) konfirmasi atas pelaksanaan
PP/KP/MP, Dst...

Keputusan untuk melakukan tindakan korektif terhadap PP/KP/MP
strategis dilakukan hanya mencakup tindakan konstruktif. Dst ....
(Penjelasan bagian ini dilengkapi dengan bagan/skema/infografis)
Contoh:

Pengend.lLn P.l.h..n..n RPJMT{ 2O2O - 2024

Cv.lu.ii AkhirEY.lu..l P.ruh
W.ktu

Scmertar ka-2, Fokur pada: PPIKP/i P
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Gambar 5.12

felaalrac Pelgeaddlaa RI@

I

@r.ltq(:h

I

I
Lutjut

Sumber:

Pcmerlntrh Daer.h I PPI{/K.p.l. Eappen t

Pengendlll.n RXP

Penilaian kogram PrlodtarKegiatan Prioritas
Kriteria: Peren<anaan stntegis, lranaiemen Pelaksanaan, Kinerjasaru Data lndoneri. (sDl)

Si3r€m Pe,nerint hrh 8€rt
Ehk'onikl9SEl

Tind.k.n Kor.litit

,,r.r rfdi..r PPrri(.e.L
i.fFr.r f. L!.rit rin(nifi.r.h
f.n5.f.P.il.t.ir&*

3. !.po.an Evrlu.si RPJMN d.n
L.por.n tv.tu n P

4,O.t d.n lnfo.rn..i thurut
..8P( BHq Ofi
h Lpo-&t Kne'i. Pehb.hqun n

O..r.h
<. lbC 9r.v€, den hitian

T.rmdl (Dom€stlt d.n
lot ft.siorr.l)

PRESIDEN

P.m.rlnt h D..6h

SISTEI' IN'ON ASIIIRPADU
EV lljAt DAt{ PENGET{OA|-|AN
(SmP), y.nq mdnanf..tl.nr

Verifi kasi Hasil Penilaian
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3 Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Tim
Penyusua Rercana Kerja Pemerlatah Tahun 2O22

,*

SAIJNAI.I
XR'TU$I{ M E{TR E€{G/qNMN FEU BANGUNAN NASONAJ

KBIA BADAI{ FTE{GA}[MI{ EU BN{GUNAN NASONA
NO{UOR XP6/ M.FH{tHK 01t2021

IE{TAI{G
EI/I E{TU](AI{ TIM E{YI,,SUN FEiICA}.IA XR,A EIII RNTAH

TA}IUN 2022

M B{IR TE{CANAAN BI &NGUNAN NASONAIJ
KEHLA BADAI ffiE{OAIIAAI FEU BAAIGT,NAAI NASONAI.

lvl enimbang a.

lvl engingat

b

bdlwa dalan rangka memperdekan Fbncana l(eja
Ferngintah (Rq T*lun 2022 yd19 msnuat prioritB
pernbangunan, rancarg kerangka ekonorni md(ro yang
mencd(up gsnbtran psekonorni r saa manyduruh,
termark zd1 kebij*a fiskd, ssta progran
kernentqir/lernbaga, lint6 Kernenteri /L€rnbaga,
ke,vilay*an ddan bsltuk ksargka regulasj dfl kerangka
p€ndanaar y g b€rdfd indikatif, p€rlu dibentuk llm
ftnyusrn Fbrcana Kerja kn€rint$ Tahun 2022;

bdwa pgabat y'lg nar ya t€rHrtum ddan Lsnpiran
Keutusr ini diangge manpu dm m€rnenuhi psryrdar
untuk duduk d r mdd(srd(ar tug6 ebaga ggda lim
kryus.rn FEnsra Kerja Bn€rinl*l Tdlun 2022;

Undang-Und g Nornor 17 T*un 2003 t€nt g Kqlatgan
Negara (Lsnbaran Negara Fhpublik lndmeda Tahun 2003
Nomor 47, Tarnb*ran L€rnbaan Negara Rpublik lndmeda
Norno( 4286);

Undag-Undarg Nornor 25 T*run 20M t€ntang Sstern
kenErar knbargun l Nadmd (L€rnbaan N€gaa
hublik lndmeda f un 2004 Nornor 124, Trnb*ra.r
Lernbar Negaa Hublik lndonesa Nornor 4421);

Undang-Undang Nornor 9 Tdrun 2020 tentang Anggaan
tundeatan dm Bdanja Negtra T*run Anggtran 202'l
(Lsnbaan Negsa Rpublik lndoneda T*run 2020 Nornor
239, Tdnb*a| tsnbaar Negaa QuUik lndmeda Nqns
6570);

2

3

lle eri Perencanmr Pembrngunrn fasion*
Keprle Brdrn Penncanran Pembangunan f\rsional

4. Bduran ...
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,1. Peraluran Peirednldh Nonror -ltl Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pellyusurlan Rencana Pembangu[an Nasional;

5. Peratur4n Pcmerinlah Nornor 45'tahun 2013 lenlaflB Tata
Cara Pelaksanaan tuig8aran dan Delanja Negara $eba8aimara
tclah diubah dengan Peraturan Pcmcrirtah Nomor 5L) Tahun
2018;

6. Pcralurdn Pcrrlelirllah Nomor l7 I'ahun 20l7 tentani!
Sinkronisasi Pr oscs Perertcanarn dan Pengalgqaran
Pembarrgurlan Nasi{,rnal;

7. P('raluran Prcsidcn Nomor (i5 'fahun 2!-)I5 letrt.rtrg
(enrenterian I'erencanruin PembanSunan Nasiorul;

8. Peraturan h'csidcr Nomor 66'l'ahun 2015 lentang tsadan
Pcrencanaan Pcmban.gunan Nasio[al scbaliaimara lclah
diulrah dcngan Pcraluran LYesiden Nomr]r ztl Tahun 21116;

9- PcralLlran ['rcsid!-[ Nomor-67 Tahun 2r]19 l!)rlan8 Penaiaan
Tugas drn FurrSFi Kementerian Neglrrs Kabinet Inirrnesia
Maju P!'riolc 'Ihhun 20 I9-2024i

lLl. Pcraturalr l'rcsiclcr Nornor 68 Tahun 20l9 tentar\g
t)rganisasi Kemcntcrian Ncgara;

I l. Pcralurun lt'siden Nonor l8'Iahun 2020 lenlang Rencana
Penlbrngunan Jangka Menen.gah Nasional Tahun 2r-l2o-

2t)21\

12. Pcralur?n i\,lerteri Pcrcncalaan Pembangunan
NasioMl/(epala Badan Pereflcanaan Pcmbarguran Nasiolul
Nonror 5 'Iahun ZLl16 lerliang Pcr.-ncaruan, Pelaksanoall,
Pelaporah, Penantauan dan fvaluasi KeSialan dar fu1:gara[;

l:1. Pcralurdn lvk'nteri Perl-'flcaraar Pembangunan
Nasional/Kcpala Badan fercrcanaan l'errbitllgunarl Nasional
Nomor 14 Tahun 2O2O tenlan& Or.ganisasi dar Tata lcrja
Kenlcntcriarl ['erencanaan PcmblnLunan Nasional/Badan
Perelciln&!n Pembarl8unan Nasionali

MEMUTUSKAN:

ruPUTUSAN MENTT|RI PIRINCANAAN PINIBANGUNAN
NASIONAL/ IGPAI"A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENT.XAN TIM PE}.IYUSTJN RENCANA

KE4JA PEMERJNTAH TATITJN 2022.

I'lanrltnlrrk l inr I'clrJ-uslrrr Rdlcxna Kcr:il ltnrcrirrtrtll I{}ruil 2L)22

u,ltuk s!l.uriulnvu dis(-[ru1 'lirn I'.'nyuslur RKt''lrhlnl 2O22. dcrl.qrrl

2

Mcnclaplan

KUS.\'rt'

sllsutltn ..
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:l

l( )t'A

Kl'l l(lA

KUU.\1r,\',t'

(l].lll,\

KlllN,\.\1

:l'l'll rn

slrsunarl kearr&golxan sehagaimana lcrci lium dalam l,itnlpit an
Kcputusa,, i,li.

Tim PcrryusLln Rt\'l' 2022 lerdiri atas fctlgarah, Pcnalllulurlg Jawab,
Tim Pelaksana,'l'im Sillkronis:lsi. Tim Pcnulis Nara^si, lim
Koordinasi Prosr's Pcrfllcanaan, Tifi Koonlinr$i Penyusun

Slrl'sl.rflsi dxn I im I )tlkllrl.q.i A,]n)inislr si.

ttnsdrrh bcdugas memberikan arahan kcbiiakan, nenSawa-Ji,
lnenrbinrbin8. nlemrnlau kenrajuan, cian nren:t]eri saran
pemecahan rlas lE..nrusalahah pelaksan{ltlr kc.qiaton.

Penanftaur\g lawab bcrtan&gung ja*'db alas lrclaksanaan kcgialatr,
nelaksanakln arahan dad I'errgarah, clctr melalDrkan
pclak&uaal kqliala!1 kelada Pcngarah.

Tim PclakMna b,crlugas:

a. nelakukrn k&rrdinasi dengan &Lrba.g.li pihak dalam
pctlyusunan RKI'tahun 21122;

b. nlcnuslikxn lr.-llyusurarl l'riorilos Nasional, IYqara
Priorit4s, dan Kcgiatan Prioritar mcnlu(llakitn pcndckatan

Tclnalik, llolistik, Intcgratil', d:rn Spllsiill, sdrla rlemanltu
kcsinambun$rn dala defl alolxsi proyck prioritas pada RKP,

PaSu lndikrtii/.AnRgxran. KRISi\*^, ddn RliA-KL;

c. mclakrrkrn suFrvisi implemenlasi
kesinanrbru'rgan/sin-k-rJnisasi indik.rtor RPJMN 2020-2024
deruiarl RKt' 'fAhLlrt 2022, Pagu lndiklllif/An&garan, KRISNA

scfla RK{ Kl,l lidn

d. rnenyusun laporlr pelaksalaan kcgiatan dan melaporkrn
kepada Pcnan.(qu ng Jawab KeSiatan.

TiIn SinkruniMsi [--rtu.qas m.'njaga kolrsistcnsi substarsi dan
kcs.larasan anldr Bab .lalam R.ncala Kclia Pem!'rintah Tahu[
2022 dr.n lncll)'lrsun mnc:rngnn lrialato Mcnteri Perencaraall
PenlbanSunan Nasiolrrl/Kepala B.iddn Pcrcncanaan Pembnnguran
Nasiol1al terkail Rcncana Kerj, Pcmerint4h 'f rt]tr,]. 2022-

Tim Penulis Namsi bcfiugas:

a. ncllk\itnakall penulsan substansi tlab lnara$i drn malriks)
dalam t,rio las Nxsi.rtral, l'rogram Prioritas. dan Kegialal
frioritas padl Rcncana Kelia lenlerintah Tahun 2022; dan

Lr. lElaksanakan ko]rdilusi denSan Kerrenlerial/tenrbaSa
rlalanr ran3,lia pcllulisan Rcnc$na Kcrja ltmcrintah Tahun
2022.

KEI]I,IAPAN
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'Iinr Koordirasi Pro$cs Perencandan lcrdil.i.lari:

d. Peran{U(ung Jawab R.tpal Koordi,lasi denSan Cubenlur yanS
bertu:ii$ nlcngRrrdiflasikrll ]--nyclcnllqaraal kcgiatitlt dan

IrenYusunan maleri klrordillasi dengan Gulremur;

b. lenalggunjl Jxwab Rapat KcDrdirasi Tcknis ltrclrcatraan
Peruban:iunan yang bcrlu.gas men.g(xrrd in asika n
penl'elenggaraan kcgirlan dan pcnwsunan materi koordinasi
teknis:

c. f'enangJiung Jxwat) R.,.pal Ko('lrdinrsi Penbarr8utra,r l\rs?t
yanli bcrtu.Sirs mcn-g(Drdinssikxrr lxnyclcn&qaraar kLRialalr
drn penyusllla Drateri koordinasi pembargunan pusdtl

d. PenanlpiunS Jawab Musyawarah Pcrencanarrl Pctrbdn:lurun
Provinsi yang b('rlugas rn!'ns.Dlriiilxsikan peiyclcn&qaraan
keSialan dart [tn)rusunan malcri Musrcnbang Provinsi; dall

c. Pcnan&g,ung, Jawab .\,[usyawalah l'cr'-ncanaan Pentbalrgunan
Nasional yang bcrlugas rncn.q(Nrdinasikan pen)'elel1&laraarl
keSiatan dan I^*n)usutan mal!'ri .ll'lusrenbang Nrsional.

Tirn K&)rdinasi t'c[!'usur Snbstansi b!'rtu.gas:

$. menfapkan dan men.gcxrdilasikrn bahan, iornlal, darl
mekarlisnrc p,cnulisor substarlsi l(cncalla Kcrja Pcmcrinlah
Tahun 2022;

b. nrclaksalakal t..knis fina]isasi pelulisall Rencrna Keia
l'enlerintah 'I{hun 2!-122 (tcrnlasuk penajaman kualitas narasi
dalr pencla.lhun kctepatsn hicrdrki); dar

c. mentasilitrsi pcrly!'le r&garaan Iapat peinbalxsan dxn luLris
lainry.r.

Tinr Dukunsall Adnriristrasi bcrluga-s ncnSonrpilasi dan

nlcnliormal bahan Rcn"'ana li!'ria t'cnrrirltah Tahun 21122, scda
mcnll('Drdinasikall Penyclenllqarlan rapat paripurna di [)cwan
Pc'rkwakilan Rckyat .

Scaala biaya yang clipcr'lukan dalam ralt8ka pclaksalaan tugas
Tim Penyusur RKP 'Idhrr 2022 dibebdnkan pada An.qqdrrn
t'endaprlan dan tlelanja Ncgarr Kcmenleriar ltrcncanaan
I'embangunan h-asiolal,/Badan Percllcalua]l PemlranSunan
Nasional Tahun 2L12 1

KUt)t"\t :t.,\s

{

t. ut ) it t.:\ t:\N

IiIst.Iltr:1..\N

KUStl'tII.t'tI

t(tis itti ,\s
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L)itctapkan di Jakarta
pada t.tnqgal 29 Jonuari 202l

MENTTRI PERENCANAAN PLMBANGIJNAN NASIONAI/
KEPAI,A BADAN PIIRENCANAAN Pf,MBANGIJNAN NASIONAI"

SIJI{ALSO MONOARIA

rrd

Salinan scsuai dcngan aslinya.
Kepala tliro Hukurr,

Z:,-
RR Rilr Dx\v.rli

KEt)LiAllt:l,AS i Keputus n illitrerlaku sr'jxk lxn8qal ditctupkurr.



A. PENGAf,AH

B. PINANGGUNGJAWAB
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SAIINAN
LAMPIIAN
KEPUTUSAN MENERI PFr{/
KEPA.I.A. BAPFENAS

NOMOR ruP.6,/M.PPN /l*J01/ 2021
TANCGAL 28 JANUARI 202 I

Mcnlcri PPN/KEpala Bappcnas.

t. Seketaris Kchrcrterian Pl'N/Sekrelaris
Ulama Bappenas;

2. lnspektuf Lltama.

freputi BidanS Pcrnutauan, Evaluasi dan
Pergendalian lembarrgunan.

I)eluli Bidang Pembunllurtal Manusra.
Masyamkal dan Xebudayaan.

l. Dcputi Bidarg Politik, Hukum,
Perlahanan d&n Ke:lmanan;

2. Dcputi Bidang Kelrcndudukan dan
Ketenagak rjsan;

l'!. Depuri Bidang Ekonomi;

4. Depuli Bidang Kemaritinan dan Sumber
Daya Alam;

5. Deputi Bidsng Sarala dlrn Prasarana;

6. Depuli Bidang t'enSembangan Rcgional;

7. Llcputi gidanS ttndanaan
Per1tbdngunar.

Staf Ahli
Kcwilayahan.

Biddns, ltrrclillr:ln dnn

SUSTJNAN IGANG@TAAN
TIM PEVYTJSIJN RENCANA qA FEMERINIAH

TAHUN 2022

C. TIM PEI-A.KSANA

Kclua

\Vakil K.tllri

An&gotit

D. T]M SINIAOMSASI

KJtLla
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,\11.\,(.ll

E, TIM PENULIS NARASI

BAB I: PENDAHUIUAN

['orensrqun.r lawab

licluil P('laksrnr

2.2. Kerangls Ekonomi Malxo

ltr l r nl{qrrng .li \r dL,

K.lux t'elaksan,

l. Staf Ahli Bidang Sosial dlln
Penanggulalrgan Kcmilkinan;

2. Slat Ahli BidanS HubunS.n
Kelembogaan;

3. SlaJ Ah[ BidanS Pcmbal8unan Se]:tor

Urg:iulun dnn lnfrastruktur;

4. Slaf Ahli Bidang Siner8i llkorromi dan
['L-mbiayaan;

5. Pruf. Ir. Kerul'Iaruc, M.Sc, MB,S

ti. t)r.lr. ChairilAbdini, Ph.D;

7. lkrtika Yudhisli, B.tn8:

8. Err'an lllaksum, 5"1', M.Sc;

9- lr, Kennedy Sirnanjunlak, MA.

I)cputi Bidarlg ['cmanlou.r11, Eva]Lr4si dafl
I'c gcndalian Pcrrbangulu[.

l)ircklur Evrluasi dalr t'engendillia[
['drvusunar I'eFencxnann Pemlrangun{n.

Dcputi Bidan8 Pcmanlauan, tlvaluasi dan
Pengendalian ?cmbangunan.

Direktur Pernantruar, E!'aluasi dan
Pengendalian PembarrSun4n Sektoral.

I)cputi Bidallg tkonomi.

Direktur ?erencrulfliln lvtltkro dan fulalisis
Slatistik.

I\clr,r:r I'clitksltnit

BAB 2: SPEKTRUM PERENCANA,AN PEIVIBANCUNAN NASTONAL

2.1. Evaluasi RI(P 2O2O

ItnurlRl,rurB,lawal)

2.3. Strabgi PelrSembangan wilsfh
t'cnanagurrg.lau'ab : t)cputi Bidang ttrls,clnbangan Regiolal.
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s

Kclui Pelaks.nx tli! eklnl 'l'ala

[]cncal1a.

Rrlirrt.q dalr I'c|xnsuIlul

2.4. Stategi PcndEnasn Pembangunan

Penan"qSunS.lnw.tb : t)eFlti Bidonq Pcnciatraan Pembrrgunitn.

Kctua Pclaksana : t)ircklur Alokasi Pcrdatroatr Pcmlr4ngunan.

BAB 3: TEMA DAN SASARAN PEMBANGTJNAN

3.1. XUMN 2020-202,1dEn ArEhEn PrEsiden

Pen$nluaung Jrwah : tleputi Bidang Pclnanlaunn, Evaluosi dan
I'ctlgetldalian Pcmbangunan.

Ketua Felak$ana : DiEktur Evxluasi dau Pcngcndalian
PcrtFlsu&1n Pcl'cncan6an Pernbangunan.

3.2- Tema, Sasaran, Arah Kebijatan dan ShEtegi Pernbangunan

Pclldrgg,unla.lawab : Dcputi Biclin3 P!'nlanl.ruarl, tlvahrasi da
Pcnscndalillr1 l,cnrLlangutran.

Kelua PelaksJtla : tlircktur Ivrluasi dar fenBetl.laliirn
Pc11vlrsallun ['crcncdluan PcmbanBulun.

3.3. Prioritas Nasional

Pcnan.{qu nS.lawxb t)epuli 3idan8 ltmanlauan, lvalu.rsi d.rn
Pcirgendalian Porlbarg,uI1arL

Dircklur fvahlxsi dan Pengendaliru
Penvrls!nan ltrctlcanaan l'enlbangunan.

Ketua Pelaks.lnir

BAB 4: PXIORITAS NA.SIONAI DAN PENDANAAN}.IYA

4.1. kiorit s Nasional

4.1.1. Prioritas Nasionat Memperkua{ IGtahsnan Elononi untut
Pertunhfisn yang Berkualitas dalr B€*eadilan

Penan&gun8Jawab : Dcpriti Bidan:a fkononri.

Kelua ttlaksana : t)ifeklur Induslri. t'driwisala dan lkorromr
Krcrlil
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a- Program Priorit & Pemenuhan Kebutuhan Energi d€nga{ Mengutamst n
Penilgfdan Enelgi Baru T€rbarukan (EEI)

Penan8gunlaJawab : t)ircklur Sunrber [)aya Energi, Mineral dan
P!-rlambangrn.

l) Kc.gailan Prioriirs: Akselerasi PenSdnlhan.gan Penlbangkit lnergi
Tcrbarukan

ttnanl{aunsJawab : Direklur Suml1(:r Duyr Energi, Mincral da|l
PertambanSalr.

2) Kc8ilan Priorilas: PeninSkatan Pasokan Bahan Bakar Nallati

Pe'nan8gunsJawab : Dir!-ktur Suubcr fraya Eneryi. Mincral rlar
Pertxn1h4ngan.

3) Kcgiatan Prioritas: Pcrirl.qkatrn ?emcnuhan Energi fromcstik

l'enan&aun8Jau,ab : Dircklur Sum!-Lr Daya Eneryi, Mineml dan
Pertanrbangan.

4) KL8iatan Prioritas: Pengcmban:(al tndusri Pendukung DBT

Pcnal8gungJawab : t]ircklur Surrbcr Daya f,nergi, Mitrcral dan
Pertambrngan.

5) KeSiatan Prio tas: Pcningkatan Pelaksarraan Konservasi dan Efisicnsi
Encryi

ttnan&gun8Jawab : Direktur Sulnbcr Drva Energi, Mincral dan
Pcrtanlbangarr.

b. Plogram Priorilrs Enirykatar Kuantitas/Xrtshsnan Air untuk
Mendukung Pertumbuhal [konord

Pcnan&qungJawalr : l)ircktur Kehulrlun clalr Kolscrvasi Sumbcr
I Uva Atr.

I) Kc8iatan Pliorilas: Pcmnrllapan (awasan blrfungsi LindunS

ttnarlqgungJawrb : Llireklur Kehutan.ur dan Kol1servasi Su[]bcr
f')rYlt,\ir.

2) Kcgiatan Prioritils: PcnSclcrlaan Hularl &irkclarljutan

Itrun&aungJawub : DirtktLrr (chutrnan drn Ko[scNasi Surrl]er
f)iva Arr.

3) Kcgiatan }tiorilas: Pcnycdiaan Air untuk Pcrlxnian

Pchangtiur8Ja\,.rb : [)irekllrr Pengairan dan l gasi.

9
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4) Kctialan Prioritas: Penyc-diaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas

Petungliung,lawab : tlirektur Kehulfi4n dan Konservasi Surnber
Daya Air.

5) Ke8iotan Prioritas: Peneliharaal, Pemuliha[, dar Konservasi Sumber
Daya Air dan f,kosislcmnya lcrnusuk Revitalisasi Danau dan
lnt'raslruklur HUou

I'erulr&llung,lawrb : t)ireklur Kehutanan dan Konservasi Surnber
I)aya Air.

6) KcAialan Prio tas: PcngeDlbangan Waduk MulliSuna

Perun:fiungJawab : l)ireklur PenSairan dan Iri8asi.

c. Program Priorits: Peningk tan Ictersediaar\ Akser, d,It kr.slitas
Konsumsi Pangan

ttrunagun8Jaw.b : Dilcklur Pangan dan Pedariafl.

l) Kcgialan t'riorilas: I'cningkalan Kualitas Konsumsi, Keitrranan,
Fodilikxsi darl Biofortifiktsi Pdrlgan

I'crur&quq!,Jawab : I)irallur Pan:iall dau Pcrladan.

2) K*,ialatl Prioritas: P('nin:ikalan Kctcrscdjaan Pangan Hasil Perlarrian,
Pcrikrrultl dan Pnngatr H.sil [rut Secara Berkclanjut:ur

I'cnan:eulrSJawab : Dircklnr Pa[Ban datl Pcrlaldan.

:t) Kl3iatan Prioritas: Pr'nilrgkltan Procluklivitas, Kcsejahlcraatl Sumbcr
[)rya f,'latlusia (SDM) Pedllnian, Perikuran dall Kepastian Pasrr

Perun&qung,lr\.\, [, : t)ircktur t'rngan dan Perlanian.

4) K!:ialan llioritas: t'cnillSkalarl Kcb.rlanjutarl I'rociuktivitas Sum[^-r
[)dy.r ['erlanifl n, dall Digitalis4si Pertalliail

Pcnrnlu|urlgJawab : Dircklur I'angan dan ?ertanian.

5) Kcxiahn Prioritas: Peningkilan Tata Kelola Sislen Pangarl Nasional

ltnanjl(r.lr8Ja$'ab : Dilcklur Pangau dan ?ertanian.

d Prcgam Pdoritas: Peningtatan Pcngelolaan Xetlrrritinan, Elitarr,n, dalt
Kelauten

Pcnan&qungJawnb : Dircktur Kelautan dan Perikaran.

I ) licgiatan Prioritas: Pcningkalafl pcngclolaan Wilayah lcng.lolaan
Perik{nan (WPP) dan Pcrlxlran Rualg liut Dan Rercana 7,i.rlasi

t'etisir scrta Pcngclohan Ruang lrul
Pcnan&{aungJnwrb : Direktur Kelaulandar Perikanan.
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2) Kctialan Prioritas: Pellilttkaiun llko$istcm KElauta[ dnn Pcmanfaatar

Jasa Xelaulan

Penani{gungJawab : [)irektrtr Kelaulan dan Perikanln-

:i) Kesiulan Prioritas: Peningkahn Pr(rluki, Produktivitas, Sldndardisasi
Ivlulu dan Nilai Tambah Produk Kclautan d{n !'erikAnan

Pcnan&gungJawab : Dircklur Kelaulal darr Perikanan.

4) Kqliatan Priorilas: Penirsk:rl:rn tllsjlitasi tlsaha, Pembia)'axn, dan
Aksca PerlildunSon Llsaha Kcklular dan Perikanan Skala Kccil liLrla
Akscs Terhadap Pe[gelolartr Sutnbcr Daya

Penrn8sung,lawab : l)irckturKelautarldanPerikanan.

5) Kegiatan Prioritas: PcninSketah SDM dan Riset Ke![ariliman dan
Kelautrn serla f)a/rlra!t, Kdlautan Dan Perikarar

Perunlgung-lawab : f)ircktur Kclautan dar1 Perikanan.

e. Prograrn kbrit8s: PenSuEtan Ket 'ilawaltaatr, Usaha Milno, IGcil
McnctuEh (UM:(M) drn Kope.rsi

Pcnan&gun8Jawab : t)ircklur Pcngembangan Usaha Kccil,
l\4cncngah dan Kolrerasi.

l) Kc8,ixtan Prioritas: PeninSkafr[ kcrdtrlrn l]sah, anturi llstt]ra Mikr.r
K&'il dan Useha l\,lcncrrgah llcsar

I'enan&qungJawab : l)ircklur Pcngcrnbalg:rn tlsaha Kccil.
.\,lcrlcngdh dan I(rperasi.

2) K.Siatan Prioritas: t'cnillSlqrlrn Krpasiaas Usaha dan Aksrs
Penrlriayaan bagi Wirausihd

t'enan&qun:lJawab : t)ireklur ltrrSernbangan tlsrha Kecil,
IU0lcngdh dan Kopcrasi.

la) Kcgiatall Priorilrs: Pcnin8krtan Kl]pasitils, Jangkauan, dall lrlova$i
Ko!^*rasi

Pcndn&8ruu!,Jawab : t)ir!*klur Pcnscrr]ban:irrl llsah.r Kccil,
lvlcncngah dan Koperasi-

4) Kt-3,iatan Prioril{s: PenilSkalar Pcnciplasn .t/rr-at, dan Pcluan8
tlsaha

Pcnang:iunsJawab : Dircktur PenSemban:gn trsahd
A4cncngah dan Kopcrasi.

5) Kegiallrn Prioritas: Pcningkalun Nil{i Tnmbah Usaha Sosial

Pcnal8gungJawab : L)ircklur PcngcmbanSan Llsaha
l\,lerrensnh dan Koperasi.

Kecil,

Kccil,
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f. Program Priorital: Peninglafffi Nilsi Tanoal! Irp8lrgan Kerja" da[
Investlsi di Scllor fi4 cran lndustrialisasi

Penan:gunsJawab : t)ireklur lndustri. Pariwisata dan lkonotri
Krt'afif-

l) Kegiaian kioritas: Peningkatan lndu$ri Pcng,ola-han Berbasis
Perlarian, Kcmaritirnan, dan ,V.,r, Agro )':rng Teriltcgrasi Hulu,Hilir

Penan&lunsJawab : Direklur htdr$tri, Pariwisata dan tlkononli
Krealil'.

2) Kegialan Prioritas: Pcningkalrrr lrrduslrialisasi Blrba.\is Hiliri$si
Sumbcr [)rya AIam, lcnnasuk mclalui Pengenbangan SnEltet da]n
l(a\a?sar lndustri tcnlknla di hurJawa

PenaljguqlJa\.\,ab : Di|eklrrr tnduslri, Pariwisala datl l]konLrmi
K.eatif.

3) (c3iatxn Priorilas: Pcllingkalafl Daya Saing Dcstinasi dan Irdustri
Pengolahan Fariwisala, lcrmasuk Wisata Alan, yang Didukung
PcrSuatan Rantai Pasr)k

Penan LurUi,lawab : Dircktul lnduslri, Parilvisata dan Ekonomi
Klestil'.

4) Kegiatan Prioritas: PcninSkntan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk
dao Usaha Kreatif dan Digilal

PenangSunSJau'ab : Dil€klur lndustri, Pariwislta dan f,kononi
Krcalil

5) Kegiatalr lrioritas: Pcrbaik n lklirn Usalu dan Pcmng\atan lnycstasi,
lermirsuk Rcfonnasi Kcteral,akcrjxirn

Penatl&tun8Jawab : L)ircktur Pcrdagangan, Ilrvestasi, dan
Kerjasama llkollcrmi lntcrnasional.

6) lfuBialan ltioritas: Fcn8crubargan lndustri Halal

t'enan&tulSJawab : [)ireklur lndusld, Pariwisata dan Ekonomi
Krcalil'.

& Prc8ram Priorit !: Peninslalan Ehspor Bemilai Tsmbah Tinggi Dan
Per$utan Tirgkat KsndunSsn Dalam Negeri (IXDN)

Pcnarlg:]rng-ln\!?b : Direktur Pcrda&an8an, Investasi. dan
Kcrias.lrnla l:konomi Intcrnasiotral.

l) Kegial.ln Prirrritas: Peningkalin Diversitikasi, Nildi 'tambah, dall [)aya
SainS t'rcUuk tlkJpor drn Josa

Penatr&gungJrwab : I)ireklur Perda.q,.rn8an, Invesl:tsi, rlan
Ked:rsama tikorloni Inlcrnaiiorul.
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2) KeSiatan Priorilas; Pcnintkatall Ak.\es dan Pcndllanun PaMr Ekspor

Penrng:iunsJawab : Dircktur Perdagangan, ln!,estasi, dan
Ke4asaft :i !konomi lntcrn.r-sional.

:l) Kegiatan Prioriias: PenSelola.tn ImF)r

PenarU€,ut18Jawa[, : l)irektur Perdagangan, Investasi, dan
Kciasanu f, kononri Intcrnasional.

4) Kesialar Priorit&s: I'cningkalan Kalldungan dan Pelggunaan Produk
Dalam NeSeri Tcrnusuk Mclalui Pcngadaan Pcmcrirltah yang Efektif

Pcrun&aungJawab : Direkhr Perdagangan, lnvcstasi, dalr
Kerjasatna f, k!-tt1omi lnterna-sional.

5) Kegiatan Priorilas: P!'Iirlgkrtan Pafi isipasi Dalam,larin:tsn Rlduksi
Glctbal

PenansgungJawub : Direktur PenlaSangan, Inyestasi, dan
Kerjasama ;kolonli Iltcrhasional.

6) Ke8ialan Priorita!: Pcningkalan Citra dall t)ivcrsifikasi Pernasaran
Desti[asi Pariwisata Prioritas dan l'tcstrnasi RrandiiBi dal Produk
l.leatif

Penin&gur.riJdu,ab : Difcktlr Perdrgll8an, Investasi, dan
Kcrjasanu Ekonomi lntcrnasiorutl.

7) Kegialan lYiorilas: Pcningletan [feklivilas ]lttrcnlial Tru'l,
-+,Nctu.rlt l?f&\/Fnc TrLlc AgiL,.rncr lFtAl / Conpvhensivt'
E -onornic I'|.rlnuth|) AltiL1'tnc1tt (CEPA) dan L)iplomasi Ekonomi

Penan&gungJawalr : t)irlklur P.rda.gan.laan, Inveslasi, dan
KcrjlrMma EkL-tnoni Inlcmasional.

tu frogran Prioritss P€nSuatrn Pilar Pertumhrhan d{r1 DE B SEinS

Eonomi

t'cnan&Bung,lawnb : l)illktur Kcuan.Ern Ne:{ara dan Arslisis
Moneter.

l) Kegiatan Priorilas: Pcningkalxn I'endalnrnon Seklor Kcuangan

Pcnan&{ung.Jawab : Direkturja-sa Kcuar.3a[ dan Bt] )tN.

2) KeSialan Prilrritas: L-)plimalisasi Perua 'artan 'l'ekntrlqi Digital clan

lndustri 4.0

PenaI&gurlgJawab : Direktur lnduslri, thliwisala dan Ekonomi
tucrlif.

:a) Kegialan Priorilas: Pcnini,k!t4n Sislcnr log,islik dan Slabililas H:rrya

Penan#iungJawal, : Ditektur Perd!"q{n8an, lnvestasi, dan
Kerjnsama Dkonorni lrllcrnasional.
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4) KeSiatan Prioritrs: Peningktan Pcnerapan Praktik Bcrkelflnjutan di
tndrtstri PcrSolahan dan ltaliwislta

Pcnan&gunsJawab : t)ir!-klrrr Industd, Pariwisal, dan Ekolronri
Kreal it'.

5) Kc8,iatan Frioritas: Rct.rrmasi t'iskal

Pcnangguns,Jawab : l)irrklul Xcualrgan Negara dan fuialisis
14oncler

6) Ke8ialan lYiorilas: Pelingkatan Keterscdi$:ul dan Kualitas Data dan
Itrlbmlasi Pcrkcmbangrt[ ckontrrni, lenltamd pangan, kcmaritiman,
puriwisala, ckonomi klealif dan ckonomi diSital

Pcnan&iungJawab : t)ircklul Percrcanaan Makro dan Arulisis
Slalislik.

4.1.2. Prioritas Nasioral: MengembEngtsn Wilayah untuk Mengursngi
Kese4iangm dan Meqiamin Pqrcrataan

ttnar&qun8Jaw:lb : t)cpuliBicltnsP!'Ig,cnrban5;anRcaional.

(r'lua ltlaksana : L)ircklur 'Iala Ruang dar ltniinganan
Setlcxll11

s- Itogiam kioitas: Perbargunsn Wilayah Surnrtera

Penan&8un8ja\.!.ab : Direktur ReSion:tl t.

l) (cgiatan Prioritas: ?enSembanSan Kawasan Strategis

PenansiunsJawab : Dircktur Rc8ional ltl.

2) KcSiahn Prioritr-s: Penscrnbrngan Scklor Unglulan

Penan&gungJawab : t)ircklur Tala RuanS dan Pcnan:Rnan
Ebllclna.

3) Krxiata Priorilas: PengcrnbanS$n Kawasan Pcrkofaan

I'enanggunsJa\{'$h : L)ir.-kturlembanSunan Daerah.

4) Kegiatan Priorilas: l'erlSenlbar:Bn lherah'IerlingStal, Kawasan

fcrbalr-san, ttrdesarn. dan l rnnsrni8r$i

PerangsunSJawab : l. Dircktur RlSional lll (Pensembangan

t)rcrah 'Iertin&gal);

2. t)irektur Regional ll (Pensembar:pn
Ka\yasan Perbntasan dan TransmiSrasi):

:1. t)ilektur Pembangunan Daerah
(Pcngcrnbangan KawaMn Pcnlcsa4l).
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5) Kcgixkm Prioritrs: Kclernbagdnn dan Kcuangorl Dnerah

l'eran:lgun]l Jawab : l)ilcklur' ltlnbanSun:il1 l)acrah

b. hoSrEm hioritas: PembEngunsn WilayahJawE-Bali

ItranIQ+rrlSJawnb : [)irrklur ReSional I.

I ) Kc.qialarl Prioritas: Pcnqdnban:lan Kawasrn Slralc3is

I'cran&al,tlrSJawab : t)ircklnr Rcgional lll.

2) KeSiutan t'riL.\rihs: ltnScmbi.ngdn &*klor th.gl(ulan

Pcnan&qun8Jawrb : f,ircklur Tsla RuanS dan Perranganan

Bcn!-alla.

:'i) Kegiitrfl Prjorilss: ttngenlb.ulgan Kx\r'asan ltrkol:rttn

Pcnanl{{ung-lawab : DiL-ktur Pcnlbangunar Daerah.

4) kgialan Prioritas: PelSemb Ban Daerah Tcrtinsga.l, Kawas"u
Pcrbatasan, fcrdcsxan. dirn Tr:rnsnrlgrasi

PenangsungJawab : l. Dircklur Rc8i.rul III (Penscmban[ian

Dacrah 'tcriirygal);

2. t)ircktur ReSional ll (Pengcmlrang,an

Ka\rrasan Pcrbatasatr dan Transmigrasi);

3. Dir.-ktur PcmbanSunar Dacrah
(PcflgembdnSan Kawassn Perdesaan).

5) Kegiatan Prioritas: Kelemba8aan dan Keuangen D&erah

Penan siungJawab : t)ircklur Pemban8unan Daerah.

c. Program Priorita& Pcrnbsn$nar Wilayah Nuss Tcnttar8

Penan:QalrngJawab : I. Dircktur Rcgiondl II:

2. t)ircktur Rcgional lll.

I) Kcgialaa Priorilas: Pcng.nrbanqrtl Kawasan StratcSis

['enanluiungJrwab : t)ircktrrrRcg,ionrllll.

2) Kegiatan Prioritar: Pcnscmlrangar Scklor U,r3Iiulatl

Itn:rnggung Jawab : [)irektnr 'lllla RuanS dan Pcnang,anan

liencar.t.

ll) Kegiatan Prioritrsi Pcnlcmbangan K]wasan l'erkotadn

t'en3n&qunS,Jawab : t)itcktur PcmbanSunan l)aerah.
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4) Ke$atru Prioritas: t'engernbangan Daerah Tcrtin&gal, liawosan
Pcrbalrsun, Pcrdcsaln, dtn Tra srt|l.qtlsi

PerrangsunqJa\trab : l. Dircktul Rcg,ional III (Pel3errrbanlian

Daemh Tertinssial);

2. llircktur Rcgional Il (l'engembangan
(awasrn Pcrbatnsan dan Transmigr.rsi);

ll. l)irektur Pembangunan l)aerah
(Pengcmbangan Kawasan Pe.desaatr).

5) Kcgiatan hioritas: Kclenrbagaan dan Keuotrgan Dscrah

PenanlgungJawab : l)irekturPembarylunan DaeMh.

d" Prpgrsm Priorilas: Pembaryunan Wilayah l(atrnsnt8n

Penan:gungJaw b : Direkhrr Rcgional II.

l) lG8iatan Prioritas: Pengcmbanga! (nwasan Stralcgis

lcnan:gungJa&'sb : Diitktur Rcgional lll.
2) Kegiatatl ltiolitas: l'en8r-mban8ar Scktor llnggulan

Penan&gungJ.wab : tlirektur Tala Rrang dan Penangarrn
Bencana.

ll) Ke8ialan Itioritas: PenScmbangal Kawasan Pcrkotaan

Penan&i,uqgJawab : Direkturltmba gunanDac'rah.

.l) Kegiatan Priorilas: PenSembanSrn Oaerah Tertinggal. KawaMfl
Pcrbxlasirn. P!'rde$rn. dan Trarsnr8rnsi

PcnanggurllJawab : l. Dircklur Regional IIt (Pcngembangan

Daerah 'lbriingSal);

2. Direklur RcSional ll (PenScmlrangan

Kawasan Perbatasan dar Transrnigrasi);

3. Direktur Pembangunar't Daerah
(Pengolrbangan tAwasafl Perdesaan).

5) Kcgiatan Prir)rilas: Kclcmbagaal clan Kcuan;ian l)ar'rah

Penangl{urg.lflwab : DirrkturPembangunanf)4erdh.

e. Pragram Prioritas: Petr$Engunan Wilayah Sul4wesi

PenarigSunSJ{w.lb : t)ireklur RreSilrrEl tl

I) Kegialan I'rioritas: Pcrlg,dnban8an Kawasarr Stratcgis

Penan&gunglawall : Dil.cklur Rcgional IIl.

2) Kcgiatan Prioritas: Pcngcmbair8an Sr.ktor Ung!(ulan
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Penan&lungJ&\ryab : l)ilcklrrr Tatl} Ruant dall Penanganan
Bcncaaa.

3) Kegiatan Prioritas: PeilSeftbangan Kawasan ?erkotadr

Penansgrng.Jawab : L)ireklurPembangunantaerah

4) Kegialan Priorilas: l'engenbal3an Daerah lertin1gal, Kawasarl
P('rbalasan. PcrJcsaan..Llll Trrnsmi.!r'asi

PcianlgungJawab : t)ilcktur Rlxional Il.

5) Kegiatan Priorilasi (elombagran dan Keuangali Daerah

PenanlgungJawab : Direktxr Penrbangunrn Daerah.

f. Prcgrqn hioritas: Pembargullff Wilayah Maluku

PeranggungJawab : Direktur Rcgionrl lII
l) KcSiafarl Prioritas: PenScmlrargarl ]iawasan Slratcgis

PenanggungJawab : Direktur Rcaional lII.

2) Kcgialan Priorita-s: Penqembdngan Sektor Unluiulan

PcnansS{ngJawab : Dircktur Tdta R[arg dan Pelanganan
Blrcalra.

3) K.gixlan Prioitas: Pcngcmbangan Kawa"s4n Pcrkotaa{

Perun:{lu!18 Jawrb : Dircktrr Pembangunen Daerah

4) Ke8ialan Prioritas: PenSembangal l)aerah Tertil&gal, Kawasan
fcrbxlasi.in. Pcrdcsaan. dan lransnri8rasi

Penan:g,urgJawab : l. Diruktur Regional lll (Pengembansan

t)ae.ah Tcrting€ial) ;

2. L)ircktur Re3ional lt (l,cngemb.rngan

Kawasan Perb&tasan dnr Transmigrasi);

ll, Direktur PembalUlurun Dacrah
(Peqgembangan Kawasan Peniesaan).

5) Kegiatan Priodlas: Kelelrbsgaan dan Kcuangan Daerah

Penan:fi..n8.lawab : DirekhrrPembanlpnan:laemh.

& PraSram Priori as: PernbarEqlan Wilayah Papua

PcrunggungJa$'4b : Dircklur Rcsiol,lrl tll.

l) K.gialan tlioritds: Petltclnb{n.gal1 K.rwalan Sh'at.Bis

Pclrall&gulrsJawal] : Di|cktrlr Rc3ional lll.
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2) Kcliiatan f'rioritis; Pentenlb{rnEan Scktor L,nttulan

Penan&gungJawab : l)irektur 'lhta Ruang dan Penarganan
Bencrnil.

ii) KcSiaLul Prioritas: PenSembangan Kawasan ?erkDlaan

PenanrUaunsJawab : tlirekturl'embangunanDaerah

4) Kc8iatar Priorilas: Pcn8embanlpn Daerah Tcfling83l, Kllwar.ln
Pcrbdlasan. P(rdesaan, dan TrdrNmrgrnsi

Penan&gun&Jawab : l. t)irekhr Regiollal lll (Pengembangafl

t)ac,rah'ltrtin&lal) ;

2. t)irektur Regional ll (Pengernbanlian
(aw.Lsan Pcrbatasal drn Transmigrasi) i

11. L)it'ektur Pelnbangunatl L)acrah
(Pensembangan Kawa-san Perdesaan).

5) Kc'gialan Priorilas: tr(clctnbag.lan dan Kcurngan Dacmh

Penan8€iunllJawab : Dircklur Pcmbangunan Daerah.

4.1.3 Priorit i Nasionat Mffingkatkan Sumber Daya Manusia y8r8 Ber&ustitas
dan Eerdaya Saing

l'cnan&gung liwab : t)cputi Bidang Pcmbangundn lvlalltsia,
Masynrrkal dan liebuda)'aan.

Wokil ltnan:gungJawab : t)cpuli BidanS Kclo-ndudukan dan
xeleltxgnkerjl'l!n.

Kclu.l Pelrksaru : l)itcklur Kesehatan Llan Gizi iYtasYarakal.

a" Plogr8tn hiqita& ?erlindu[gm Sosial dEn ?aiE Kelola Kependuduken

Fenan&qungJavJab : DirckturKeperdudukandanJamilafiSosial.

l) Kcgialan Priorilas: lercepahn Cdkupan Administrasi Keperduduk n

ttrEn&lun8Jawab : L)ir('klur lGperldudukan dan Jamilan !i)sial.

2) Xc8iatan frioritas: lnle.grasi Siitcn Aclnlinislrasi Kependudukan

Pcnan&+lng Jawab : Dir!'klur Kepcndudukan dar Jamintn $lsial.

:{) K!'Sirtan Prioritas: Pordampingan r.lan Lryanan Terpadu

Itilan&gul1gJawab : t)ireklut' l'cnan!{lulansi r Kcrniskinan dan
PerrtL'erdayaan Masyarakaf .

.t) Kl3ialan I'rioritas: Pc'rnaduan dan Sinkroni&1si Kcbijakun
ttnc,endalian Penduduk

Pcnan&qung.lawab : Dircklur Kcpendudukan dan Jaminan S)sial.
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b. Pnogram kioritar: FenSurfan Fekfsaflaan Per{idungan S6i8l

PcnarulgungJawab : Dircktur KcfEndudukan dan Janinan SosiAI.

l) KcSiatan Prioritas: SistemJarrrinan fusial Nasional

Penrnsgungjawab : Direklrlr KependudulandanJaminan Sosial.

2) Kcgiatan Prioritas: Ballluarl Sosial dan SubsidiTepat &6aran

l'cnan&!,un8JawJb : Direkt{r Pelanggulangan Kcmiskinan dan
Pemberdayaan i\fu syarakat

3) KlBiatan Priorilas: P.rlindur:Fn Sosial Adaplif

l'cnan&gungJawrb : DirekhirKependudukandanJaminanSosial.

4) Kcg,iatan Prioritas: Kesejahteraan Sosial

lcnaruliung-lawab : Dircktur Penanlllularllafl Kemiskinan dafl
Pclnbcrda!.aan Mas)rarakat.

c. Program Prioritas: Peningtatan Ak6 dan Mutu Pelayarar Kesehatan

Pcnan:Uiun8 Jawab : L)ircktur Keselutarl dnn cizi A4asyafakat.

l) Kcg,ialrn t'rioril.t$: Pcnirukllall Kcschalall lbu, Anak, Kcluar5(a
Berencan, (Kl]), ddn Kesehata Reproduksi

I'el1r,U!(un8, Jawirb : l)irektur Kesehatan dan Cizi Masy.rrekal

2) Kcgiatxn Priorilas; Pcr!-cpatan Pcrbaikln Gizi Masyarakal

ttn{n&gung Jawab : [)ir--ktur Kcschatan dan Gizi llasyarakat

:3) Ke8i:ltan tf ioritas: Pdrin.gkltrn Pcngcrldalian Penlakil

Pclmn&gurls Jdwali : Direklru Kes.hal4r dan Gizi i\,lasyarakut

4) KL'8iatan Prioritas: Pcnsudtar Gerakan iuasyarakat *liclup S.hat
(Gcrnlrs)

Pcrungg,utl8Ja\vab : Dittktur Kcschatan dar Gizi A{asyaraknt

5) KcSialall Prioril.rs: Pcllguxtan Sisten Kesehatan dafl PenSawasan L)bat
d.ln Mxkan$

Pcnrng:qurlgJilwab : l)ircklur Kc'sel]atan dan Gizi Masyarakat

d" ProSrsm Prioritas: Peningkstan Peaflerataan Lsyanan Pendidikan
Berkualitas

ttrlxngqurR lru'ab Dircklur .\qama,
Kebud.ry,xrn.

Pcndidikafl. dalr
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l) Keginlan Prioritas: teninSkalan Kualilas Pengajaran dan Pembelajaran

Penan:gungjawab : t)ircktur Aliama, Pendidikan, dan
Kcbudayaar.

2) Xegiatan Priorihs: Pcmeralxdn Akscs dan Wajib Be:ajar I2 Tahun

Penan3iSunSJa\ryab : L)irektur Agama, Pendidikan, dan
(cbuLiaya,rn.

3) Keg,ialan Priorilas: Pcningklrl$fl Pdngclolaan dan ?etretrpatatr
Pendidik dan Tenalia Ket)crdidikan

PenanligungJawab : Dircktur AganM, Perldidikan, dan
Kebudryaan.

4) l(egiatar Prioritas: Pciamirrn Mulu Pcndidikan

PenanllgungJawab : Dircklur Aganla, Pendidikrn, dan
Kcbudayaan.

5) KeSiatan PriLrritas: Pcnin8kalan Tatn K!'lola Pcndidikan

Penanlg[ngJawab : Oirtklur Aganu, Pctldidikan, darl
Kebudayaan.

e, Prog.an Prioritas: Peldnglafan Kualitrs Anak, Peranpuan dan Pe8ruds

Penan&gungJawab : t)ircktur Kcluarlaa, Perempuan, Anak,
Itlnuda, dan Oloht"ga,

I ) Kegiatan I'riorifas: Pern!'nuhal Hak darl ltrlindungan Anak

Pellan:{aungJawab : Dircktur lfuluar8a, Pcrempuan, AIak,
I'cmudJ, drn Olahraga

2) KeSiatan Prioritas: Peningkahn Kcsclaraan Gender, Penberdayaan
dan Pe.lindu4gu Perempuan

PenansSungJawab : t)ireklur Keluarlia. Perempuan, Anak,
t'cnruda, dan olaluaga

3) KeSialan Priorilas: Kualit&\ I'cmudr

PeflanlgugJawab : Dir,iktur Keluarga, Perempuan, Anak,
Pcnludr, c'lan tllahraSa

f. hogrsrn hiorilas: PctgcntalEn Kembkinan

PenanslungJawab : t)ircktur l'cnanqgulangdn Kemiskinan dan
Pcmtrer('layaan Macyarakat.

l) Kcgiatan Prioritas: Aksclcrasi Pcngratan lkonomi KcluarSa

Penan:faunSJalvab : Dircktur Pcnang4ulangan Xemiskiran dar
Pcmbcrdayaan Masyarakat.
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2) Ke$xtln Prioritas: Keperantlraan frsaha dan Dampak &rsial

Petran:€aunS"lawab : Direklur Penanc€iulangan Kerniskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat.

It) Ke8iatan Prioritas: Refornla Agraria

?enanlfaung.lawab : t)irektur 'Iala RuanS dan PerranSrnan
Bcncaru.

4) l.tgiatan hiorit s: Perhul:man Sosial

lenan&gung.Jawab : t)irektur Kellutanan dan Konservasi Sumber
Daya Air.

& ProSrEm kioril8s Peninghstsn Produttivits! dar Daya Saing

Penan&gun8Jawab : t)ircklur(clcnisrkerjaan.

l) Ke3iatan Priorit{s: Pendidikafl dan t'elalihan Vokasi Berbasis
Kerjasama Industri

Penanrg,ungJawab : DirekturKelenagakcrjaalr.

2) Kegiatan Prioritas: ltn8ualar ?endidikan 'llnlBi Bcrkurlitas

Pcran&gungJawab : t)ircktur I'endidikan Tin&ai dan Ilmu
l'cl8ctlhuan c-lall TehloloSi.

3) Kcgiatan Prioritas: P!'rliru*atrn lupabililas IPIIK dan Penciptaan
lnovasi

lcnan:gunsJawab : Dirlktur Pcndidikan TinBSi dan tlnlu
Pcngetahu.ln dan lbknologi.

4) Kegiatall Priorilas: Preslasi Olahraga

Penan&qungjawab : t)ircklur KeluarSa, Perenrpuan, Anak,
Pcmud.l, dan Olahraga.

4.1.4. kioritas Nasionat Reyolusi Mental dan PenbanSmrn Kebudayarn

ttnan&gungJawab : l)ep{li Bidang Perubangunall l{a[uslJ,
Mas)Brrkat. dan Keb.l.i4yddn.

Ketua Pelaks:xra : l)ilektur A8oma, Pcndidikatr, clarr

I(cbudavaan.

a- ProSram hiorit s: Ievolusi Mental dan Pembin sn ldeologi Pancasila
untuk Mcmperkuhr! Kctahanan Budaya BanSsa dan Mqnbentu&
Mentslitas BanSsa yang Maju, Moder!, dan Berkarakter

I'eniur&qn n:l.lawab : I)ircktlrr Asdrna, l'endidikan. ddll
Kcblrrlrvlrn.
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l) Kctiatan Pri.)rilasi Revohrsi ]\lcntal dulanr Sistem lcndidikall untuk
Mdrperkual Nilai lntcgrilas, H(is Kcr.ia. Cotong Royo[9, dan tsudi
Pekerli

Itnanlsiungjawab : t)ircklur Agama, Pendidikan, dan
Xcbudayaatl.

2) Kegialdn Prioritasr Rev!.lusi illelttal dalam 'Iata Kelola femerintah
untuk ttn8uatan Budayl tlirokrasi yatl,g Bersih, Mclayani, dan
Responsil

Penan&iungJawab : t)irektur Aparalur Negam.

ll) KcSiatan ?rioritas: Rcvolusi lucnlal dalam Sistcm Sosial ulltuk
Mcnlperkuat Ketahansn, Kualitili dal,l Peran Keluarllr d4n
Maslurakat dalam Pertrbertuktn Karakter

Pcnan:gungJawab : [)ir('ktur Kcluarga, Pct--mpu.n,  nat,
Pemuda, dan t)lalrraga.

4) Ke8irlan Priorilxs: Pen8uatoll lhsal-Pllsat Penlba]ran Gcrakan
Rct'olusilt{cnlal

Pcnan&gungJawab : Dircklur Kcpcn.ludukan dall Jaminan Srsial.

5) Kqgiatan Priorittrs: Pemba,lguran dan Pcmlrudayaafl Sistem EkLrnomi
Kcrakyatan lJerlandaskan Pancasila

f'enatr&guluiJawab : t]ircktur t'en.qembatlgan tlsaha Kecil.
Mer!'nSah dan Koperasi.

6) Kcgiatan ftioritas: Pelrbilaan ldcolqgi Pancasila, Pcndidikan
Kcwaryxnegardln, Wawdsiu Kcbangs4an dan Bela Nc!!ar.a untuk
Menumbuhkan Jiwa Nasiotalismc dan Patriotismc

Pcn4nagunsJawab : t)ircktur t'olitik dall Komunikasi.

b. Pqrram hioritas: Meldngkatkan Pemajuan dan Pet$tari.n Kebudayaan
untuk Memperkuat IGraller dan Memperkguh Jati Diri Bangsa,
Meninglatktn Kesejahieraan X.rkyat, dan Mempe gsruhi Arah
Pe*embaogan Persdaban Dunia

I'el1d,1&1!n8 J{\ 'ab : t)ifcklnr Aganla, Pe[diclikrn. dan
Kc['llcl.tyIx tl.

l) Kq'sialrn Pli.ritis: Rcvit lis:rsi ddn ..\ktualisasi \"ilri ludxyi d n
liciuil.ln l^rkiil

It.nrn$<ungJawab t)irc'klrr
Kcb{dayaan

,\Srnr$, ltndidikan. dan

2) t(c.giirtan Priorita-s: f'cngcnrbxn8an dafl ftmanlaatan Kckayaan
lludaya lrnluk Memperkrut K.rrkler BanSsa dan Kese.iahteraan
Rakyal
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Penaryi8ung.la\a?b : t)iEktur Aganu. Pendidikan, dar
Kctrudayaan.

3) Kqliatan Prioriaas: Perlindungan llak Kcbudayaan dan Eksprcsi
Budaya unluk Memperlltt Kebudayaan yang Inklusif

Penan8SunSJawah : L)ilcktur Agarna, Pcndidikan, dan
Kcbudayaan.

4) Iieliialan Prioritas: Penqcmbangan Diplomasi Budaya untuk
i{emlErkual Pcngaruh lldlrn.sia dalam Pcrkcmbangan Perad4ban
fhrnia

Pcnan!tsunSJawab : l)irckiur Agama, Pendidikan, ,lan
Kebudayaan.

5) Kegiatan fYioritas: Pengcmbarllan Tata Kelola Pembangunan
Kebudayairn

PenanligunsJawah : Dircktur Ag.llna, Pcndidikan, dan
Kebudayaan.

c, Program Prioital: Memperloat Moderasi Bet&gam, urtrk
Men8Ekuhkan TolcBnsi, KeruLuna& dan Harmord Sosial

Penan&gurgJuwali : t)ir!'ktur Agarni, l'endi.ijkan, dan
KcLrudryian.

l) Ke8iatan Prirrrilas: Pcngrui{rn Cara Paldalrg, Sika}r. dan Praldik
Bcraganrx dalanr Perspklif Jalan Tcngah unluk Mcmanlapkan
Pcrsaudirxan drn Kebersanraarr dilalanS;an Lllnat Beragarna

Peru11&lul18Ja$?b : Difcktur A8ama, Pctdidikan. clall
Kebrr r.1ayaan.

2) Keg,iatan Prioritas: Pcngualan Hannoni drn Kcruku[an llnral
Beaagsnrx

Pcnanlu!,un3J.wab : [)ircktur ASarna, Pcndidikarr. clan

KcLludirydan.

It) Kcgiatan Prioritas: Penyclirdsan Rclasi Aganla dan Budaya

PenangqungJrlEb : t)itcktrrr A8arnd, Penclidikan, dan

.l) Ke8ialan Priorilasi
Beragat1u

Pena n*gunj{ Jawab

Kcbudayaan.

Peninskalan Kualilai t'!'layanan kthidupan

5) KcSialan Plioritas:
Keagarna!n

: L)ilcktur Agama, Pelldidikat, c'iarr

Kcbucfuyaal.

PcIlgcrubaugar1 lkon.'rllri clan Sumr-Lr lhya
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Penar:€un8 Jawr b [)ircklur
KcLruclaya:rn

Agrma. Pendidikan, dan

d- frogra& Plioritas: Penin8katan Budaya Liierasi, hosasi dan KreEtivitss
begiTerwujudnya Mrsyarakat BcrpeqptEhurn, &n Berlaralder

Peiun!€ungJawob : [)ircklur A.q!ma, Pendidika[, dan
KcbudryaItn.

l) Kegialan Prio.itas: PcninSkalan tludaya l,itcnl.si

Penan&!,[ngJawab : t)ircklur .\qlrnla, Pendidikan, dan
Kcbudityatrl.

2) KeBiatan Priontrs: Pcnlbiniiun, dtn Pcrliltdungan Bahasa tndotlcsia,
Bahasa dan Aksard Dacrah. *- a $rstrd

Pen rng€aung Js\,r,a[r : Dire..ktur A8afta, Pen,lidikaa. dan
Kcbudrydan.

ll) KeSiatan Prioritas: Pengenbdngrn Bldaya lFfEK. Inovasi, XrEativitns,
dan Daya Cipta

PerurnggunsJawab : t)ircktur ltndidik tn 'l'inggi dan ll,nu
Pengctrhurn ddn Tcknologi.

4) Kcgiatan Prioritas: Pcrlgualan lnslilusi Sosial Pcn88icrak Litemsi dan
lnovii.ri

Penall8gungJ.rwab i Di|cklur .Uanu, Pordidikan. tlar
Kcbrrclrtyaan.

4.1.5. kioritas Nasional: Memperkuat Iffrastrukur ultuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pcn:lrl.qqung J:r\,ltb
(elun ltlaks:tra

: I)cpuli llidang Sa[rna dan Pra-sarana.

: [)irektu r 'l'ransp(rrtasi.

s. PloSram Eioitas: Infrashuttur Pelaysnan Dasar

PenangsunSJawab : Dircktrr P.rumahan dan Pemukiman.

l) Ke3ialan Priodlas: Pelr),ediaat1 Aksds Perumahan dAn Pennukiman
Layak, tunan d:rn'terianqkau

Penalgliungjawab : Dircktul Pcrurnahan dan Pemrlkilnan.

2) (egiatan Prioritas: Pcnyc.iixall Ak&'s Air Mirrrur dan Sanitasi laFk
dan Aman

Penafiggung Jawab i t)ircklrlr Pcnlmahan dan Pcmukimar.
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ll) Kegialan Prioril4s: Peng,elolaan Air T&rlah dan tur Baku Berkelanjutan

I'enanlgungJawab : Oircktur Pengliran dan lrigasi.

4) (cgiatan Prioritas: Kcsckrmstan dan Kcamarran Transpodasi

Pcnan&aurg.lawab : L)irckturTrarsportasi.

5) Kegiatan Priorilas: Kelnhinan Kebendanaan Infi?sfnrklur

ItnanggunsJawnb : [)ircklur Pengairan dan lrigrsi.

6) Kc8iatan lYioritast Wadluk l4ulipa4L,*'dan Modernisasi lrigasi

PeaansSungJawab : t)ireklur PenSairarl dan lrigasi.

b. Ptogram Prioritas: Infrafiullur Eonomi

Pclun&(tolgJawab : L)ireklur'Iransportasi.

I ) Kcgiatan Priorilas: KoncklivitasJalan

['cnan&gulr8.lawab : Dirck{llrTransF)rtasi.

2) Kcgiatan Prioritas: KolrcktivilBs lGrcta Api

ltnan2gungJawab : DirekturTransportasi.

3) Kcgiatar Prioritas: lonckliyilas Laul

Pc'llatllBungJawab : Dircknr'I.rnsportrsi.

,l) Kegiatan Prioritai: Korcklivitas Lldara

ttnanggllngJawab : t)irektrr'l'raltsF\)dasi.

5) Kegiatan Prioril,rs: Koncklivilas tlaral

PcnanglurgJawab : DirckturTransportasi.

c. Program hiorita$ lnfrashukur Pe*otaan

PcrunS€iung Jawab : Difektur TransFrdasi.

I ) Klxialrn Prioril.Ls: I'ra,lsporlesi Pcrk llaan

Pcndn&aungJawab : DirckturTransp(rr1asi.

2) Kcgiataf Prioritas: Inlrastruktur dan Ekosistcnr'IIK Pcrkolnan

l'cnanggulU-la\a'db : Direktur Kclelra)plistrikan, ltlckonluniklsi
.lan Infonnalika.

:1) KcSirtan Prioritas: Pcrryltiaxrl Allses Air i\,linum dan Sanilrsi La)"k
dalr Alnar di ?erkot{in

t'cnartg,ungJawab : t)ircktur Penlmahil[ darl Pemukiman.
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4) Ke.qialxn Prioritas: PellycJiul Akscs Perulnahan d4n Pernrukiman
Liyak, Arnan dan Terjangka! di ttrkotsan

Pcnan&glrngJawab : [)ircktur PcrLrmahan dan Pcnlukimiu.

4 Program Priorilar: Xn€r8i dsn Kctens8alisFikan

PcnanslrnqJawal. : Dircktur lictcnagalisll'ikan, Tcl!'komuniliasi,
d.n lntonnalika.

I) Kc8ialan Priorilas: (cbcrlxnjut n Penycdiaall tlncrgi dan
Kdlctrrl+t I isl rikrn

Penan&qungJawab : Dircktur Kcleragslistrik n, Telekomurdkasi
dan lnformatika.

2) Kegixldn PrioritJs: AIi*-s dan Keledangkauan lncrgi dall
Kelcnrrgdlistrikln

Pcnan&gungJawab : Dil.cklllr KeterLlgalislrikan.'lelekomunikasi
d.rIl ttrlonnatika.

3) Kcgirtan Pdorifas: Kecukupan Pcnycdiaan Energi drn TcnaSa Listrik

Pcnan&aurlgjawab : t)ircklur Kctcnagalislrikan, T!-lckomunikasi
dan lnfon alika.

c. Plogr8m Prifiit8s: Transdorrnasi Digital

Penan&aunsJawah : Dircktur KctcMgalislrikan, Tclc'komunikasi
(-lalr Infonnatika.

l) Kcgi4lall Prio tas: PcnuntaMn l 'raslruktur TtK

Pcnan&qunsJawab : Dircktur Kctcflagatistrikan, Tclckomunikasi
dan Intbrmatika.

2) Kegiatan t'rioritas: Pemanfaaldn lnfraslruklur 'l'lK

Pcnan&qunSJawab : Dircktur Ketclugalistrikan, Tclckomunika.si
d8n tnlomatikr.

3) Kegiatan Prioritas: fasilitas Pcndukung Transformasi Digital

Penall&aungJawab : Dir.-ktur KetenagalisLrikan, luckomunikasi
.lrrn hltbrmatika.

.1.I.6. kicrilas Nasional Membangrm tinghngan Hidup, Meningkattan
KEtahfiun Bencsna dan PenrbEhan lklim

Pclan.qaungJawab : D!'])uti l]idlng Kcmarilinur dar Srrmbcr
[)aya Alalrr

Ketlu Pclitksiurd : L)irL'ktur LinSkun-qarl Hidup.
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a- Pbgram hiorira& Peningkatan halitas Linghrngan Hidup

Itn:tn:Ulung-l{wal. : t)irckturLirlgkur.gallllidup.

l) Kqai.llan Pri(yitas: Pences,ahxn Percenuran dan Kerusakarl Sunlrer
t)aF Alam dan l,ingkungan liidup

PcnanliaungJawab : t)irckturLirlskunganIlidup.

2) Kegialxll [f iorilas: PcflccDuran dar] Kerusnkan Srrnrl,er t)aya Alanr
.1a[ l,ingkungnn Hidup

Penantqun:1Jawab : t)ircklrr Liltgl'un$ n tlid[p.

ll) Kcgiatan t'iiorits$: t'cmulihatr l'cncelrlamn d$n Kcrusakrn Suntbcr
Daya Alarr d n l,in8kunllan liidup

Penan&gung Ja\r,ab : t)ir!'klur l-irgkungan llidup.

4) K!,g,iatdn Prioritas: Pengualan KelcDr!.a.gaxn d.rn P!'tregakatr llukitm.li
Bidang Sumhr Daya Al.lI11 dan LingkunSan llidup

Pclull&gurl.g Jrwab : t)ircklnr Lingkuuian Ilidup.

b. Program Prioritas: FcnirAkatal lGfshanan Bercana dan lklim

Pcnang:lungJawab : DiNktur Tata Rrung dan Penanganalr
Bcrcana.

l) Kegiatan Prioritus: Pen4n&guldlrgrtrl Bercan,

ttnan&gunSJa\r?t' : l)ircklur 'Iala Rudnq dan PenanS;rnal
ELrcana.

2) KeSialan Frioritas: Peningkrhn Ketahanan lklim

Penan&gungJawab : t)irckturLil18lcrn8an Hidup

c. Ptograr! Priqitas: Penbangulun Rendah Katbon

Perang8ursJrwab : Dircklur Un8kungan Hidup

I ) Kegialan Prioritils: Pembangunal Energi Bcrkclanjutan

Penal1gsungJawab : Dircklur Sumbcr Dflya E[ergi, r\{incral, dan
Pcrtitlnbansan.

2) KL?ialan Prioritos: letnulihan tnhan Berkelanjutan

Penan&gunsJawab : t)ircktur Kchutanan datl Koruervasi Sunrbcr
I)!ya Air,

l!) Ke8iatan t'rioritas: PcnSelolxin l,imbah

Pendn&qunsJawab : tlirckturl,inSkunSdnllidup.



- 140-

2E

4) Kegiatan frioritas: Pengelribxrgan Indnstri llijau

Penan&gungJawab : t)ircklrr Industri, Pariwisata, dan Ekonomi
Krealif.

5) Kegialan Prioritas: Rendah Karbon Pesisir dan llut
Penrnl{iurlgJrwab : L)ileklur Kelasl.rr dan I'erikal']an.

4.1.7. Prioritas Nasional: Memperkuat Stabilifas Polhukl|ankam darl Trarufornasi
Peleyeran Publik

Pei1a,1&qur.qJiwab, 
:Il*,:*:i.*lirik,rruknnl,PeflRhxnan,

Iiehrlt t'elakslllril : t)ilektl! Hnhlnl.L,in Rcgulltsi.

a" Program Prioritas: Konsolidrsi Demolxasi

Pcran&gungJawab : Di.ektur Politik dlm KomunikLsi.

I ) Kasiatan Pf ioritas: P.nSuatan Kapasitrs Lclnba8a Dcrlokras!

Pqrrn8gungJal!?b : Dircktur Iblilik dan l(omunikasi.

2) Kcgialan Prioritas: Pengnaaan Kesetarcrn dat1 Kebebasan

Penrn&glngJawab : Direktur Politik d|ll Komurik{si.

3) Kegiatan Prioritas: PeninSkaten Kualilas Kontunikasi Publik

Penatl€fiungJa\!,alr : Dircktu.l'olitikdanKolnurilesi.

b. Progrant hioritas: Optirnslirasi Keb,jakan Lusr Negcri

Ptnan8sungJawab : Direktur Polilik Luar Negc.i dan Kerjasrna
P.mbarlgunat'] Intc.nasio!1a1.

l) Kegialan Prioritas: Penguntan Integdta-s NKRI darl Perlindun i4n \trNI
di Luar Nclqeri

Penr!:lEunSJawab : t)irektur Politik Luar Negeri dan Kerja!&aa
Pel1rbangnrar Intemasiofl a1.

2) Kegiatan Prioritas: PcnSuata[ Itu{iasamx Pcmb4lguna.n Internasional

ltna:rl+iunsJawab : Dir'!-ktrr Pc.litik l,uar Negcri dan Kerjasa a

fcmbcngunsn llrtcrnasioftrl.

3) Kcgialan Priorilas: Pcninskatan Citra F'ositif di Dunia htcrrusional

Perui*gurlgJawab : Direktur Plriitik l,uar Negeri dan Kerjasama
PcmLltlngunrln tnlcarrasional.
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4) Ketiatan Prir)rila.s: ltnin8katan Peran lndoncsia di Tintkal Re$orul
dan Global

Pcnan,(qlurS Iru'xL. t)ireklur Politik Luar N!'gcri (L1n Kcrjasama
l'embarSuna11 hrtenlasionrrl.

c. Prygrsm kioritas: Pen€8akan Hukum Nasion l
I'enan8gruSJaB'rb : l)irektur lluhrrr dan Regulasi.

I) Kqaialan Pliorilas: l'cnala.u Regulasi

Penan&gu 8Jawab : t)ircklur llukunr dan Rc'g,ulasi.

Z) Ke8iatan Prilrritas: ['crhdikan Sistcrn Hukum I'idara darl Perdata

Peran3gungJa\,\'db : Direktul Hukurn dan Rcgulasi.

:t) Kegiatar Prioritas: Pcngrutar Sistcl! Alrti Krirupsi

PelarlggungJs\.mb : t)ircktur Hukurr dan Rcg,ulasi.

,l) Kegialan Priorilis: r'cning,kalan Akscs tcrhadap Kcadilan

Pcnan&qung-hwab : Di|eklur Hukurr1 dan RrIul&si.

d. Program Prioritas Rrformrsi Bir,obasi dan Tsta lGloh

Pc'trangsungJawab : l)ir,-kturAparalurNc.gnra.

l) Kegiatan l)riorilas: PcnSuatd[ lnplementasi I,laniljcrncn ASN

Pel1an&gungJilwob : t)irekhl. Aprualur Negrra.

2) Kegiatan Prii.rrilas:'fransfonnisi Pelayanan }1rlrik

Pcnan&qunS,Jawab : Dir"-kllrr Aparalur Ncs,ara.

3) Kegiafan Prioritas: Pcnrtaai Kelernbagaan dan Proses Bisnis

Penan&(unSJawab : Dircktur Aparalur Ncgara.

4) (egiatan Priorikls: Rctirnnasi SistDrr Aliuntabilitas Kincrja

Pcrlan8gungJawab : DirckturAparaturNcgam.

e. Progratn Pric'ritas: Metuaga Stabilitas Ke€manan Nasional

Pclull8€iur1gJavrlr : Dir cklur Pcrtaha|all dar Kcarnalun.

l) KcSiatan h iorilas: [tn.!,urtxn Kcanramn lhlarr Nr'Scri

Pe anruiungJaw.rb : []ircklurl'etlahanlld: lKermanan.

2)Kegiatan tliorilas: Pen.qllatan Kcnlalu)uan Perlahcnan
dibrrengi L'drti2lc'lr.r, B t t i J Lli L* t Ie r.r u.- s (Cl\ M)

Pcnansgun8.lawab : t)ircklur Pcrtahdniul dan Kcamanan,
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13) KeSialan Prioritas: Kesmanafl Ir[t
Penangiunll,lawab : t)ircklrlr Pertahanan dan Keanranan.

.1) Kc'Sialan Prioritas: Pcngualall Kcanlanan drn Kctcrlibal Masyarakat

PcnanggunsJr$'ab : Dircklur ferlahalan dan Kcaminan.

5) Kegialan Pri(rritas: Penguatt|ll Ketahanan dan Keal[aflen Siber

PenanSSungJa$'ab : t)ilcktur t'ertalunon don Keanlanrn.

4.2. Pendanaan Prioritss Nasional

4.2.1. Alokasi Per PN

Pc na rrlir,rr n,g Jr rv.rlr

I(.'tux P.lxkstrl.r

4.2.2- tJo,ktsi Wor hejet
Pcr iur&gr,l ng Jawrb

Kelud ['cl ks.ttrd

BAB 5: KAIDAH Pf,LA(SANAAN

5.1. KerangkE KeletrbsSa8n

I'erlan.igrurg.lawab

Kctua ltlxksclu

5.2. Kerangka Regul8i

fcr n&{u n:{ Jit \i'ab

Kclua l'claksaru

t)cputi BidanS fchdanaan Pc'lnbanqunan.

Dircktur.r\lokasi Pctrdlflaal Pcrnbangunan

I)clluli BidanB t'cndanaan Pcnrbangunan-

t)irektur.{lokasi Pcndxn:ran Pernba gu dn.

St f Ahli Bidan8 Hubungan Kelemba8aan.

[)ircklur Apa,ulur Nc.qara.

StxI Ahli Bictang Hubungan Kclcntbignan.

t)it!klur Aparatur Ncgara.

5.3. Xerangl& Evaluasi dan Pengendrlian

Pcnan&iun8,Jdwab : D!'pnti Bidang l'cmantauan, Dvaluasi, dall
P!)tg!.ndalian Pcnthlngu ratl.

lctua Pelaksana : t)ircklut' Pentrntau4n, lvaluasi dan
I'cn.qcndalian Pcrnbangutun Scklorsl.

BAB 6: PENUTTJP

['ellrn{qnlrr.,x waL, t)('puti Bid.lng l'ctlranlauan, [vxlnisi, d:rn
ltngcnd;rliar ltrlbdrgttr1all.
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Kclua Itlilksanir t)ircklur l:valuaii riarr Pcngcndalian
ILlryusundr] I'clcllcitnaan Pcnrbangunan.

Lampi.an l: M8trils Pembangunan Prioritas Nasignal

tt[an€BLrr8 Jr\r.rb : t)eputi Bidang ltndanaan Petrrbangunarr.

Ketua Pclaksdrtir : t)ir.ktur Alokasi Pclrd:lllaan Pcrnbatlgunan

Irmpiran 2: Matrib WotProje.t
I'crlanllgu ng Jd wab

Kelua ['cliki:ind

Latnpiran 3: Suplemen BUMN

Pcnan.\gu l{-lawitb

Kclua f'claksan!

F. TIM KOORDINASI PROSES PERENCANAAN

f,rpat tbordinasi dengan cubernur

PeranlBu rl..a,.lx wal-. :

Ketuil ltlaksana '.

t)alrrali tiidan8 ttnclltnaxn Pct11barl.qunan.

t)itu'klur Alok si ltrl&rn}]ln ['c[rbtt,l.qLlnin

t)cputi ttidanS l:konorni.

t)ircklur.lis! Kcuarlgdr dan BUN{N

t)eputi Bidang I'enSenrbarSan ReSional.

l-)irektur 'Iala Ruang dan Penanganqarl
Benoiulll.

tlircktur Alok si PL'ndanaan Pembangu[an.

Oircktur Evahlasi Pclscndalian Pcnyusunan
Pi'rencanailn Pclnbdllgunan.

lvakil Ketud t-'laksara I

Wakit I':ctua ttlaksanzr II

Rapat l(ooldinssi Teblis PerencrrEan Pembangunan

Pcnan&gungiaw4b : Ocpuli Bidang lcngonbangan Regiotul.

Kctua Pclaksana : t)ircklur Tata Rualg dan Penangangan
Bctrcalta.

Wakil Ketua ttlaksrna I : [)ircktur lndustri, Pariwisala dan likolomi
Kreatil'.

\\rakil Kelua Pclaksam II : Dircklur Pcmantauan, Dvalursi, ciar
PenSerldalian ttmbangllnan L)aerdh.

RspEt foordinasi PembanSunar Pwat

Pcnan:lgung.luwdb : DcPuti Bidrllg Pcrna lauarl, f,valuasi, dull
['crlgcnda]ixri Pclnball:aur1an.
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Kclur fclaksxllx

Wxkil (ehra ltlrksurrn

Mu&enbarg Plovirsi

fcnxng:lu r1g Jd w;rb

Kclux Pclaksanr

Wakil Kctua P"-laksana I

:\2

I)ircktur ,lloklsi Pend!naan [!nlbantunan.

t)irektllr ltrnintanan, Uvdllxrii, r1:rn

Itrlgclldalian Perrball3,u|!lt Sckloral,

I)!'puti BidanS ?cnScnbangan RcSional.

I)ilrrklur PcmbanSunan Dacrah.

Kcpala Biro Perencana4n, !)ryanisasi dan
'l ala l;rksana.

I)ircktlrr l'etu.ntauan, t:valuasi, dan
Pcn8cndrlian Pemban8unan [)aerah.

Wakil Kct.rd ttluksrna ll

Mu.senbang Nasionsl

PcnargliurgJaw.rh Dcputi Bi.lang Perratltauall, Evalrrasi, clarr

ttlrllcndnlian [tn1bnngun.n.

l)ircklur ]:\,aluasi dan l'cn.gcndalian
Itllyusrlnon ltrcnc[ndtn ['cnrLranSun4n.

l)i&'klul Pcnanlauill, Evalnnsi, dalr
ttng.rldaiian Pe,rrbangun!n [).rcrnh.

Kcllu Itlaksrrrx

Wrkil Kdu:r P!'kll.{na

G. TIM KOOBDINASI ?DIV}ITJST.IN SUBSTANSI

Kctua Pclaksana : I)ircklur F,valuasi dan Pcrgcndalian
Penyusunan Percncanaan ['errrbanSunall.

Wakil Ketua Pelaksan.r I : L)ir,-klur Peruantauan, llvaluasi, dan
Pe[gcndalian PembalSutlan scktoral.

Wakil Ketua Pelakrana Il : Dircktur Indrl.stri, Pariwisata dan Ekonomi
Krcalil'.

Wakil Ketua Pelaksaru lll : t)irsktur Tata RuanS clan Penanganan
Bcncana.

wakil Kelua Pclaksaru lV : Dir.-ktur K.sehatar dan Cizi Nlasyarakat.

Wakil Ketus t'elaksana V : Dircklur A8ama, Pcndidikan dan
Kcbudayaan.

Wakil Kehra Pelaksana VI : t)itcktur Traflsportasi.

Wakil Ketua Pelaksana VII : Direktur Lin8kun8an :lidup.

Wakil Ketua Pelaksua Vlll : t)itcktur tluL'um dan ReSulasi.

Wakl Kelua Pelaksana IX : l)ir!.klur Alokasi Pendanaarr Pcmbangunan.
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1. Ir. Barnbang Triyono;

2. Afwarldi, SU

3. Chairul Rijal, S[, MAP,lvllDs;

.1. Mcitha lk.r Praliwi, S-P, MBA;

5. Tini Partini Nuryawarli, S.Si, MIDEC

6. W4hlu Wijdysllto, SlP,,\tA;

7. \'ogi Halsudiono, S!1, MPA;

tt. I,loclLlmmad Hnnafl tlidayat, Sf,, IvtA;

9. Ibnu Yahya, S[, M.]i.Pol;

10. Muhatnmad AMurrar:hman, ST;

I l. Mohamnrad.\iun8 Widodo, SP,.MD[C;

12. Diah t ngSogeni, ST, Msci;

l:J. As\.\'icaksana, Sf, ,\4T, MSc;

l-1. Bin\. tltchriz.rl Arvianto, S.Si, MIT;

15. Sida)'u Aritcja, SE, MPn

I ti. Adhi R !hrnJrr Prana, SE, M.t)cvsll

17. Rcnova GIorya Montesori Sial1aatl, Sf,,

MS";

18. Vivi Andriani, SI, MSc;

l:). Supraplo Budurugroho. Sl', M.trul;

20. Didik t)annanto, S.Sos, MPAi

21. Ahrnad Zainudin, S.Sos;

22. Handhi Setirwan Adiputra, ST;

23. ,,\*hmad Fais Iauzi, ST, M.Eng;

2.{. lrni Nora Siahaan, STi

25. lrik Armundilo, ST, MT, Ph.D;

26. trsa Ilerwinda, S.llut, M.Sc;

27. .{nna ArMlia, ST, A.l.f,nv;

2E. Tanti t)izrn RuharBa, SH, MH:

29. Rezafaraby. SH, Ll,.M;

l3L.r. Rina Asriyani, S[, MSc;

:31. Agus Riyanto Kurniawan, Stl,

M.Dev.t orr (Adv-):
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H. TIM DUXTJNGAN ADMINISTRAS]

l(chrd Felxksrnx

\Vakil l(.tu^ lthks3ra I

Urxkil KclLrx ttl.tksinri Il

\\'ilkrl K.tLn Mirksrilir lll

Wakil Xctua ttlaksana IV

Wakil Kctua ttlaksana V

Wskil Kelur Pclaksaru \rl

turggota

32. i\{ohanrad Ridho llasanudin, S.Pd;

33. Mcl,Y Chinthya t)evi, S.ll;

34. Lydwina Adhisly, S.T.

Kepala Pus&t Data d:rn lnformasi
Percncanaan ?embangunan.

Dircklur Sislem dan PrDsedur Pemantauan.
tlvaluasi. dan Pengendalian Pembangunan

Kcpala Birc Percncanaan, Organisasi dan
Tata Laksalla.

Kcpala Birc Hubungan Masyarakat dan Tat4
Llsaha Pimpinan.

Kepala Biro Hukum.

Kepala Biro Unlum,

Kcpal,{ ftrsat Analisis dan Kcbrjalan Kinerja.

t. Suhartatik, ST,I4 {;

2. Mirza, S.Kom, MA, M?Ai

3. In.tra Wisaksono, Sf, tr{fPi

4. I.ilis Wirlyawati flwi Ldstari, S.Sos;

5. Sig,il Santoso, S.Pd, tr'l.Pd;

6. Eri Mulia, SE, M.E;

7. Ag,us Sutannan S[, MAn MIDS:S

8. AAA Diana Arysni Djlantik, Sf,,,\4M;

9. frayid Tinambunan, S.Sos;

10. Harjoro:

I l. Diah Triastuti,

12. Dedeh Heni tlerlina, S.$s;

I 3. Syaifql Afif, SS, MPPM;

11. Hendra Wahanu Pralrandani, SH, LLM;

15. Naonri Helcna Tambunan, SH,
MLaw.Dev;

16. Nia Kurniati, SH;

17. Nur?i, SE;

18. Wawan Setiaawan;
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I9. Narunt Kurniaw&n;

2!1. Slxnlel;

21. A,1at Solch Siswanlo:

22. Yunhri Trima Vibian, sE, N{,lvl;

23. t)csika Kusworini, SE, N,l.Ak. CRlvtP;

24. ChifariAulia, ST.

MENTER] PERENCANAAN PEMBANGI]NAIV NASIONAL,/
KEPAI.A BADAN PER,ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARTA

Salinatl scsuai dcnSan aslinya.
Kcpala Biro llukunr,

z2-
RIi Rita lrawali

SEKRETARIS KEMENTEzuAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

,11/

HIMAWAN HARIYOGA


